Semoga buku ini menjadi pemantik rasa nasionalisme, Buku ini sangat layak dibaca masyarakat 

pn lakan api kecintaan kita pada “Tanah Tumpah Indonesia, memberikan gambaran betapa 
Darah”, dan mengobarkan semangat juang sebagai semangat kemandirian dan patriotisme 
bangsa yang mandiri, berdaulat dan berprestasi. " 


itu tetap menyala di utara Jakarta. 
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Sanksi pelanggaran pasal 113 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 
(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan 
pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 


Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan 
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 


Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah). 


”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 


”Perekonomian nasional diselenggarakan 
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip 
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan 
ekonomi nasional” 


Pasal 33 Ayat 3-4 UUD 1945 


Buku yang jujur bicara tentang amburadulnya pengelolaan aset negara paling penting yakni Pelabuhan. 
Sudah seharusnya JICT dikelola dengan lebih profesional, transparan dan berpihak pada kepentingan 
nasional untuk memajukan sektor logistik dan maritim. Bukan sebaliknya menjadi bom waktu karena 
masuk perangkap utang dan permainan investor asing. 


--Bima Yudhistira, INDEF (The Institute for Development of Economics and Finance) 


Politik bagi serikat buruh sejatinya adalah alat untuk membangun pengaruh sosial pada masyarakat, 
membantu masyarakat berkembang menjadi lebih baik, lebih toleran dan bersolidaritas, bukan sekadar untuk 
meraih kekuasaan apalagi memecah belah. Pengaruh sosial mengacu pada kemampuan serikat buruh untuk 
secara jelas dan meyakinkan mengartikulasikan perubahan sosial dan perubahan masyarakatnya. Saya kira 
inilah esensi dari yang sudah dan terus diperjuangkan SP JICT di utara Jakarta ini. 


Publikasi ini menjadi referensi berharga bagi semua aktivis serikat buruh yang sedang menemukan jati 
dirinya dan peran dirinya dan organisasinya yang tepat di Indonesia yang sedang berubah ini. 


-Dr. Surya Tjandra, aktivis/akademisi perburuhan 


Perjuangan SP JICT dalam advokasi hak-hak pekerja melebihi perjuangan kebanyakan yang hanya 
sebatas memperjuangkan hak-hak hak atas upah yang layak, jaminan sosial dan hak-hak dasar lainnya. 
Mereka sudah dalam taraf perjuangan politik hingga ideologis yang mensasar pada penentuan sikap 
negara untuk memperkuat sistem ekonomi kerakyatan yang saat ini diikhtiarkan oleh seluruh elemen 
bangsa termasuk SP JICT. 


Kegigihan para pekerja JICT dalam memperjuangkan aset-aset negara ini patut diapresisasi tidak 
saja melalui pengambilan kembali seluruh saham dari pihak luar, melainkan juga meletakan sistem 
perekonomian kerakyatan sebagai irah-irah dan nafas pembangunan di Indonesia. 


--Alvon Kurnia Palma, S.H, Praktisi Hukum 


Sejatinya pelabuhan adalah kawasan strategis dan simbol kedaulatan negara. Maka privatisasi pelabuhan 
kepada asing sama saja mengobral rahasia pertahanan negara. Jika putra putri bangsa mampu kelola dan 
operasikan pelabuhan nasional, kenapa harus dikontrakkan terus kepada asing. 


--Capt. Subandi, Ketua GINSI (Gabungan Importir Nasional Indonesia) 


Buku ini merekam sebuah paradoks besar antara semangat kemandirian yang digelorakan, dan 
realitas yang dipraktikkan melalui kebijakan ekonomi-politik negara. Secara detil dan runut, kita juga 
diajak menjadi saksi, bagaimana perjuangan sebuah serikat pekerja melawan, tak hanya manajemen 
perusahaan, juga korporasi global dan jejaring lobinya di pusat-pusat kekuasaan. 


Bukankah sejarah mengajarkan bahwa kolonialisme dan imperialisme selalu melibatkan mitra-mitra lokal? 


--Dandhy Laksono, penulis “Indonesia for Sale” 


BEE SI Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta 


Ketika banyak BUMN tunduk pada kekuatan besar dan serikat pekerjanya seolah tak berdaya, SP JICT 
berani maju ke garda terdepan against all odds. Buku ini mengisahkan tekad, idealisme, dan determinasi 
diri yang tidak pernah padam yang dapat menjadi inspirasi bagi segenap elemen bangsa untuk menjaga 
kedaulatan NKRI dengan BUMN sebagai soko gurunya. 


--Sari Sitalaksmi, Akademisi FEB UGM, peneliti SDM & Hubungan Industrial 


UUD 45 pada Pasal 33 Ayat 1: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Termasuk pelabuhan seperti JICT sudah seharusnya 
dikelola secara mandiri, bukan diserahkan ke tangan asing!!. 


Buku ini telah membuka mata kita sebagai anak bangsa agar menyadari bahwa betapa pentingnya arti 
mempertahankan serta memperjuangkan aset negara. 


—Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia 


Kemandirian sebuah bangsa, salah satunya, sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa tersebut 
mengelola perekonomiannya secara berdaulat. Oleh karenanya, sudah saatnya sektor-sektor strategis 
seperti pelabuhan harus dikelola secara mandiri, sehingga seluruh nilai tambah pengelolaan pelabuhan 
benar-benar diabdikan untuk kemakmuran bangsa Indonesia. 


-Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) 


Buku yang mengulas perjuangan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP 
JICT) ini mengingatkan kita atas kegigihan kaum buruh melawan persekongkolan jahat kapitalis asing 
yang menggerogoti sumber ekonomi bangsa Indonesia. Secara lebih jauh, buku ini mengandung pesan 
bahwa kita harus membangun ekonomi nasional yang berdikari, khususnya di lapangan pelabuhan yang 
merupakan pintu masuk wilayah NKRI dari laut. 


Hanya dengan bersatunya kaum buruh dan sektor lainnya Kedaulatan NKRI dapat di wujudkan. 
—Ahmad Rifai, Ketua Umum KPP STN (Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Nasional) 


Baru membaca judulnya saja, terasa dalam barisan para patriot melawan penjajah. Sejatinya, perjuangan 
macam inilah yang harus diemban oleh gerakan buruh Indonesia saat ini. Problem lemahnya industri 
nasional, bisa jadi, salah satunya berasal dari penguasaan Pelabuhan Tanjung Priok oleh asing. Maka 
sudah tepat jika bangsa Indonesia wajib menguasai pelabuhan-pelabuhan di nusantara sebagai dasar 
penguatan industri nasional untuk kesejahteraan. Itulah amalan Pancasila dan UUD 1945. 


Lukman Hakim, Ketua Umum FNPBI (Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia) 


“Mandiri secara ekonomi adalah pilihan mutlak untuk keluar dari keterjajahan ekonomi” inilah esensi 
semangat yang coba dikobarkan melalui buku ini, bahwa untuk merdeka sepenuhnya negara harus 
mandiri serta berdaulat di tanahnya sendiri. 


-Indrayani Abdul Razak, Ketua Umum EN LMND (Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional 
untuk Demokrasi) 


Kajian ini mengetengahkan pengalaman mengembalikan pelabuhan laut utama Indonesia, yakni JICT 
ke tangan negara. Kombinasi desakan dari gerakan buruh, pemerintah, dukungan masyarakat dan 
media dalam mengembalikan BUMN strategis adalah pelajaran yang sangat penting. Sebuah kolaborasi 
perjuangan. 


Melalui buku ini, dapat membuka ide-ide tentang arah pengelolaan BUMN kita ke depan, sekaligus 
menguak betapa mudahnya BUMN “dibajak” oleh kekuatan global yang bekerjasama dengan 
komprador lokal. 


—Iwan Nurdin, Ketua Dewan Nasional KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) 


Perjuangan kawan-kawan Serikat Pekerja JICT dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh 
manajemen PT JICT terutama ketika perpanjangan kontrak Jilid II, patut diacungi jempol. Saya yang 
datang langsung untuk memberikan support pada saat mogok kerja akbar tahun 2017, melihat langsung 
komitmen, militansi serta kesatuan kawan-kawan SP JICT dalam menuntut hak-hak pekerja sekaligus 
melawan kooptasi dan kesewenang-wenangan Hutchinson. Sudah saatnya JICT dikelola oleh anak 
bangsa sendiri. 


—Andy William Sinaga, Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia 


Korupsi masih menghantui pengelolaan pelabuhan. Dan buku ini berhasil mengungkap bahwa hantu 
korupsi dalam perpanjangan kontrak JICT adalah persoalan nyata. Bersihkan pengelolaan JICT dari 
korupsi sehingga menjadi lebih transparan, akuntabel dan memberi dampak optimal bagi perekonomian 
nasional. 


—Febri Hendri, Indonesia Corruption Watch ICW) 
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Sekapur Gorif 


TERUS KOBARKAN 
NASIONALISME! 


erus terang, saya sangat berbahagia ketika diminta memberi 
sekapur sirih di buku ini. Buku yang mengisahkan perjuangan 
anak-anak bangsa di Tanjung Priok ini memberikan gambaran, 
betapa semangat kemandirian dan patriotisme itu tetap menyala 
di kalangan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal 


(SP JICT). 

Melalui buku ini, kita bisa ketahui perjuangan para pekerja di sektor 
Dr. Rizal Ramli maritim merebut kedaulatan ekonomi dan maritim demi kepentingan 
Mantan Menko nasional. Meskipun tekanan, ancaman, dan berbagai teror menyergap, 
Kemaritiman para pekerja tetap bersuara. Tidak peduli yang dihadapi punya kuasa 


besar, baik di Priok maupun di negeri ini, mereka tetap bersuara. Bahkan 
akhirnya satu persatu lawan para pekerja jatuh ke bui setelah di-kepret 
aparat hukum. 


Sejak semula saya tidak setuju dengan perpanjangan kontrak JICT bagi 
asing. Untuk apa diperpanjang kalau Bangsa Indonesia sendiri bisa 
mengelolanya? Saya kemudian mencurigai adanya sesuatu yang tidak 
beres dari proyek perpanjangan itu. Apalagi, perpanjangan kontrak 
dilakukan jauh-jauh hari sebelum habis waktunya itu, ternyata melanggar 
Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. 


Dalam pasal 82 UU, disebutkan Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai 
wakil pemerintah adalah pihak yang memberikan konsesi pelabuhan 
kepada badan usaha. Dengan begitu, seharusnya Pelindo II melakukan 
perpanjangan kontrak dengan seizin Otoritas Pelabuhan. Namun, tidak 
pernah dipenuhi Pelindo II. Justru Pelindo Il sudah memperpanjang 
kontrak dengan HPH pada 2014 tanpa melibatkan OP, yang merupakan 
kepanjangan tangan Menteri Perhubungan. 


Apalagi ada surat dari kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok kepada 
Dirut Pelindo II saat itu, saudara RJ Lino, pada tanggal 6 Agustus 2014, 
yang memerintahkan agar tidak dilakukan perpanjang perjanjian sebelum 
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Sejak semula saya tidak setuju 
dengan perpanjangan kontrak 


JICT bagi asing. 


Untuk apa diperpanjang kalau 
Bangsa Indonesia sendiri bisa 


mengelolanya? 


Saya kemudian mencurigai 
adanya sesuatu yang tidak beres 
dari proyek perpanjangan itu. 
Apalagi, perpanjangan kontrak 
dilakukan jauh-jauh hari sebelum 
habis waktunya itu, ternyata 
melanggar Undang-Undang 
No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. 


memperoleh konsesi dari kantor 


Pelabuhan. Tapi sayang, saudara RJ Lino tidak 


mematuhinya. 


RJ Lino juga tidak mematuhi surat Dewan 
Komisaris Pelindo Il. Bahkan Komisaris Utama 
Pelindo II Lucky Eko telah memperingatkan RJ 
Lino agar melakukan revaluasi dan negosiasi 
ulang terhadap upfront fee dari perjanjian 
dengan Hutchison Port Holding (HPH). Tapi 


tetap semua tak diindahkan RJ Lino. 
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Saya sendiri selaku Menteri Koordinator 
Kemaritiman dan Sumber Daya saat itu sudah 
mengingatkan Pelindo II. Saya ingatkan, bahwa 
selain melanggar UU, perpanjangan kontrak 
yang tidak dilakukan dengan tender terbuka itu 
indikasi merugikan negara. Dan benar saja, audit 
investigatif BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 
menemukan indikasi kerugian sebesar Rp 4,08 
triliun di JICT dan Rp 1,86 triliun di Koja. Para 
petinggi Pelindo II saat itupun, termasuk RJ Lino, 
akhirnya tersandung masalah korupsi di kasus 
yang lain. 


Semua permasalahan yang meliputi JICT telah 
panjang lebar diungkapkan buku ini. Juga banyak 
kisah-kisah menarik tentunya, yang baru saya 
ketahui setelah baca buku ini. Kisah teror yang 
menimpa kawan-kawan aktivis Serikat Pekerja 
JICT, atau kisah tentang mantan petinggi KPK 
(Komisi Pemberantasan Korupsi) yang berdebat 
dengan kawan-kawan SP JICT. Semua itu 
memberikan gambaran kegigihan anak bangsa 
merebut kedaulatan ekonomi dan maritim. 


Menurut saya buku ini sangat layak dibaca 
masyarakat Indonesia. Para pejabat negara 
juga saya sarankan untuk membaca buku ini 
agar mereka tahu betapa menggeloranya 
nasionalisme anak-anak bangsa di SP JICT. 


Meski sampai kini perpanjangan konsesi 
JICT belum dibatalkan, saya mengapresiasi 
perjuangan SP JICT. Teruskan berjuang hingga 
Teluk Jakarta sepenuhnya dikelola oleh anak 
bangsa. Demi kesejahteraan seluruh tumpah 
darah Indonesia. 


Merdeka! 


KEMBALIKAN TATA KELOLA BUMN 
SESUAI KONSTITUSI 


ejak mula menerima laporan kejanggalan perpanjangan kontrak JICT dari 

rekan-rekan Serikat Pekerja JICT, saya sudah merasakan ada yang tak 

beres. Terbukti kemudian hari, banyak temuan yang menunjukkan secara 

telak berbagai pelanggaran yang terjadi dalam proses perpanjangan 
konsesi tersebut. 


Sebagaimana yang dipaparkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas 
pengelolaan JICT, ditemukan bahwa perpanjangan kontrak kerja sama antara 
Pelindo II dan HPH tidak tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 
(RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Pelindo II. Kemudian 


Rieke Diah 
Pitaloka, M.Hum 


Anggota DPR RI perpanjangan kontrak kerja sama ini juga dilakukan tanpa melalui izin Menteri 
/ Ketua Pansus Perhubungan. Daftar pelanggaran yang dilakukan Pelindo II bertambah panjang 
Pelindo II karena penunjukkan HPH dilakukan tanpa melalui mekanisme tender yang 


seharusnya. Tak cukup sampai di situ, perpanjangan kontrak kerja ini ternyata 
juga tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). 


Saya bisa katakan bahwa mulusnya perpanjangan kontrak ini adalah ulah para 
mafia pemburu rente yang pastinya punya jaringan kuat multinasional. Yang 
Lebih aneh bin ajaib, meskipun bukti-bukti pelanggaran dan kerugian negara itu 
sudah terhampar di depan mata, namun hingga hari ini belum ada sinyal dari 
pusat kekuasaan untuk membatalkan kontrak tersebut. 


Saya bisa memahami jika kemudian SP JICT tetap “ngotot” agar pemerintah 
segera membatalkan kontrak tersebut. Mereka tak lelah menggelar aksi, 
tak bosan menyambangi aparat hukum dan wakil rakyat, tak jemu meminta 
dukungan tokoh-tokoh bangsa, juga tak gentar menghadapi berbagai intimidasi 
tangan-tangan jahat yang ikut menikmati kue perpanjangan kontrak ini. 


Sebagai bagian dari aktivis pekerja saya juga bisa memahami suasana batin 
mereka, lebih-lebih yang mereka tuntut bukan soal kenaikan upah, tunjangan 
hari raya dan tetek-bengeknya, melainkan memperjuangkan agar aset bangsa 
berwujud JICT tersebut kembali ke pangkuan pertiwi. Aksi yang berat dan penuh 
risiko ini hanya mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang berhati tulus seperti 
anggota SP JICT. 


Tahun 2017 lalu terkait persoalan JICT ini, saya pernah mengatakan bahwa saat 
ini kita sedang bertarung dalam kejahatan multinasional. Di saat bersamaan, 
suara kebenaran terus dibungkam di negeri ini, para pihak yang terindikasi pelaku 
malah seperti dilindungi, sementara yang berani berjuang ungkap kebenaran 
malah mendapat sanksi. Saya sangat mengkhawatirkan Nawa Cita berubah 
jadi duka cita dan jalan Trisakti jadi sekadar kedok privatisasi aset negara dan 
mengguritanya para pemburu rente. 


Sudah saatnya kita bersama bergandengan tangan menyelamatkan aset negara 
dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi, Undang- 
Undang Dasar 1945, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan 
bangsa dan Negara Indonesia. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin TK 


MEREKA YANG TIDAK MAU MENYERAH 


“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri mengubah apa yang pada diri mereka” (Al Auran 13:11) 


Satu-satunya hal yang dibutuhkan bagi kemenangan orang-orang jahat adalah 
diamnya orang-orang baik (Edmund Burke) 


aya selalu teringat pada ayat al Ouran 
dan kata-kata bijak negarawan Irlandia di 
atas itu, setiap kali saya mengikuti laporan 
tentang perjuangan Serikat Pekerja (SP) JICT 
(Jakarta International Container Terminal). 


Tanpa diketahui publik luas, di luar sorotan 
kamera, mereka tanpa lelah selama bertahun- 
tahun berupaya menyelamatkan aset bangsa yang 
sangat bernilai. Mereka berusaha membatalkan 
perpanjangan konsesi JICT kepada Hutchison 
Port Holding (HPH), Hongkong, yang bukan saja 
merugikan bangsa dan negara, namun juga 
dilakukan dengan mengabaikan begitu saja 
peraturan perundangan yang berlaku di negara ini. 


SP JICT adalah mereka yang sadar bahwa mereka 
tidak boleh tinggal diam hanya pasrah kepada 
keadaan, ketika kezaliman berlangsung di depan 
mata mereka. Sebagaimana nanti akan bisa dibaca 
dalam buku ini, mereka adalah kaum yang sadar 
melawan kejahatan yang terorganisir yang akan 
merampas kekayaan negara yang seharusnya bisa 
digunakan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. 


Yang menjadi inti persoalan adalah perpanjangan 
kontrak yang dilakukan sepihak oleh Direktur Utama 
Pelindo II, RJ Lino pada 2014. Perpanjangan konsesi 
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kepada HPH sampai 2039 itu dilakukan tanpa 
tender, dengan harga relatif murah. Tiga Menteri 
Perhubungan tidak memberikan pesetujuan: 
Mangindaan (2014), Ignasius Jonan dan Budi Karya 
Sumardi—-padahal persetujuan menteri adalah 
syarat yang harus dipenuhi bagi perpanjangan 
konsesi sesuai dengan UU Pelayaran. Sebuah 
Panitia Khusus DPR dibentuk untuk mempelajari 
kasus ini. Badan Pemeriksa Keuangan juga sudah 
menyatakan bahwa perpanjangan konsesi itu 
menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 4 triliun. 
Bahkan RJ Lino sendiri sudah dijadikan tersangka 
korupsi di akhir 2015. Yang mengherankan, 
setelah ini semua, perpanjangan kontrak masih 
dilanjutkan oleh direksi sesuai dengan skema yang 
ditandatangani Lino. 


Ini semua jelas menunjukkan bahwa ada 
kepentingan-kepentingan tertentu yang 
sedemikian kuat di belakang perpanjangan 
kontrak. Kekuatan yang bisa mengabaikan undang- 
undang, yang bisa mengabaikan keputusan 
menteri, yang bisa mengabaikan Pansus DPR, yang 
bisa mengabaikan temuan BPK, pastilah sebuah 
kekuatan raksasa. 


Sebagai sebuah aset, JICT memang menggiurkan 
karena merupakan pelabuhan peti kemas terbesar 


di Indonesia dan menangani 70X ekspor impor 
Jabodetabek. JICT punya peran sebagai gerbang 
ekonomi nasional. JICT bahkan empat kali meraih 
predikat terminal terbaik di Asia kategori kapasitas 
di bawah 4 juta TEUs (2011, 2012, 


2015, 2016) 
Penguasaan saham JICT oleh 
HPH - dilakukan pada 1999. 


Namun ketika itu pemerintah 
melakukannya karena kesulitan 
ekonomi. Dalam skema itu HPH 
menguasai 516 saham dan 
Pelindo II 4996 dengan konsesi 
selama 20 tahun sampai dengan 
tahun 2019. Kini, dengan 
membaiknya kondisi ekonomi 
Indonesia dan semakin cakapnya 
para anak bangsa mengelola 
sendiri pelabuhan petikemas ini, 
tidak ada alasan logis untuk terus 
memperpanjang konsesi tersebut 
pada pihak asing. 


SDM Indonesia sudah belajar 
cara mengelola pelabuhan 
peti kemas secara mandiri 
dan menguasai teknologi yang 
dibutuhkan tanpa memerlukan 
keterlibatan pihak asing. 
Kalaupun modal asing masih 
diperlukan, itu seharusnya tetap 
dalam skema yang membawa 
manfaat sebasar-besarnya bagi 
bangsa Indonesia dan tetap dengan tunduk pada 
aturan hukum yang ada di Indonesia. Namun 
akal sehat rupanya tidak bisa dijadikan penentu 
pilihan, bila itu dianggap merugikan para 
pengambil keputusan yang selama ini mendapat 
keuntungan berlimpah. 


SDM Indonesia 
sudah belajar cara 
mengelola pelabuhan 
peti kemas secara 
mandiri dan 
menguasai teknologi 
yang dibutuhkan 
tanpa memerlukan 
keterlibatan pihak 
asing. Kalaupun 
modal asing masih 
diperlukan, itu 
seharusnya tetap 
dalam skema yang 
membawa manfaat 
sebasar-besarnya 
bagi bangsa 
Indonesia dan tetap 
dengan tunduk pada 
aturan hukum yang 
ada di Indonesia. 


Dr. Ade Armando, MSc 


Pakar Komunikasi 


Buku ini bercerita tentang bagaimana gerakan 
yang dimotori SP JICT melawan kejahatan 
terorganisir ini. Mereka difitnah, ditekan, diancam, 
dan diintimidasi. Serikat Pekerja mereka berusaha 
diberangus. Mereka dituduh 
'anti asing. Mereka disebut 
'musuh bangsa”. Mereka dituduh 
sebagai sekadar pekerja yang 
memperjuangkan gaji lebih 
besar. Sebagian mereka bahkan 
diberhentikan. Tapi mereka terus 


berjuang. 
Mereka melawan tanpa 
melakukan perusakan. Mereka 


melakukan unjuk rasa dan mogok 
kerja. Mereka melakukan lobi-lobi 
ke wakil rakyat, mendekati tokoh- 


tokoh nasional, — melaporkan 
dugaan pelanggaran hukum 
Direksi Pelindo Il ke Badan 


Reserse dan Kriminal (Bareskrim) 
Polri, dan juga memanfaatkan 
media sosial untuk menyebarkan 
informasi tentang apa yang 
sebenarnya terjadi di JICT kepada 
publik luas. 


Perjuangan mereka belum selesai. 
Ujung dari segenap perlawanan 
ini pun belum bisa ditentukan. 
Namun, barangkali yang penting 
memang bukan hasil akhir. Yang 
utama adalah mereka berjuang 
untuk menyelamatkan kepentingan bangsa. 
Mereka memilih tidak diam. Mereka memilih 
untuk berjuang mengubah nasib bangsa. 


Dan untuk itu semua, rakyat Indonesia pantas 
mengucapkan terimakasih. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Bondan Gunawan 


Mantan Menteri Sekretaris Negara 


SAATNYA KITA MANDIRI! 


ANJUNG PRIOK, Jakarta itu jantung 

ekonomi nasional: menjadi urat nadi 

perekonomian negeri ini. Dan, Jakarta 

International Container Terminal (JICT) 
menjadi pintu gerbangnya. Arus barang-masuk 
ke dan keluar dari Indonesia- harus melalui 
gerbang ini. JICT adalah marwah bangsa kita. 
Karena itu, menjadi kebutuhan yang mendesak 
untuk mengelola urat nadi itu secara mandiri. 
Sudah semestinya kita tidak lagi bergantung 
oleh orang lain. Pun sudah saatnya kita tidak 
dikendalikan pihak luar. 


Ketergantungan pada negara luar sama saja 
menyerahkan leher bangsa ini pada mereka. 
Hidup matinya ditentukan mereka. Ini tidak 
boleh terjadi! 


Kita harus mandiri: berdiri di atas kaki sendiri: 
berpikir dan bertindak atas kehendak sendiri. 
Karena hakikatnya, kita adalah makhluk yang 
telah diberikan otonomi oleh Tuhan. Takdir 
kita adalah merdeka. Rahmat asali kita adalah 
berdaulat atas diri kita sendiri dengan aneka 
talenta yang telah dianugerahkan Tuhan kepada 
kita. Kita bebas menentukan nasib kita sendiri. 
Kita tidak boleh, bahkan pantang untuk terus- 
menerus merendahkan diri di hadapan pihak 
lain. Kita dengan mereka setara! 


Semangat kemandirian ini saya temukan dalam 
jiwa para pekerja JICT. Ketika pemerintah dan 
pimpinan Pelindo Il seakan nyaman dengan 
kondisi yang ada, justru mereka yang memiliki 
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kesadaran mulai bangun dan bergerak. Mereka 
mengingatkan bangsa ini akan nasibnya ke 
depan. Ini tentu aneh. 


Bagaimana tidak, biasanya gerakan Serikat 
Pekerja itu hanya berkutat pada isu-isu 
kesejahteraan buruh dan pekerja, pada nasib 
mereka sendiri. Akan tetapi, justru anak-anak 
JICT itu berjuang untuk sesuatu yang sangat 
besar. Mereka berjibaku demi “tumpah darah”, 
demi negeri Ibu Pertiwi, dan demi bangsa yang 
berdaulat secara ekonomi. 


Untuk apa mereka bersusah payah seperti 
itu? Toh, pendapatan mereka sudah lumayan. 
Mereka sebenarnya tinggal menikmati hasil 
keringat sendiri dengan nyaman bersama 
keluarga di rumah. Bahkan, mereka juga bisa 
menikmati kenyamanan itu di tempat-tempat 
hiburan bersama rekan-rekan mereka. Alih-alih 
berkubang dalam kenyamanan, ternyata jiwa 
mereka tidaklah demikian. Mereka justru bangkit 
dan bergerak, bahkan mampu membangunkan 
kita. Mereka menyadarkan kita dari sesuatu 
yang salah -dalam manifestasi praktik-praktik 
yang sudah menjadi kebiasaan- di negeri ini. 


Selama ini, saya sering bertemu mereka: 
menyaksikan pergerakan mereka, dan 
memberikan dukungan moral atas perjuangan 
mereka. Saya pun merasakan, betapa semangat 
menggelora itu berasal dari jeritan nurani anak- 
anak negeri yang tidak rela bangsanya terus- 
menerus tidak percaya diri. Anak-anak bangsa 


ini tidak sudi bergantung terus-menerus pada 
pihak asing. 


Kontrak JICT dengan perusahaan asal Hongkong 
sebentar lagi usai. Tidak ada alasan apapun 
untuk melanjutkan kontrak tersebut. Inilah 
saatnya gerbang ekonomi nasional itu kita kelola 
sendiri. Sudah waktunya kita menasionalisasi 
urat nadi arus barang nasional itu. 


Saya yakin, kita mampu. Karena saya tahu, anak- 
anak bangsa yang berkarya di JICT itu memiliki 
kemampuan, kapasitas dan kapabilitas, serta 
loyalitas kepada “Tanah Tumpah Darah”. Mereka 
mampu mengelola perusahaan tersebut dengan 
profesional dan berintegritas. Beberapa kali, 
JICT terbukti menjadi yang terbaik di Asia. 
Banyak profesionalnya yang berprestasi. Bahkan, 
mereka diminta mengajar di pelbagai pelabuhan 


luar. Namun, para pemimpin kita seakan 
menutup mata atas semua itu. 
Membaca buku ini, saya semakin sadar, 


ternyata sudah lama kita terlena hingga lupa 
mengapresiasi anak-anak negeri ini. Sekarang 
tiba waktunya, dengarkanlah suara mereka — 
yang muncul dari rasa cinta kepada Ibu Pertiwi. 
Berikanlah kepercayaan kepada mereka untuk 
melakukan yang terbaik bagi negeri ini. Inilah 
saatnya bangsa kita membuktikan kemampuan 
dan menunjukkan eksistensinya di mata dunia 
internasional. 


Lebih dari sekedar kisah perjuangan para pekerja 
JICT dalam merebut kedaulatan di Tanjung 
Priok, sesungguhnya buku ini mengajak kita 
untuk melihat Tanjung Priok dalam kacamata 
kepentingan nasional. Inilah sebuah cara 
pandang yang sudah dilupakan para pemimpin 


kita. Sesungguhnya, buku ini menawarkan 
perspektif kebangsaan atas berbagai peristiwa 
yang selama ini menyelimuti pelabuhan- 
pelabuhan di negeri ini. 


Semoga buku ini menjadi pemantik rasa 
nasionalisme, menyalakan api kecintaan kita 
pada “Tanah Tumpah Darah”, dan mengobarkan 
semangat juang sebagai bangsa yang mandiri, 
berdaulat dan berprestasi. Selamat membaca. 


Jakarta, medio April 2018 
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Cetakan ke-2 


su nasionalisasi aset negara yang dikuasai asing sebetulnya bukan 

barang baru bagi masyarakat Indonesia. Sejak paska kemerdekaan, kaum 

cerdik cendekia dan para aktivis yang peduli terhadap nasib hari depan 

bangsa terus menggemakan semangat nasionalisasi aset-aset strategis 
yang didominasi investor asing, sebut saja Freeport. Ini menjadi salah satu 
bukti bahwa kita adalah bangsa yang berdaulat, kuat dan mandiri sebenar- 
benarnya. Bukan sekadar slogan yang diteriakkan juru kampanye saban lima 
tahun sekali. 


Sejak sekira setahun lalu, kami mulai mengamati isu yang menghangat di 
seputar masalah silang sengkarut perpanjangan kontrak antara Pelindo II 
dan HPH Hongkong dengan JICT sebagai objeknya. Tiga tahun sebelum itu 
media massa nasional banyak memberitakan ihwal berbagai kejanggalan, 
penyimpangan dan pelanggaran hukum yang terjadi di balik perpanjangan 
kontrak Jilid II tersebut. Melihat begitu urgennya masalah ini, para wakil 
rakyat di Senayan pun segera merespon dengan membentuk Pansus Pelindo 
II, tak ingin ketinggalan BPK RI pun turut ambil bagian menelisik kasus ini. 


Sebagai bagian dari anak bangsa kami turut terpanggil memberitahukan 
kepada khalayak tentang persoalan yang penting ini. Alhamdulillah, dalam 
perjalanan penulisan buku ini, kami banyak mendapat support data dari 
berbagai pihak, baik berupa lisan maupun tulisan. Dan jadilah buku yang 
tidak terlalu tebal ini, tapi niscaya cukup membuka wawasan pembaca ihwal 
apa yang sebenarnya terjadi. 


Alhamduillah, setelah diluncurkan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta 
pada 31 Mei 2018 lalu, buku Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta 
mengalami cetak ulang. Dalam cetakan ke-2 ini tak ada perubahan berarti 
selain pembetulan sedikit data menyesuaikan data terbaru yang kami peroleh. 
Sebagai tambahan informasi, pada cetakan ke-2 kali ini penerbit memang 
sengaja mengubah format konten dari sebelumnya full colour menjadi hitam 
putih, seperti yang sekarang tampil di hadapan Anda. Tujuannya tak lain agar 
masyarkat bisa mendapatkan buku ini dengan harga yang lebih bersahabat. 


Akhirnya, kami haturkan terima kasih kepada seluruh pihak, para aktivis dan 
terutama media massa yang telah memviralkan buku ini sehingga menjadi 
pembicaraan hangat di masyarakat. 


Penulis 


Ahmad Khoirul Fata & Md. Aminudin 
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- BABI 
PRIOK, j 
DALAM 
BALUTAN::- 
:BU SEJARAH 
DAN BARA 
"Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan —. 
peristiwa Makam Mbah Priok 
adalah tragedigejarah yang mau 
au Meng ARA kita bahwa 
sebuah kekuasaan, tak peduli 
dalam lingkup kecil atau besar, 
berpotensi menjadi tirani bila 


penguasa di dalamnya menghela : 
kendali kekuasaan tanpa kontrol. 


H 


ilamana disebutkan nama Tanjung 


Priok, maka  ingatan—sebagian 

besar—orang Indonesia — akan 

langsung mengarah ke peristiwa 
Tanjung Priok 1984. Rabu, 12 September 
1984, sebanyak 18 orang—versi 
pemerintah —atau 400 jiwa —versi SONTAK 
(SOlidaritas Nasional untuk peristiwa 
TAnjung prioK) tewas dihujani peluru 
aparat penguasa kala itu. 


Banyak versi yang disebut sebagai 
pangkal peristiwa ini. Namun yang paling 
mengemuka adalah perseteruan antara 
umat Islam dan rezim Orde Baru yang 
militeristik. Peristiwa itu kemudian tercatat 
sebagai salah satu pelanggaran HAM berat 
di zaman Orde Baru. Hingga dua dasawarsa 
lebih berlalu, namun tragedi berdarah itu 
terus menjadi ingatan masyarakat ihwal 
bagaimana sebuah kritik, protes atau 
tuntutan dari warga bisa berubah menjadi 
bentrok berdarah di tangan rezim yang 
zalim. 


Peristiwa Tanjung Priok itu ternyata 
masih berjilid. Dua puluh empat tahun 
kemudian, tepatnya 14 April 2010 Priok 
membara lagi. Tragedi kemanusiaan 
yang kerap disebut Tragedi Priok II dipicu 
oleh rencana eksekusi tanah kawasan 
makam Mbah Priok yang ada di dalam 
area Terminal Peti Kemas Tanjung Priok 
oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. 
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Sebelumnya, Pelindo II memenangi 
perkara sengketa pemilikan tanah atas 
ahli waris Habib Hasan bin Muhammad 
Al Haddad atau Mbah Priok. Sengketa 
tersebut telah terjadi selama bertahun- 
tahun dan telah dibawa ke Pengadilan 
Negeri Jakarta Utara. Para ahli waris 
mengklaim kepemilikan tanah di lokasi 
tersebut dengan mendasarkan pada 
Eigendom Verponding No 4341 dan No 
1780 di lahan seluas 5,4 hektar. Namun 
PN Jakarta Utara pada tanggal 5 Juni 
2002 telah memutuskan tanah tersebut 
secara sah adalah milik PT Pelindo II. 
Dalam kejadian bentrok antara Satpol PP 
dan warga tersebut tercatat 130 orang 
mengalami korban luka. 


Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan 2010 
adalah tragedi sejarah yang mau tak 
mau menyadarkan kita bahwa sebuah 
kekuasaan, tak peduli dalam lingkup kecil 
atau besar, berpotensi menjadi tirani 
bila penguasa di dalamnya menghela 
kendali kekuasaan tanpa kontrol. Dan 
pada saat arogansi kekuasaan tersebut 
bermetamorfosa menjadi syahwat maka tak 
ada lagi ruang untuk pribadi atau kelompok 
yang bersikap kritis, kecuali intimidasi dan 
pemberangusan. 


Para aktivis Serikat Pekerja Jakarta 
International Container Terminal (SP JICT) 
paham betul apa arti tirani, intimidasi dan 


pemberangusan. Sepanjang 2011 hingga 2018 
mereka terus-menerus berjuang mencoba 
menghentikan praktik-praktik hegemoni yang 
berlangsung di perusahaan tempat mereka 
bekerja. Hegemoni macam apa yang terjadi 
di JICT yang terang benderang merugikan 
negara 4 triliun lebih itu? Lembar-lembar 
halaman buku ini secara detil lagi rinci akan 
mengupas sejumlah “kejahatan” yang terjadi 
dalam tubuh JICT yang tentu saja dilakukan 
oleh oknum-oknum yang bukan sembarang 
orang. Kejahatan itu dilakukan dengan amat 
sangat canggih, terstruktur rapi dan terencana 


dengan amat ciamik hingga orang awam sulit 


mengendus bau busuk sindikasi penjualan 
aset pemerintah RI ini. 
Namun sebelum masuk ke sana, baiklah 


kita mengingat sebentar bagaimana mula 
pelabuhan kebanggaan anak negeri ini di 
masa lalu. Ini penting untuk menyadarkan kita 
bahwa lebih dari sekadar terminal peti kemas 
atau tempat bersandar kapal-kapal dagang 
dan pengangkut penumpang, Pelabuhan 
Tanjung Priok adalah aset sejarah yang tidak 
sembarangan boleh diperjualbelikan, lebih- 
lebih pada investor asing. IJ 


Bentrok di makam Mbah Priok. (Foto: Heru Haryono/okezone) 
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Verklaring 
 emlioni 7. tera 
— meta gebemaan Long - 


Tanjung Priok, Anak Kandung Sejarah 


agi masyarakat Indonesia, 
pelabuhan terbesar di 
Indonesia yang berada di 
wilayah Jakarta Utara itu 
memang bukan sekadar pelabuhan 
yang sibuk di mana saban hari 


ratusan hingga mungkin ribuan truk 
pengangkut peti kemas keluar masuk 
di pelabuhan. Tapi ia adalah saksi 
sejarah saat negeri yang kemudian 
hari kita kenal sebagai Indonesia ini 
masih bernama Hindia Belanda dan 
Jakarta masih disebut Batavia. 


Belanda ' mengembangkan — kawasan 


Tanjung Priok sebagai pelabuhan baru 
Batavia pada akhir abad ke-19 untuk 
menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa 
sebelah baratnya. 


yang berada di 


Ba 
1. Bekkem Soonan 


Kiri: 
Pelabuhan Sunda Kelapa, 
cikal bakal Batavia. 


Kanan atas: 
Pelabuhan Tanjung Priok. 
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Pembangunan pelabuhan baru dimulai 
pada 1877 oleh Gubernur Jenderal Johan 
Wilhelm van Lansberge (1875-1881). 


Keberadaan pelabuhan di kawasan 
Tanjung Priok bermula dari 
pengambilalihan tanah partikelir yang 
dikuasai para tuan tanah, antara lain 
Hana binti Sech Sleman Daud, Oeij Tek 
Tjiang, Said Alowie bin Abdulah Atas, Ko 
Siong Thaij, Gouw Kimmirt, dan Pattan 
oleh pemerintah Hindia Belanda pada 
kurun akhir abad ke-19. Pemerintah 
kolonial menyewakan kawasan ini 
kepada perusahaan pelayaran dari 
Negeri Belanda, Koninklijke Paketvaart 
Maatschappij (KPM). 


KPM adalah perusahaan pelayaran 
asal Amsterdam yang didirikan 
oleh Prins Hendrikkade sebagai hasil 
kongsi antara Rotterdamsche Lloyd 
(RL) dan Stoomvaart Maatschappij 


Nederland (SMN). KPM didirikan 
untuk mengelola pelayaran 
regional interinsuler (antar pulau) 


di kepulauan Hindia Belanda, baik 
pelayaran penumpang dan muatan 
kargo antara pulau di Hindia Belanda. 


Pada puncak kejayaannya, KPM 
mengoperasikan lebih dari 140 
kapal, mulai dari kapal-kapal kecil 
berukuran kurang dari 50 ton 
sampai kapal penumpang berukuran 
lebih dari 10.000 ton dengan jalur 
pelayaran yang terbentang dari Hindia 
Belanda, Semenanjung Melayu, ke 
Afrika Selatan, Australia dan China. 
Jalur pelayaran internasional itu 
dilayani oleh anak-anak perusahaan 
KPM. Untuk lintas Jawa—-Australia 
dilayani Java-Australie Lijn (JAL), lintas 
Jawa-Thailand oleh Java-Siam Lijn 
(JSL), dan lintas Medan—-China oleh 


Deli Straits China Lijn (DSCL). Dan pada tahun 1916 
KPM membuka jalur pelayaran dari Penang dan 
Singapura ke beberapa pelabuhan di China. 


Pada Mei 1877 dimulailah pembangunan 
pelabuhan baru sebagai ganti dari Pelabuhan lama 
di kawasan Kali Ciliwung, sekitar 9 KM dari Tanjung 
Priok. Pelabuhan lama dianggap tidak mampu lagi 
menampung jumlah kapal yang bersandar sebagai 
dampak dari dibukanya Terusan Suez Mesir dan 
perkembangan teknologi kapal uap. Apalagi kondisi 
muara sungai yang terus-menerus mengalami 
pendangkalan. 


Pelabuhan Tanjung Priok resmi beroperasi pada 
tahun 1886 dengan kontrak sewa kepada KPM 
selama 75 tahun. Sebagai penunjang, dibangunlah 
jalur kereta api yang menghubungkan Tanjung 
Priok dengan kota lama Batavia dan daerah 
baru di selatan. Seiring kesibukan di Tanjung 
Priok yang semakin padat, pada tahun 1914 
-1917 dibangun Pelabuhan II, dengan panjang 
kade 100 meter dan kedalaman air 9,5 meter 
LWS. Sedangkan bendungan bagian luar 
diubah dan diperpanjang dengan lebar kade 15 
meter untuk double spoor kereta api dan kran- 
kran listrik. Tahun 1917 dibangun juga tempat 
penyimpanan batu bara serta tempat penyediaan 
bahan bakar. Tahun 1929 dibangun Pelabuhan III 
dan selesai tahun 1932. Pelabuhan dengan panjang 
kade 550 meter di sebelah barat ini sebenarnya 
telah mulai dibangun pada 1921, namun terhenti 
karena malaise atau krisis ekonomi yang melanda 
dunia kala itu. 


Pelabuhan Tanjung Priok sempat diambil 
alih pemerintah RI yang baru saja memproklamirkan 
kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun pada 
29 September 1945 kembali dikuasai oleh Belanda 
hingga 27 Desember 1949. Pasca perjanjian KMB 
(Konferensi Meja Bundar) Pelabuhan Tanjung Priok 
kembali dikuasai KPM karena dianggap masih 
memiliki hak pengelolaan selama 75 tahun hingga 
tahun 1952. 


Pasukan KNIL naik kapal di Tanjung Priok tahun 1896 
dalam rangka Perang Lombok. (sumber: wikiwand) 


Pelabuhan Tanjung Priok pada masa Hindia Belanda. 
(sumber: wikiwand) 


Pemerintah RI mengambil alih Pelabuhan Tanjung 
Priok pada tahun 1952. Untuk pengelolaannya 
diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, 
Djawatan Perhubungan Laut. Sedangkan 
pelaksananya adalah Badan Pengusahaan 
Pelabuhan (BPP). Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 19 PRP tahun 1960, maka pengelolaan 
pelabuhan umum diserahkan kepada Perusahaan 
Negara (PN) Pelabuhan I-IV. Ini berlaku selama 
periode 1960-1963. Pada periode 1964-1969, 
aspek komersial pelabuhan tetap dipegang oleh 
PN Pelabuhan, namun kegiatan operasional 
dikoordinasikan oleh Port Authority. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 18 
tahun 1969, maka selama tahun 1969 — 1983 
pengelolaan setiap pelabuhan umum dilakukan 
oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 mulai 
membedakan dua tipe pengelolaan pelabuhan 
umum, yaitu pengelolaan pelabuhan umum yang 
diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum 
(Perum Pelabuhan). Di sisi lain pelabuhan umum 
yang tidak diusahakan dikelola oleh Unit Pelaksana 


“Pasca perjanjian KMB 
(Konferensi Meja Bundar) 
Pelabuhan Tanjung Priok 

kembali dikuasai KPM 

karena dianggap masih 
memiliki hak pengelolaan 
selama 75 tahun hingga 
tahun 1952.” 


Teknis Direktorat Jendral Perhubungan Laut. (J 


Cikal Bakal Pelindo II 


erum Pelabuhan II merupakan salah 
satu dari empat Perum Pelabuhan 
yang mengelola pelabuhan- 
pelabuhan yang diusahakan 
dan dibentuk berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1983. 
Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 
tanggal 19 Oktober 1991, yang dikukuhkan 
dengan Akta Notaris Imas Fatimah 
Sarjana Hukum di Jakarta pada tanggal 


1 Desember 1992, menandai perubahan 
Perum Pelabuhan II menjadi PT Pelabuhan 
Indonesia II (Persero). Perubahan ini 
didasarkan pada pertimbangan keberhasilan 
manajemen meningkatkan pengelolaan 
pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh 
perusahaan selama ini. 


Saat ini, Pelindo Il telah mengoperasikan 
12 Pelabuhan yang terletak di 10 provinsi 
Indonesia, yaitu: 


na Pelabuhan Teluk Bayur di Provinsi Sumatera Barat 
Pelabuhan Jambi di Provinsi Jambi 


Pelabuhan Palembang di Provinsi Sumatera Selatan 


Pelabuhan Bengkulu di Provinsi Bengkulu 


Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung 


Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pelabuhan Pangkal 
Balam di Provinsi Bangka Belitung 


. ) Pelabuhan Banten di Provinsi Banten 


Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa di Provinsi DKI Jakarta 


Pelabuhan Cirebon di Provinsi Jawa Barat 


IO) Pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat 


Selain itu, Pelindo II juga memiliki sekitar 16 
anak dan 2 cucu perusahaan, diantaranya: PT 
Multi Terminal Indonesia (MTI) yang didirikan 
pada 15 Februari 2002 bergerak di bidang 


bisnis logistik: PT Pengembang Pelabuhan 
Indonesia (PPI) untuk menyediakan fasilitas 
infrastruktur pelabuhan: PT Electronic Data 
Interchange Indonesia (PT EDII) bergerak 
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Sejak 1999 mayoritas saham (5156) 
PT JICT dikuasai Hutchison Port 
Jakarta (HPJ), semula bernama 

Grossbeak Pte Ltd. Sisanya 48,9Y6 

dimiliki PT Pelindo II dan 0,16 
dimiliki Koperasi Pegawai Maritim. 


Hutchison 
Port Jakarta 
(HP) 


Koperasi Pegawai Maritim 


dalam bidang jasa telekomunikasi, teknologi 
informasi, jaringan electronic data interchange, 
distribusi peralatan komunikasi, pemasangan 
instalasi dan peralatan komunikasi: PT Rumah Sakit 
Pelabuhan (PT RSP), PT Integrasi Logistik Cipta 
Solusi di bidang penyelenggaraan jasa layanan 
e-trade logistic: PT Indonesia Kendaraan Terminal 
bergerak di bidang bongkar muat barang dari dan 
ke kapal yang meliputi cargodoring, perusahaan 
bongkar muat dari dan ke kapal, penerimaan dan 
pengiriman serta stevedoring: PT Jasa Peralatan 
Pelabuhan Indonesia: dan lain-lainnya. 
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48,9 Yo 
PELINDO II 
BUMN 


Di antara anak perusahaan Pelindo II yang terbilang 
cukup tua adalah PT Jakarta International Container 
Terminal (PT JICT) dan Terminal Peti Kemas (TPK) 
Koja. PT JICT didirikan tahun 1999 dengan bidang 
usaha bongkar muat peti kemas ekspor- impor di 
Pelabuhan Tanjung Priok. TPK Koja juga melayani 
hal yang sama untuk Terminal Koja. 


Meski PT JICT dan TPK Koja tergolong anak 
perusahaan tertua, namun nasib keduanya tidak 
seperti yang lainnya. Sebagai contoh, saham PT 
MTI sepenuhnya dimiliki Pelindo II/IPC (sebanyak 
9946). Namun tidak demikian dengan PT JICT dan 


1 


TPK Koja. Sejak 1999 mayoritas saham 
(514) PT JICT dikuasai Hutchison 
Port Jakarta (HPJ), semula bernama 
Grossbeak Pte Ltd. Sisanya 48,94 
dimiliki PT Pelindo Il dan 0,196 dimiliki 
Koperasi Pegawai Maritim. Demikian 
juga dengan TPK Koja, 4996 sahamnya 
dimiliki Hutchison Port Indonesia (HPI), 
anak usaha HPH lainnya. 


Anak perusahaan tertua lainnya yang 
mengalami nasib serupa adalah PT Electronic 
Data Interchange Indonesia (PT EDII). Berdiri 


Suasana bongkar muat di pelabuhan. 


- 
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pada bulan Juli 1995, kepemilikan saham di 
PT EDI Indonesia terdiri dari 5196 Perseroan 
dan 49X saham PT Sisindosat Lintas Buana 
(anak perusahaan PT Indosat), dan dalam 
perkembangannya — terjadi — pengalihan 
seluruh saham PT Sisindosat Lintas Buana 
kepada PT Sisindokom Lintas Buana. 


Kisah tragis yang dialami PT JICT dan 
TPK Koja itulah yang menjadi perhatian 
anak-anak bangsa yang sedang bekerja 
di kedua perusahaan itu. (| 
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khir dekade.9O-an menjadi titik balik ekonomi-Indonesia. 
Jika pada periode 1971-1981 pertumbuhan ekonomi 
Indonesia selalu berada di atas 5X pertahun, maka. di 
awal 1990-an pertumbuhan itu.rata-rata./4. - 
Indonesia pun menjadi salah satu Negara a dengan tin at 
pertumbuhan ekonomi-tertinggi.didunia: | 
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Pemerintah juga berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan. 
Angka kemiskinan yang mencapai sekitar 6096 dari penduduk 
Indonesia pada 1970-an, turun menjadi 15X pada tahun 1993, 

dan menjadi 11,396 pada 1996. Perkembangan ekonomi yang 
mengesankan ini membuat Indonesia masuk dalam kategori 

The Newly Industrializing Economy (NIEs) dan World Bank pun 
mentahbiskan Indonesia sebagai High Performing Asian Economics 
(HPAEs) (Fadli Zon, 2004). Dalam bahasa populer saat itu, Indonesia 


merupakan salah satu dari “Macan Asia”. 


amun semuanya berubah sejak krisis 
moneter yang menerpa Thailand antara 
Maret hingga Juni 1997, dan kemudian 
menyebar ke negara-negara Asia lainnya, 
Malaysia, Korea Selatan, hingga Indonesia. Krisis 
ini menjadi badai yang menjungkirbalikkan posisi 
Indonesia, hingga membuat Indonesia jatuh 
menjadi “The Melt down of Asia” (Denny JA, 2006). 


Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi 
krisis, namun belum berhasil memulihkan keadaan. 
Hingga akhirnya Presiden Soeharto meminta 
bantuan kepada International Monetary Fund (IMF). 
Soeharto sebenarnya enggan menggandeng IMF, 
namun kondisi yang semakin rumit dan atas desakan 
penasihat-penasihat ekonominya, akhirnya dibuat 
Letter of Intent (Lol) pertama dengan IMF pada 31 
Oktober 1997, kedua pada 15 Januari 1998, dan 
ketiga pada 10 April 1998. Melalui Lol pertama itu, 
IMF menekankan pada dua kebijakan: 


Jangka pendek: devaluasi nilai tukar uang, unifikasi 
dan peniadaan kontrol uang, liberalisasi harga: 
peniadaan subsidi dan tarif: pengetatan anggaran: 


liberalisasi 
meniadakan 


Jangka panjang: 
mengurangi dan 


perdagangan: 
kuota impor 


dan tarif: deregulasi sektor perbankan sebagai 


“program penyesuaian sektor keuangan”: 
privatisasi perusahaan-perusahaan milik negara, 
privatisasi lahan pertanian, mendorong agrobisnis: 
reformasi pajak: meningkatkan pajak tak langsung: 
dan mengelola kemiskinan melalui penciptaan 
sasaran dana-dana sosial. (Fadli Zon, 2004). 


Melalui Lol inilah, proyek privatisasi BUMN 
dijalankan secara massif. Salah satu yang terkena 
adalah sektor kepelabuhanan. Ini pula yang 
menjadi dasar bagi pengalokasian saham mayoritas 
pada swasta (asing) pada Jakarta International 
Container Terminal (JICT) di Tanjung Priok dan 
Terminal Peti Kemas (TPK) Koja. Di JICT, perusahaan 
asal Hongkong Hutchison Port Holding Group (HPH 
Group) memegang saham mayoritas sebesar 5156. 
Sisanya 48,94 dimiliki PT Pelindo II (Persero) dan 
0,196 dimiliki Koperasi Pegawai Maritim. 


Kisah privatisasi ini dimulai pada tanggal 30 Maret 
1999, di mana PT Pelindo II (Persero) dan Koperasi 
Pegawai Maritim (Kopegmar) melakukan perjanjian 
jual beli saham PT JICT dengan Grosbeak Pte Ltd. 
Sebelum itu, PT Pelindo II merupakan pemilik 
saham mayoritas (994 - terdiri dari 438.471.805 
saham seri B). Sisanya (146- 4.429.007 saham seri 
B) dimiliki Kopegmar. Dengan penandatanganan 
itu, kepemilikan saham beralih ke Grosbeak Pte Ltd 


Sembari 
bersedekap, 
Direktur IMF 
Michel Camdessus 
menyaksikan 
Presiden Soeharto 
menandatangani 
Letter of Intent 
dengan IMF. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Dengan 
pembagian saham: 


HUTCHISON PORT 541 Yo 
HOLDINGS LTD 243 USD 


PELINDO II 
BUMN 


JAKARTA 
INTERNATIONAL 
PELINDO II 4 8,96 


CONTAINER BUNVIN 
TERMINAL 


1999 


Privatisasi hak KOPERASI 


pengelolaan 1999-2019 PEGAWAI 


Terminal Peti MARITIM 0,1 Yo 
Kemas Tanjung Jatuh ke tangan 
Priok Hutchison Port 
Holding Ltd dengan 
kontrak 20 tahun Hutchison Port Holding 
Ltd memegang 514 
saham JICT senilai 
243 USD 


yang menguasai 514 saham sebanyak 225.879.415 Port Holdings (HPH) Ltd yang berbasis di 
saham seri B seharga USD 215,000,000 (Dua Ratus — Singapura. Sedangkan HPH yang berbasis 
Lima Belas Juta Dollar Amerika Serikat). di Hongkong mengelola banyak pelabuhan 
di berbagai negara, seperti Port of Buenos 
Aires di Argentina, Port of Brisbane dan Port 
Botany di Australia, Freeport 
Container Port di  Bahamas, 
Trimodal Container Terminal di 
Belgia, Alexandria International 
Container Terminals Company Ltd. 
di Mesir, Duisburger Container 
Terminal GmbH di Jerman, Asia 


Privatisasi ini mendapat perhatian dunia 
internasional. Situs www.joc.com pada 7 April 
1999 menulis berita berjudul 

“Indonesian  Privatization  Advances 

With Port Takeover”. Di dalamnya "4 "4 
ditulis bahwa Grosbeak Pte Ltd., unit 

usaha dari Hutchison Port Holdings 

Ltd yang berbasis di Singapura, 


akan mendapatkan kontrak selama Di antara 1 Sd : 
, Port Services, Kwai Tsing Container 

20 tahun untuk mengoperasikan pelabuhan- 
Kakmital AT odaR 2 di pelabuhan Terminals, dan River Trade Terminal 
pelabuhan di Hongkong, Taranto Container 


Tanjung Priok melalui — usaha ans dik | | . 
elola 
patungan untuk dikenal dengan nama yang Tesis Aa, Sau 


Ni Abas ate moboka Genaek “APA tersebut, — Asia Pakistan Terminal dan Karachi 
Terminal. Selain dana cash sebesar JICT dan TPK Ha metana aa 21 
USD 215 juta, Grosbeak Pte Ltd akan Koja termasuk 51 meal Tn 2 N 
memberikan kontribusi perangkat dalam top five Nala Ga ja ae Na i 
lunak dan bantuan teknis lainnya penyumbang ' Ge 

senilai USD 28 juta. Dengan demikian, revenue paling 
jika dijumlahkan maka kewajiban besandi antara 


Di antara  pelabuhan-pelabuhan 
yang dikelola HPH tersebut, JICT dan 


yang harus dibayar oleh Grosbeak TPK Koja termasuk dalam top five 

Pte Ltd adalah USD 243 juta. | Dalan penyumbang revenue paling besar 
annya Mill i i ili 

Erowbssk Pte Ltd sendi y : di antara pelabuhan lainnya milik 
Hutchison. Hutchison. (J 


merupakan unit usaha Hutchison 
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Seaports Management BV 


i saat bersamaan (tanggal 
30 Maret 1999) PT JICT 
melakukan perjanjian dengan 
Seaports Management BV 
dalam hal “acces to technical know- 
how and services” atau akses atas 
keterampilan dan jasa teknis selama 
20 tahun juga. Dalam perjanjian itu 
disebutkan, Seaports setuju untuk 
membiarkan JICT menikmati dan 
memiliki akses atas technical know- 
how and services. Di antara akses 
tersebut adalah: akses teknologi 
terbaik dalam bidang rancangan, 
engineering, pembangunan dan 
pengoperasian terminal peti kemas 
dan prasarana terkait, akses atas 
pengetahuan pakar keuangan terkait 
dengan pembiayaan proyek-proyek 
fasilitas pelabuhan berskala besar 
termasuk penggunaan pasar modal 
internasional: akses atas keahlian 
pemasaran internasional, keahlian 
dalam penanganan bahan-bahan 
dan pengelolaan pelabuhan: akses 
atas proses pengelolaan berstandar 
internasional: dan sebagainya. 


Untuk semua itu, PT JICT harus 
membayar beban imbalan jasa 
kepada Seaports Management BV 
sebesar 14,084 dari hasil laba bersih 
bulanan setelah dipotong pajak 
sesuai dengan rekening manajemen 
per bulan, sebagaimana yang diatur 
dalam Klausa 4.1 perjanjian tersebut. 
Dengan demikian, sejak 1999 PT 
JICT harus mengeluarkan uang 
untuk Seaports Management BV 
demi membayar fee layanan akses 
ketrampilan dan jasa teknis tersebut. 


Namun pembayaran fee technical 
know-how and services kepada 
Seaports Management BV selama 
itu diduga tidak benar (fiktif). Hasil 
pemeriksaan Tim Pemeriksa KPP 


Besar Dua, Direktorat Jenderal 
Pajak tanggal 25 Februari 2015 
menyebutkan, PT JICT tidak bisa 


memberikan bukti atau dokumen 
bukti adanya pembebanan biaya 
technical know-how and services. Tim 
pemeriksa Dirjen Pajak berdasarkan 
informasi dari Transfer Pricing 


cc 


Namun 
pembayaran 
fee technical 

know-how 

and services 

kepada 

Seaports 
Management 
BV selama itu 
diduga tidak 
benar (fiktif). 
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Document menyimpulkan bahwa fungsi research 
and development (R&D) teknologi dilakukan oleh 
Hutchison Port Holdings (HPH), bukan Seaports. 


Tim pemeriksa juga mengungkap kejanggalan 
identitas Seaports Management BV. Disebutkan, 
usaha yang dijalankan Seaports Management 
BV sama sekali tidak memiliki hubungan dengan 
industri kepelabuhanan dan pengelolaan peti 
kemas. Justru yang lucu, dalam pemeriksaannya 
Tim Dirjen Pajak menemukan fakta bahwa Seaports 
Management BV di awal pendiriannya merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang peternakan 
hewan, lalu berubah menjadi perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa keuangan. Seaports 
Management BV termasuk dalam standar industri 
klasifikasi (SIC Code) 6159 alias misc. business 
credit institutions. 


Pun demikian, ternyata perjanjian antara PT JICT dan 
Seaports Management BV tersebut tidak dicatatkan/ 
dilaporkan kepada Dirjen HAKI. Hal ini menunjukkan 
bahwa Seaport Management BV bukanlah 
perusahaan yang memiliki keahlian dalam bidang 
kepelabuhan, sehingga untuk melindungi technical 
know-how yang diberikan kepada JICT seharusnya 


dilaporkan ke Dirjen HAKI. Hal ini melanggar UU No 
30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, khususnya 
Pasal 8 ayat 1 dan 2. 


Dengan demikian Tim Pemeriksa Dirjen Pajak 
menyimpulkan bahwa Seaports Management BV 
bukan merupakan pemilik intangible property 
(harta tak berwujud — seperti technical know- 
how) yang dimanfaatkan oleh PT JICT. Dari semua 
fakta-fakta itulah Dirjen Pajak menemukan indikasi 
pelanggaran terhadap UU No 31 tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
khususnya Pasal 2 ayat 1, Pasal 14 dan Pasal 15. 
Serta UU KUHP Pasal 372 dan 378. 


Kuat dugaan, Seaports Management BV 
merupakan perusahaan fiktif buatan Hutchison 
Port Holdings (HPH) Ltd. untuk menambah pundi- 
pundi pendapatannya dari PT JICT. 


Berapa kerugian negara akibat dari tindakan 
pelanggaran hukum ini? 


Dalam hitung-hitungan SP JICT, setidaknya 
selama periode tahun 2004 hingga 2015 indikasi 
kerugiannya sekitar USD 81.9 juta. Perinciannya 
sebagai berikut: 
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Dari kewajiban in-kind injection 
senilai USD 28 juta, menurut 
audit Sucofindo HPJ baru 
memenuhi senilai USD 15 juta. 
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Masalah lain yang melibatkan HPH adalah 
pembayaran in-kind injection yang diduga masih 
kurang. Selain harus mentransfer dana cash 
sebesar USD 215 juta kepada PT Pelindo II dan 
Kopegmar, Grossbeak Pte Ltd juga punya kewajiban 
memberi kontribusi perangkat lunak dan bantuan 
teknis senilai USD 28 juta dalam bentuk in-kind 
injection. Namun ternyata dalam audit Sucofindo 
ditemukan fakta hanya USD 15 juta saja yang sudah 
dipenuhi oleh Grossbeak. 


Privatisasi JICT pada 1999 ternyata 
berbuntut panjang. Pada 2002 Tanri Abeng 
(mantan Menteri BUMN) dan Herwidiyatmo 
(mantan Ketua Bapepam) dijadikan 
tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam 
kasus privatisasi terminal 1 dan 2 Pelabuhan 
Tanjung Priok (JICT). Penetapan keduanya 
diduga terkait dengan fee dan penunjukan 
profesi penunjang dan global koordinator 
lokal privatisasi JICT, yakni Bahana Sekuritas 
dan Danareksa Sekuritas. Serta penunjukan 
konsultan asingnya yaitu Goldman Sachs 
dan Lehman Brothers. 


Fee konsultan lokal dan asing dipersoalkan 
Kejagung karena dianggap belum disetujui 
Menteri Keuangan (Menkeu), dan negara 
dirugikan Rp 12,9 miliar. Tanri Abeng mengakui, 
memang kontrak dengan profesi penunjang 
dan global koordinator baik lokal maupun 
asing hanya berdasarkan pada kewajaran, 
kebiasaan dan efisiesi. Karena Kepmenkeu 
yang mengatur penunjukan profesi penunjang 
dan global koordinator privatiasai baru ada 
pada 20 September 1998. Sementara kontrak 
kerja antara Meneg BUMN dengan penasehat 
keuangannya telah terjadi pada 1 Juli 1998 dan 
pihaknya diburu waktu melakukan privatisasi 
sebagai konsekuensi dari Lol dengan IMF. 
Namun hingga buku ini ditulis kasus tersebut 
tidak jelas statusnya, apakah telah SP3, 
deponering atau apa? 


Kasus lainnya yang mewarnai perjalanan 
JICT menerpa Dirut JICT Wibowo Suseno 
Wirjawan alias WS Wirjawan. Tim Koordinasi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Timtas Tipikor) menetapkannya sebagai 
tersangka dalam kasus sewa crane container 
fiktif di JICT yang diduga menyebabkan 
kerugian negara senilai Rp 83,72 miliar. 
Modusnya, WS Wirjawan memerintahkan 
JICT untuk menyewa 2 crane dari PT Ocean 
Terminal Petikemas (OTP). Padahal di saat 
bersamaan WS Wirjawan juga menjabat 
direktur di PT OTP itu. Sewa dimulai dari 
September 2003 sebesar USD 125 ribu 
perbulan untuk 1 crane. 


Belakangan diketahui, crane 


yang 


disewa itu tidak bisa digunakan secara 
maksimal karena sering rusak. Padahal 
harga sewanya tergolong lebih tinggi 
dari kebiasaan. Kerugian PT JICT semakin 
bertambah untuk biaya dua kali perbaikan 
crane tersebut sebesar Rp 3 M untuk sekali 
reparasi. Meskipun kemudian statusnya 
di-SP3 kan. 


Rangkap jabatan yang dilakukan kakak 
mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan 
itu juga masuk ke ranah hukum. Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui 
keputusan  No.04/KPPU-I/2003 tentang 
Bongkar Muat Peti Kemas oleh PT Jakarta 
International Container Terminal (JICT) 
menyebutkan telah terjadi pelanggaran 
terhadap Pasal 26 (a) Undang Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 
(UU Persaingan Usaha), karena WS Wirjawan 
menjabat sebagai Presiden Direktur di dua 
perusahaan (JICT dan OTP) dalam bidang 
usaha yang sama. KPPU memerintahkan 
WS Wirjawan untuk mengundurkan diri dari 
salah satu jabatan. 


Putusan KPPU diperkuat oleh Putusan 
Mahkamah Agung No. 02K/KPPU/pdt/2004 
yang menyatakan bahwa WS Wirjawan 
yang pernah menjadi Chief Executive 
Officer of Hutchison Ports Indonesia 2000- 
2005 itu telah secara sah dan meyakinkan 
melanggar pasal 26 (a) UU Persaingan 
Usaha. Selanjutnya MA memerintahkan 
yang bersangkutan agar mengundurkan diri 
dari salah satu jabatannya sebagai Presiden 
Direktur di PT JICT dan PT Ocean Terminal 
Petikemas (OTP). 


Di balik semua masalah yang menerpa 
JICT, anak-anak bangsa yang berkarya di 
dalamnya berhasil menorehkan banyak 
prestasi. Juni 2016 JICT meraih predikat 
terminal terbaik di Asia kategori kapasitas 
di bawah 4 juta twenty foot eguivalent 
units (TEUs) di ajang Asian Freight Logistic 
And Supply Chain Award atau AFLAS 2016. 
Ini menjadi penghargaan keempat kali 
yang diraih JICT. Sebelumnya JICT meraih 


Penghargaan AFSCA/AFLAS yang diterima JICT dalam kategori 
“Terminal terbaik di Asia kategori kapasitas dibawah 4 juta TEUsS” pada tahun 2011, 2012, 2015, 2016. 


penghargaan yang sama pada tahun tahun 
2011, 2012, dan 2015. Di ajang itu JICT berhasil 
mengalahkan beberapa terminal di Asia seperti 
Pusan Newport International Terminal (Korea 
Selatan) dan Tianjin Port Pacific International 
Container Terminal (Tiongkok). 


Penghargaan  AFLAS sendiri digelar lewat 
mekanisme voting dari pengguna jasa pelabuhan 
di seluruh dunia. Total sebanyak 500 perusahaan 
logisitk, pabrik, pergudangan, pelabuhan dan 
perusahaan pelayaran internasional. Prestasi JICT 
itu dihasilkan dari peningkatan kualitas pelayanan 
pelabuhan lewat sistem IT terintegrasi. Dan yang 
membanggakan, sistem pelayanan pelabuhan 
lewat IT terintegrasi dengan TPK Koja itu 
merupakan produk inovasi anak-anak bangsa yang 
bekerja di JICT. Teknologi pintu masuk pelabuhan 
ini dilengkapi dengan weight-in-motion sensor, 
dan pertama kali diterapkan di Indonesia. Dengan 
teknologi ini, terminal menawarkan kecepatan 
dan kehandalan layanan di pelabuhan peti kemas 
terbesar di Indonesia itu. 


Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta 


Prestasi anak-anak bangsa di JICT mendorong 
beberapa pelabuhan luar untuk belajar kepada 
mereka. Mereka diundang untuk memberikan 


cc 


Di balik semua masalah yang 
menerpa JICT, anak-anak 
bangsa yang berkarya di 
dalamnya berhasil menorehkan 
banyak prestasi. Juni 2016 JICT 
meraih predikat terminal terbaik 
di Asia kategori kapasitas 
di bawah 4 juta twenty foot 
eguivalent units (TEUs) di ajang 
Asian Freight Logistic And 
Supply Chain atau AFLAS 2016. 


pelatihan dan transfer of knowledge di 
Sohar, Oman dan Dar er Salam, Tanzania 
dan Pelabuhan Felixstowe, Inggris pada 
Juli 2015 juga belajar sistem langsung 
dengan anak-anak bangsa di JICT. 


Padahal pelabuhan Felixstowe yang terletak 
di Felixstowe, Suffolk, merupakan pelabuhan 
kontainer tersibuk di Inggris. Pelabuhan 
ini melayani 42X pergerakan peti kemas 
di Inggris. Pada tahun 2011, pelabuhan 
yang memiliki dua terminal kontainer 
utama, Trinity dan Landguard serta terminal 
ro-ro, itu menduduki peringkat ke-35 
pelabuhan kontainer tersibuk di dunia dan 
keenam tersibuk di Eropa. Pada tahun 
2011 saja Felixstowe menangani 3.74 
juta TEUs. 


Inovasi lain yang dihasilkan anak-anak 
bangsa di JICT adalah “Gen-2 Online Billing 
Self Service (G-Boss)”. Ini merupakan sistem 
layanan transaksi jasa terminal secara 
mandiri bagi barang impor. Salah satu fitur 
dalam G-Boss adalah layanan impor dengan 
status BC 2.3 atau kontainer untuk diangkut 
ke daerah pabean untuk melepaskan 
kontainer inersia impor. Dengan sistem 
layanan online dan self service itu, transaksi 
bisa dipersingkat dari semula 30 menit 
menjadi hanya 1 menit. 


Sistem  G-Boss terus dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan. Saat ini yang 
dikembangkan adalah layanan traksaksi 
mobile G-Boss sehingga arus barang dan 
dokumen di Pelabuhan Tanjung Priok bisa 
berjalan lebih cepat dan efektif. 


JICT juga berhasil memperbaiki dwelling 
time (waktu tunggu kontainer di 
pelabuhan) dari rata-rata 8,9 hari pada 
2013 menjadi rata-rata 5,59 hari pada 
2015. Pada Februari 2017 dwelling time 
menjadi semakin singkat hanya rata-rata 
3,9 hari, dengan perincian dwelling time 
untuk peti kemas impor di JICT 4,6 hari, 
TPK Koja 2,58 hari dan terminal 3 Priok 
4,5 hari. Sementara untuk peti kemas 
ekspor rata-rata 3,2 hari dengan rincian 


Port of 
Felixstowe 
merupakan 
pelabuhan 
tersibuk di 
Inggris. 

8 (Sumber foto: 
http://www. 


interfreightuk. 
com) 
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Prestasi anak-anak bangsa di JICT 
mendorong beberapa pelabuhan luar 
untuk belajar kepada mereka. Mereka 
diundang untuk memberikan pelatihan 
dan transfer of knowledge di Sohar, 
Oman dan Dar er Salam, Tanzania dan 
pelabuhan Felixstowe, Inggris pada 
Juli 2015 juga belajar sistem langsung 
dengan anak bangsa di JICT. 
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JICT 3,1 hari, TPK Koja 4,18 hari dan terminal 
3 Priok 2,4 hari. 


Meski berbagai prestasi telah ditorehkan anak- 
anak bangsa ini di JICT, namun toh itu tidak bisa 
membuat hati para petinggi Pelindo II memberikan 
kepercayaan pada mereka. Entah kenapa kemudian 
secara tiba-tiba Dirut Pelindo II saat itu, RJ Lino, 
pada 5 Agustus 2014 membuat kesepakatan 
perpanjangan kontrak JICT ke Hutchison hingga 
2039. Padahal kontrak Hutchison yang diteken 
pada 1999 sendiri baru berakhir pada 2019. 
Kontan keputusan yang aneh itu mengundang 
tanda tanya, ada apa? I| 


Dari atas: 

e Kepadatan antrean truk kontainer di pintu pelabuhan JICT. 
@ Peresmian layanan transaksi mobile G-Boss. 

@ Auto-gate sistem di terminal JICT dan Koja. 
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Temuan yang Mencengangkan 


Senin, 5 Oktober 2015 menjadi hari 
bersejarah dalam perjuangan merebut 
kembali kedaulatan bangsa di bidang 
kepelabuhanan. Pasalnya Rapat Paripurna 
VI DPR RI untuk masa sidang I tahun 
2015/2016 resmi memutuskan untuk 
membentuk Panitia Khusus (Pansus) 
Pelindo II. Keputusan itu diperoleh 
setelah sebanyak 299 anggota dari 555 
anggota DPR yang hadir, setuju dengan 
pembentukan Pansus tersebut. 


idak mudah meyakinkan anggota DPR RI 

untuk mewujudkan hal itu. Dari komposisi 

suara di atas jelas terlihat, tidak sedikit 

anggota DPR RI yang menolak pembentukan 
Pansus. Beberapa diantaranya tampak memandang 
remeh persoalan perpanjangan konsesi JICT. Ruhut 
Sitompul, salah satu anggota Komisi III saat itu, 
semula tidak setuju dengan pembentukan Pansus 
Pelindo dan berharap agar pengusutan kasus 
hukum di Pelindo II cukup di level Panitia Kerja 
(Panja) di tingkat komisi. Ia menilai, pengusutan 
di Panja akan lebih efektif dan terfokus pada 
penyelesaian persoalan tersebut. Apalagi sudah 
ada pembentukan panja di Komisi VI dan Komisi XI 
terkait kasus yang sama. 


Perpanjangan pengelolaan PT JICT 
antara PT Pelindo II dengan HPH 


Permasalahan kegiatan 
pengadaan barang dan jasa 


Tata kelola perusahaan PT Pelindo II, termasuk persoalan 
pelanggaran hukum ketenagakerjaan yang sangat serius 


Sebelum terbentuk Pansus Pelindo II, beberapa 
komisi di DPR sudah terlebih dulu membentuk 
Panitia Kerja (Panja) untuk menginvestigasi kasus- 
kasus yang ada di JICT. Komisi VI telah membentuk 
Panja Pelindo II pada 11 September 2015. Menurut 
Ketua Komisi VI DPR Hafisz Thohir, panja dibentuk 
untuk menyelidiki lebih dalam proses dugaan 
korupsi mobil crane, perpanjangan kontrak PT 
Jakarta International Container Terminal (JICT), 
kinerja keuangan perusahaan, termasuk hubungan 
antara manajemen dengan pekerja perusahaan. 


Kasus yang mendera Pelindo II juga mendapat 
perhatian dari Komisi IX yang membentuk Panja 
untuk mendalami pemecatan massal pekerja 
Pelindo Il. Karena begitu kompleks, Komisi III 
pun mengusulkan pembentukan Panitia Khusus 
(Pansus) yang disetujui oleh Paripurna DPR RI 
tanggal 5 Oktober 2015. Pansus ini beranggotakan 
dari Komisi III yang membidangi hukum, Komisi VI 
(bidang BUMN), Komisi IX (bidang tenaga kerja), 
dan Komisi XI (bidang anggaran). 


Setelah memanggil beberapa menteri terkait, 
direksi dan komisaris Pelindo II, direksi JICT, 
lembaga konsultan asing, pengacara, dan beberapa 
kalangan lainnya, Pansus menemukan persoalan 
mendasar di Pelindo II, diantaranya: 


Program pembangunan dan 
pembiayaan Terminal Pelabuhan 
Kalibaru oleh PT Pelindo II. 


Kasus penerbitan Obligasi Global (Global Bond) 
senilai USD 1,58 miliar atau setara Rp 21 triliun 
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Melawan Konspirasi 


Pansus kemudian meminta Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk 
memeriksa perpanjangan kontrak kelola 
PT JICT antara Pelindo Il dengan HPH. Pada 
1 Desember 2015 BPK mengeluarkan 
laporan hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan 
Tertentu (PDTT) No 48/AUDITAMA VII/ 
PDTT/12/2015, yang menyebutkan 
perpanjangan itu dilaksanakan tanpa 
izin dari Menteri BUMN dan Menteri 
Perhubungan. Atas hal itu, negara telah 
dirugikan sebesar USD 50,19 miliar karena 
uang muka yang tidak optimal. 


Berdasar laporan BPK dan berbagai 


informasi yang berhasil ditemukan, 
dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 
17 Desember 2015 Pansus Pelindo II 
menyimpulkan bahwa baik Meneg BUMN 
maupun Dirut Pelindo II telah bertindak 
dengan tidak memenuhi asas-asas umum 
pemerintahan yang baik. Pansus juga 
menilai telah terjadi pelanggaran UU 
Ketenagakerjaan yang dilakukan Pelindo II 
dan JICT karena secara sewenang-wenang 
melakukan pemutusan hubungan kerja 
(PHK). 


Karena itu Pansus merekomendasikan 
beberapa hal, diantaranya: 


Pembatalan perpanjangan kontrak JICT 2015-2018 
karena terindikasi kuat telah merugikan negara dan 
menguntungkan pihak asing. 


Penghentian praktik pemberangusan serikat pekerja 
dan mempekerjakan kembali pekerja yang telah di- 


PHK. 


Mendorong aparat penegak hukum untuk melanjutkan 
penyidikan atas pelanggaran undang-undang yang 
mengakibatkan kerugian negara 


Merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk 
segera memberhentikan Dirut Pelindo II 


Merekomendasikan kepada Presiden RI untuk tidak 
serta merta membuka investasi asing yang dalam jangka 
panjang merugikan bangsa Indonesia. 


Ketua Pansus 
Pelindo II DPR-RI, 
Rieke Diah Pitaloka 
dan Ketua KPK Agus 
Rahardjo, memberi 
keterangan kepada 
awak media seusai 
penyerahan hasil 
audit investigatif 
BPK tentang kontrak 
JICT. 


Untuk melihat sejauh mana pelanggaran hukum 
dalam perpanjangan kontrak JICT, pada Maret 


2016 Pansus Pelindo Il—yang diperpanjang 
masa kerjanya itu—pun meminta BPK untuk 
melakukan audit investigasi lanjutan. Hasilnya, 
pada 6 Juni 2017 BPK merilis laporan No 10/LHP/ 
XXV-AU1/06/2017 yang menyebutkan bahwa telah 
terjadi penyimpangan-penyimpangan yang saling 
berkaitan dalam proses perpanjangan kontrak JICT 
antara Pelindo Il dengan Hutchison Port Holding 
(HPH), dengan indikasi kerugian keuangan negara 
sebesar USD 306.000.000 atau setara dengan 
Rp 4.081.122.000.000 (kurs Rp 13.337,00/USD). 


Kerugian yang diderita negara semakin 
membengkak ketika BPK menyelesaikan 
pemeriksaan investigasi Kerja Sama Operasional 
(KSO) Terminal Peti Kemas (TPK) Koja dan 
Pembiayaan Pembangunan Terminal Kalibaru 
Tahap I. Hasil investigasi itu dilaporkan dalam 
Rapat Konsultasi Pimpinan DPR di Senayan pada 
31 Januari 2018. Dari pemeriksaan investigatif 
terhadap PT JICT dan TPK Koja, BPK menyimpulkan 
adanya berbagai penyimpangan identik terkait 
dengan proses perpanjangan perjanjian kerja sama 
yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan 
negara karena kedua proses perpanjangan tersebut 
dilakukan secara bersamaan, baik inisiasi, evaluasi, 
maupun keputusannya. 


Penyimpangan-penyimpangan tersebut patut diduga 
sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan 
untuk mendukung tercapainya perjanjian kerja 
sama dengan cara-cara yang bertentangan dengan 


RJ Lino memberikan keterangan pada 
sidang Pansus Pelindo II DPR-RI. 
(Foto: M. Agung Rajasa/Antara) 


peraturan — perundang-undangan 
yang mengakibatkan indikasi kerugian 
keuangan negara pada PT Pelindo II 
minimal sebesar USD139,06 juta 
ekuivalen Rp 1,86 triliun yang terdiri 
dari kekurangan upfront fee yang 
seharusnya diterima PT Pelindo II dari perpanjangan 
perjanjian kerja sama sebesar USD 137,47 juta 
ekuivalen Rp 1,84 triliun. Selain itu pembayaran biaya 
konsultan keuangan kepada Deutsche Bank Cabang 
Hongkong yang tidak sesuai ketentuan kontrak 
sebesar USD 1,59 juta ekuivalen Rp 21,21 miliar. 


Dalam Pemeriksaan Investigatif Pembiayaan 
Pembangunan Terminal Kalibaru, BPK 
menyimpulkan adanya penyimpangan, antara 


lain adalah perencanaan kebutuhan pendanaan 
investasi dari Global Bond tahun 2015 yang tidak 
cermat dan menyeluruh sehingga terjadi pinjaman 
yang melebihi kebutuhan yang mengakibatkan 
adanya dana menganggur sebesar USD 574,78 
juta dalam bentuk deposito dan instrumen lainnya 
dengan tingkat pendapatan bunga lebih rendah 
dari beban bunga Global Bond. Hal lain adalah 
keputusan melunasi pinjaman sindikasi dari Global 
Bond tidak didukung dengan analisis effective rate 
yang memadai karena bunga efektif pinjaman 
sindikasi lebih rendah dari bunga Global Bond. 


Penyimpangan tersebut mengakibatkan indikasi 
kerugian negara pada PT Pelindo II sebesar USD 
54,75 ekuivalen Rp 741,75 miliar yang terdiri dari 
selisih bunga Global Bond dengan pendapatan 
bunga deposito atas dana idle periode Mei 
2015 s.d. Desember 2017 sekurang-kurangnya 
sebesar USD 39,79 juta ekuivalen Rp 539,03 
miliar dan selisih bunga Global Bond dengan 
biaya pinjaman sindikasi periode Mei 2015 
s.d. Desember 2017 sebesar USD 14,96 juta 
ekuivalen Rp 202,73 miliar. (J 
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Menyingkap Tabir Lubang Hukum Kontrak JICT: 


Dari Jamdatun Hingga Jonan 


erbentuknya Panitia Khusus Angket 
DPR RI tentang Pelindo II pada 
akhir Oktober 2015, menjadi pintu 
awal pengungkapan pelanggaran 
hukum kasus perpanjangan kontrak jilid II 
JICT (2019-2039) kepada Hutchison. Selain 
indikasi permainan hukum' yang dilakukan 
oleh RJ Lino, Pansus Pelindo II juga banyak 
menemukan fakta mencengangkan. 


Digawangi oleh konsultan hukum asing 
'Norton Rose', RJ Lino mengaku telah 
mengantongi izin dari pengacara negara 
Jamdatun dan BPKP agar kontrak JICT bisa 
kembali jatuh ke tangan Hutchison. 


Namun saat sidang Pansus Pelindo II, 
BPKP dan Jamdatun mengaku tidak 
pernah memberikan lampu hijau agar 
kontrak JICT bisa diperpanjang kembali 
dengan perusahaan milik taipan Hong 
Kong Li Ka Shing. Nampaknya Li yang 
dijuluki “Superman” dan pernah sarapan 
pagi dengan Presiden Joko Widodo 
dalam satu kesempatan, menginginkan 
agar perusahaanya bisa tetap langgeng 
di Indonesia. Untuk itu RJ Lino seolah 
ditunjuk menjadi perpanjangan tangan 
pihak Huthison. 


Pansus Pelindo II kemudian menemukan 
banyaknya fakta-fakta hukum yang 
bertentangan dengan pernyataan Lino. 
Keyakinan sang Dirut pun mulai goyah 
karena aroma busuk pelanggaran hukum 
kasus JICT mulai menyeruak. 


Ketua Pansus Pelindo II DPR RI, Rieke 
Diah Pitaloka mengungkapkan adanya 
kejanggalan prosedur hukum yang diduga 
dilakukan RJ Lino. 


Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta 


“Secara tegas disampaikan pihak 
Kejaksaan Agung, legal opinion (LO) 
permintaan Pelindo II keluarnya 21 
November 2014. Tetapi kita lihat dari 
dokumen kontrak Pelindo dengan HPH 
itu dilakukan sejak 5 Agustus 2014, 
jadi LO diminta setelah kontrak JICT 
diperpanjang,” kata Rieke usai rapat 
dengan Kejaksaan Agung pada tanggal 29 
Oktober 2015. 


“Kalau pandangan hukum  Jamdatun 
digunakan sebagai dasar hukum, itu 
melawan hukum dan penyelundupan 


hukum,” tambah salah satu anggota pansus. 


Pansus Pelindo II melihat LO Jamdatun 
tidak bersifat mengikat dan bukan dasar 
hukum sebuah kebijakan yang dikeluarkan 
PT Pelindo II. 


LO inilah yang seolah-olah digunakan RJ Lino 
sebagai landasan hukum perpanjangan kontrak 
JICT dan dilegitimasi untuk menjalankan 
kontrak tersebut sampai saat ini. 


Dalam berbagai sidang Pansus Pelindo 
II, pihak Kementrian terutama Menteri 
Perhubungan EE Mangindaan dan Ignasius 
Jonan seperti kebingungan dengan aksi 
“preman hukum” yang dilakukan Lino. 
Namun menurut salah satu sumber di 
Pelindo II, Lino memang kerap arogan 
dalam menjalankan agenda bisnisnya tanpa 
menghiraukan tata kelola perusahaan yang 
baik (GCG) sesuai perundang-undangan. 


“Jangankan kasus kontrak JICT, kami saja 
dipecat massal karena berseberangan 
dengan dia (Lino). Padahal masukan kami 
konstruktif dan berlandaskan GCG,” jelas 
salah satu sumber tersebut. 


Berikut cuplikan pernyataan Narasumber dalam 
sidang Pansus Pelindo II: 


Dirut Pelindo II, 

RJ Lino 

Sidang Pansus Pelindo II, 
3 Desember 2015 


“Harusnya ada izin konsesi 
dulu baru bisa perpanjang 
JICT. Yang saya lakukan, saya 
minta pendapat Jamdatum 
sekali lagi, apa izin konsesi 
ini diperlukan, jawab 
Jamdatun Pak Lino tidak 
perlu izin konsesi” 


Menteri Perhubungan, 
Ignasius Jonan 

Sidang Pansus Pelindo II, 
2 Desember 2015 


“Perjanjian Konsesi JICT 
harus ditandatangani, 

ada tidak ada pansus. 
Perjanjian konsesi ini 
berlaku ke depan, tidak ada 
retroaktif (berlaku surut). 
Jadi yang sebelumnya itu 
(tandatangan Pelindo II dan 
HPH 5 Agustus 2014) salah” 


Rekomendasi Pansus Pelindo II menjadi salah 
satu petunjuk BPK dalam mengungkap misteri 
kontrak JICT ini. Alhasil BPK menemukan 
secara telak perpanjangan kontrak JICT jilid 
Il melanggar UU 17/2008 karena dilakukan 
tanpa izin konsesi pemerintah dan merugikan 
negara minimal Rp 4,08 trilyun. 


Jaksa Agung Muda Perdata 
dan Tata Usaha Negara 
Jamdatun), 

Nur Rochmad 

Sidang Pansus Pelindo II, 

29 Oktober 2015 


“Jika dikatakan Jamdatun 
telah mengamini kontraknya 
Pelindo II dengan JICT, itu 
sama sekali tidak pernah. 
Sekalipun dalam LO (Legal 
Opinion). Termasuk dengan 
Hutchison sama sekali gak 
ada” 


Menteri BUMN, 

Rini Soemarno 

Sidang Pansus Pelindo II, 
4 Desember 2015 


“Jelas, izin (perpanjangan 
kontrak JICT) dari kami 

ada syarat itu (izin konsesi 
Kemenhub). Kalau syarat ini 
tidak terpenuhi berarti izin 
itu belum berlaku” 


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun terus 
melakukan penyelidikan kasus JICT. Namun 
belum dapat dipastikan kapan KPK akan 
mengumumkan tersangka dugaan kasus korupsi 
kontrak JICT, karena sejumlah temuan BPK 
terkait pelanggaran hukum dan kerugian negara 
masih terus didalami. IJ 
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Amandemen Kerjasama 
| PT Jakarta Intersational Container Terreinai 
dan TPK Koja 


Pemberitahuan Amandemen Kerjasama PT JICT 
pada Surat Kabar Nasional (8-9 Agustus 2014) 


SP JICT, dari tapak-tapak kecil 


asil audit investigasi BPK di atas menjadi 
konfirmasi atas apa yang selama itu 
disuarakan SP JICT. Sejak 2012 SP JICT telah 
menyampaikan aspirasi, supaya JICT dapat 
dikelola mandiri ketika kontrak dengan Hutchison 
berakhir pada 2019. Anak-anak bangsa itu juga telah 
memulai kampanye untuk membangun kesadaran akan 
pentingnya pengelolaan aset strategis nasional. Dalam 
hal ini, pelabuhan merupakan aset nasional yang sangat 
strategis sebagai gerbang lalu lintas barang dan jasa 
lintas negara. Anak-anak bangsa di JICT biasa menyebut 
pelabuhan sebagai “Pintu Gerbang Ekonomi Nasional”. 


Aksi-aksi ini dilakukan karena disaat yang bersamaan, 
Hutchison Port Holding (HPH) juga sedang melakukan 
lobi-lobi agar konsesi JICT dapat diperpanjang hingga 
puluhan tahun ke depan. Tampaknya HPH begitu 
tergoda untuk terus menikmati kue besar dan lezat 
dari Tanjung Priok. Alih-alih berniat baik membangun 
kemandirian bangsa dan menjaga aset nasional, pada 5 
Agustus 2014 Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino justru 
secara mendadak melakukan perpanjangan kontrak 
JICT selama 20 tahun lagi hingga 2039. Padahal masa 
konsesi pertama HPH sendiri baru selesai tahun 2019. 
Ketergesa-gesaan itu membuat anak-anak bangsa yang 
bekerja membangun JICT merasa terusik dan bertanya- 
tanya, “ada apa sebenarnya?”. 


Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta 


Isi pemberitahuan : 


Alasan dilakukannya amandemen kerjasama 
s Menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan container 
terminal I yang memiliki terms and condition yang jauh lebih baik, 
» Merealisasikan potensi keuntungan yang dapat diraih. 
Keuntungan pelaksanaan Amandemen bagi Negara dan IPC 
IPC Akan menjadi pemegang saham mayoritas, 
IPC akan menerima uang muka sebesar USD 265 Juta, 
Peningkatan sewa yang signifikan dari sekitar USD 60 Juta/tahun 
menjadi USD 120 Juta/tahun: 
Pengelolaan terminal II JICT akan diserahkan kepada IPC dengan 
potensi pendapatan per tahun USD 27 juta dan penerimaan 
dividen sesuai porsi kepemilikan. 
Alasan tidak dilakukan proses tender: 
» Kerjasama dengan JICT baru akan berakhir 5 tahun lagi, 
# Perbaikan fasilitas yang mendesak untuk meningkatkan pelayanan 
di terminal I JICT: 
e Terdapat Opportunity Addition Cash sebesar hampir USD 10 Juta 
setiap bulan, diluar peneriman uang muka (USD 265 Juta) yang 
tidak akan diterima apabila menunggu masa kerjasama berakhir: 
PC diharuskan membayar terminal value sebesar USD 58 Juta saat 
perjanjian berakhir: 
PC memiliki potensi kehilangan USD 600 Juta apabila tidak 
melakukan amandemen. 
san mengapa tidak dioperasikan 1004 oleh IPC? 
PC akan kehilangan market yang dimiliki oleh HPH:, 
PC diharuskan membayar Terminal Value USD 58 Juta: 
PC harus membayar technical know how kepada mitra kurang lebih 
USD 50 Juta sampai 2019, 
PC kehilangan kesempatan untuk mengoperasikan terminal II JICT: 
ehilangan kesempatan untuk menerima uang muka sebesar USD 
265 Juta yang diperlukan untuk mengembangkan & membangun 


fasilitas-fasilitas pelabuhan. 


SP JICT merespon penandatanganan kontrak kerjasama 
tersebut dengan menyampaikan aspirasi ke Istana 
Negara. Aksi ini direspon balik oleh RJ Lino dengan 
mengatakan bahwa para penolak Hutchison adalah 
musuh negara. Bersamaan dengan itu Pelindo II 
memasang iklan secara masif di media nasional terkait 
dengan perpanjangan kontrak tersebut. 


Menyadari kekuatan korporasi yang dihadapi selain 
sekadar aksi-aksi kampanye, SP JICT mulai membangun 
awareness pada aset strategis nasional, gerakan SP JICT 
pun berkembang lebih sistematis dan masif. Mereka 
mulai melakukan lobi-lobi ke wakil rakyat, mendekati 
tokoh-tokoh nasional, bahkan melaporkan dugaan 
pelanggaran hukum Direksi Pelindo II ke Badan Reserse 
Kriminal (Bareskrim) Polri. SP JICT juga memanfaatkan 
media sosial untuk menyebarkan informasi yang 
sebenarnya terjadi di JICT dan Pelindo II. 


Di Senayan, SP JICT menemui wakil rakyat. Di sana 
mereka menyampaikan aspirasinya dengan membawa 
segepok dokumen penting. Usaha keras merebut 
kedaulatan maritim itu kemudian mulai berbuah saat 
dibentuk Panitia Kerja (Panja) Komisi VI, respons positif 
dari Komisi IX dan berujung pada pembentukan Pansus 
Pelindo II atas usul Komisi III. Dan hasil dari pemeriksaan 
Pansus yang diperkuat investigasi dari BPK semakin 
menegaskan jalan lurus yang ditempuh SP JICT. (J 


terdapat indikasi 


kerugian 
keuangan negar 
senilai minimal 
Rp. 4,08 triliun. 


JICT diprivatisasi 
selama 20 tahun 


dengan nilai 215 juta 
# USD 18 juta dalam 


bentuk in-kind 
Injection 


Grossbeak Pte Ltd. 


« Technical know how 
services 14,084 dari 


NPAT ke Seaport 
Management BV 
- Royalti: 15X dari 


revenue ke Pelindo II 
- IPO dalam waktu S 


tahun. 


22 Juni 2015 
Perubahan 
upfront fee 

dari USD 
200 juta 
menjadi 
USD 215 
juta sesuai 
permintaan 
Menteri 
BUMN, Rini 
Soemarno 


Timtas Tipikor 
Kejagung 
melakukan 
penyidikan 
terhadap indikasi 
korupsi 
privatisasi NCT 
dengan 
tersangka: 

1. Tanri Abeng 
(Mantan Menteri 
BUMN) 

2, Herwidiyatmo 
(Mantan Ketua 
Bapepam) dalam 
kasus 
penunjukan 
Danareksa 
Sekuritas dan 
Bahana Sekuritas 
yang menyalahi 
prosedur 
sehingga 
merugikan 


Menteri BUMN 
Rini Soemarno 
mengeluarkan 
"izin bersyarat" 
mengenai 
perpanjangan 
kontrak JICT 


PN TERI SN 


menjadi 
tersangka 
dalam kasus 
sewa crane 
container fiktif 
senilai Rp. 17 
mikar. 


M, 
dj 2015 


23 Maret 2015 
Dewan Komisaris 
Pelindo II 
Melakukan 
valuasi ulang 
terhadap nilai 
JICT. Hasilnya 
dengan nilai 
investasi/upfront 
fee sebesar USD 
215 juta, 
seharusnya porsi 
saham HPH 
hanya 25,26 

bukan 49K 


NER TERMINAI 
K. : 


Sucofindo 
melakukan 
audit 
terhadap 
inkind 


Injection dan 
hanya 15 juta 
USD (dari 28 
juta) yang 
sudah 
disalurkan 


Surat temuan Dirjen 
Pajak tentang 
kekurangan pajak 
yang dibayar JICT 
atas pembayaran 
royalty technical 
know how kepada 
seaport BV. Hasil 
temuan: seaport 
dinyatakan bukan 
pihak beneficial 
owner technical 
know how 


mulai aksi-aksi 
damai, kampanye 
buyback JICT 2019 
dan membangun 

awareness soal 

strategic asset 


mulai melakukan 
proses lobby agar 
konsesi JICT 
diperpanjang 
dengan melibatkan 
beberapa 
pengusaha 
nasional. 


Menhub EE 


Dirut Pelindo II, RJ Lino, 
melakukan perpanjangan 
kontrak JICT s/d 2039 ke 
Hutchison tanpa tender dan 
persetujuan dari pemerintah 
(departemen perhubungan 
melalui otoritas pelabuhan) 
dengan upfront fee senilai 
USD 200 juta 


Rentol fee USD 85 juta per 
tahun ke Pelindo N 


kontrak JICT 


ditenderkan Otoritas 


2014-2015 
SPJICT menyuarakan 
“Save National Asset” 

dan melakukan 
aksi-aksi penolakan 
perpanjangan konsesi 
yang berujung pada 
pemecatan, mutasi 
dan intimidasi 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin Gama 


Mangindaan 
mengirimkan surat 
ke Menteri BUMN 

agar Pelindo Il 
melaporkan 
rencana 
perpanjangan 
konsesi JICT 


atas saran 
Oversighit 
committee 
dan Menteri 
BUMN 
Dahlan Iskan 


Pelabuhan 
Tanjung 
Priok 
memperi- 
ngatkan 

RI Lino 


BAB II 


MENGAPA 
TERGESA-GESA? 


kakak... A.A -hbhhah: 
UN OA Na To ..... “ 


“4 .1 ta AK 
- 


CK LINE 


Terindikasi kuat melanggar 
sejumlah aturan dan perundang- 
undangan tak menyurutkan 
Richard Joost Lino (RJ Lino), 
Dirut Pelindo II kala itu, untuk 
melanjutkan perpanjangan 
kontrak JICT jilid II dengan 
Hutchison Port Holding. Sejumlah 
tokoh nasional dan media massa 
pun menilai ada permainan 
kepentingan di balik kasus 
perpanjangan kontrak tersebut. 


Kerjasama pengoperasian dan pengelolaan 
JICT antara Pelindo II dan Hutchison Port 
Holding harusnya berakhir pada 2019. Menurut 
sejumlah kajian, negara akan mendapatkan 
keuntungan sekitar Rp 30 hingga 36 triliun jika 
JICT dikelola anak bangsa sendiri. “Ini karena 
pertumbuhan pendapatan JICT rata-rata 
sebesar 10 persen,” kata Nova Sofyan Hakim, 
Ketua Serikat Pekerja JICT periode 2015-2017. 


Namun entah mengapa, Pelindo II yang saat itu 
dinakhodai RJ Lino memilih memperpanjang 
kerjasama dengan perusahaan konglomerasi yang 
bermarkas di negerinya aktor film terkenal, Jackie 
Chan tersebut. Kendatipun banyak kalangan 
mengkritik bahkan mengecam keras kebijakan 
tersebut, tak peduli bahwa keputusannya 
melanggar sejumlah undang-undang dan 


Sang Aktor Perpanjangan 
Kontrak 


ada akhirnya, memang agak sulit bagi 
mata awam untuk menelusuri jaringan 
sindikasi antar pemegang kekuasaan di 
negeri ini. Secara naluri, orang awam 
mungkin bisa merasakan ada yang “tidak beres” 
dari satu peristiwa yang sedang hits di media, 
namun untuk menemukan butti di balik peristiwa 
itu perlu kerja investigasi yang tak sederhana. 


RJ Lino bersama Canning Fox, 
MD Hutchison Whampoa Ltd. 


Ada apa di balik semua ini? 


peraturan, Lino tetap bergeming. Perpanjangan 
kontrak pun diteken pada 5 Agustus 2014, lima 
tahun sebelum kontrak pertama berakhir pada 
2019. Walhasil, nasib JICT pun tergadai lagi ke 
pihak asing selama 20 tahun ke depan (2039). 
Cita-cita anak bangsa, khususnya para pekerja 
JICT, untuk menasionalisasi “Gerbang Pintu 
Ekonomi Nasional” ini pun pupus. 


Wajar jika kemudian masyarakat bertanya, ada 
apa di balik semua ini? Mengapa Lino ngebet 
ingin segera melanjutkan kerja sama dengan 
Hutchison? Maka tak kurang dari Wakil Ketua 
Komisi VI DPR Azzam Azman Natawijana, pada 
rapat dengar pendapat dengan Serikat Pekerja 
JICT, Selasa (1/9/2015), mencurigai adanya 
itikad tidak baik di balik perpanjangan kontrak 
yang terkesan dipaksakan ini. IJ 
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Di dunia perfilman internasional telah banyak 
yang menggambarkan ihwal perselingkuhan 
haram jaddah antara pengusaha dan penguasa 
baik dalam negeri atau lintas negara. Salah 
satunya adalah film asal Negeri Ginseng berlabel 
Inside Man, yang menggambarkan perkongsian 
rahasia antara tiga oknum: seorang anggota 
kongres yang tengah mencalonkan diri sebagai 
presiden, pemilik media dan kepala gangster. Ada 
satu hal yang menjadi ujung dari tema film-film 
thriller politik tersebut, yaitu ihwal motif: bahwa 
motif dari perselingkuhan terlarang tersebut tak 
akan jauh-jauh dari seputar memperkaya diri 
sendiri atau kelompok. Nafsu memang tak akan 
pernah bisa terpuaskan. 


Adalah RJ Lino, yang oleh Renald Kasali dipuji- 
puji sebagai pemimpin BUMN berprestasi 
tersebut, boleh dibilang menjadi aktor panggung 
“sindikat” penjualan aset negara berupa JICT. 
Banyak pihak meyakini, di belakang dia ada 
sejumlah “orang kuat” yang siap pasang badan 
melindunginya. 


“Pasti ada backingnya. Siapa yang ditelepon 
saat kantornya digeledah? Siapa yang kemudian 
menelepon Bareskrim? Siapa yang menelepon 
jauh-jauh dari Korea? Itu tugas Pansus mencari 
tahu, ujar Rizal Ramli di hadapan rapat dengan 
Pansus di DPR, Kamis 29 Oktober 2015 lalu. 


Kecurigaan mantan Menko Kemaritiman hasil 
reshuffle Kabinet Kerja itu bermula dari berbagai 
pelanggaran yang dilakukan Lino di balik kasus 
perpanjangan kontrak antara Pelindo Il dan 


Rizal Ramli 


“Pasti ada backingnya. 
Siapa yang ditelepon saat 
kantornya digeledah? Siapa 
yang kemudian menelepon 
Bareskrim? Siapa yang 
menelepon jauh-jauh dari 
Korea? Itu tugas Pansus 
mencari tahu.” 


Hutchison Port Holding yang anehnya para 
petinggi negeri diam seribu bahasa. Puncaknya 
adalah saat kantornya digeledah oleh puluhan 
anggota Bareskrim pada 28 Agustus 2015 lalu 
terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi 10 
unit mobile crane di PT Pelindo II. 


Penyimpangannya telah terjadi sejak awal 
perencanaan, pelelangan dan pelaksanaan 
kontrak. Pun demikian, dalam uji coba fisik 
terhadap 10 unit mobile crane tersebut, 
Bareskrim Polri menemukan fakta bahwa kondisi 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Audit BPK 
terhadap 
pengadaan 10 
mobile crane 

itu sendiri 
mengungkapkan 
kerugian negara 
sekitar 


Rp 37,9 M. 


beberapa diantaranya tidak bisa 
beroperasi dengan baik. Dengan 
demikian, penyelewengan proyek 
ini memang benar-benar terencana. 
Kasus ini akhirnya menyeret salah 
satu Direktur Pelindo II, Ferialdy 
Noerlan dan Haryadi Budi Kucoro, 
mantan Senior Manajer Pengadaan 
PT Pelindo II sebagai terdakwa. 


Posisi kuat RJ Lino sudah terlihat sejak 
awal dia menjabat Dirut Pelindo II. 
Lino diangkat sebagai Dirut Pelindo 
Il pertama kali pada 8 Mei 2009 
melalui Surat Keputusan Meneg 
BUMN: Kep-108/MBU/2009. Ia pun 
menjabat kembali untuk periode 
kedua pada 11 Mei 2014 melalui 
Surat Keputusan Menteri BUMN 
No. SK-48/MBU/2014. Di periode 
kedua ini ia menakhodai Pelindo II 
bersama tiga anggota direksi yakni, 
Ferialdy Noerlan, Saptono R. Irianto 
dan Dede R. Martin. 


“Awal-awal menjadi Dirut, RJ Lino 
sering bicara kepada kita tentang 
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rencana-rencananya. Dia ingin bangun 
ini, bangun itu. Ingin menjadikan 
Pelindo mampu bersaing dengan 
Singapura. Kita saat itu cukup senang 
karena punya Dirut yang visioner. Tapi 
di kemudian hari kita tahu, dia itu 
tidak lebih dari pencari proyek. Bukan 
kemajuan Pelindo II yang ingin dicapai, 
tapi sekadar berapa proyek yang bisa 
diambil,” ujar salah satu pegiat Serikat 
Pekerja JICT. 


Selain kasus pengadaan 10 mobile 
crane yang serampangan itu, bukti 
lain dari “sekadar cari proyek” 
dalam keputusan-keputusan RJ Lino 
terungkap saat Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai 
tersangka dugaan korupsi pengadaan 
Ouay Container Crane (OCC) di 
Pelindo Il tahun anggaran 2010. Dalam 
hal ini RJ Lino diduga melakukan 
penyalahgunaan wewenang dengan 
memerintahkan penunjukan langsung 
kepada perusahaan China untuk 
pengadaan 3 OCC tersebut. Dan 
terungkap indikasi untuk memperkaya 


Dari kiri ke kanan: 
e Aktivitas Auay Container Crane (ACC) di dermaga. 

e Mobile Crane Pelindo II yang bermasalah. 

@ Mantan Kabareskrim saat penggeledahan Pelindo II. 

e ferialdy Noerlan ditangkap Tim Bareskrim saat main golf. 
@ RJ Lino di kantor Pelindo II saat penggeledahan. 


diri sendiri, orang lain, atau korporasi dari proyek 
pengadaan OCC senilai Rp 100-an miliar. 


Berdasarkan hasil investigasi fisik dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB) dan audit Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
pada Maret 2015 terungkap potensi kerugian 
negara sebesar USS 3,6 juta. Kerugian tersebut 
timbul akibat penyediaan OCC yang tidak sesuai 
dengan kebutuhan awal. Semula Pelindo II hanya 
membutuhkan single lift, tapi kemudian RJ Lino 
mengubahnya menjadi twin lift yang harganya 
lebih mahal. RJ Lino juga melakukan perbuatan 
melawan hukum dengan mengintervensi panitia 
pengadaan ACC untuk menunjuk PT Huang Dong 
Heavy Machinery (HDHM) sebagai pemenang 
tender. Padahal, menurut keterangan saksi yang 
telah diperiksa dalam penyelidikan dalam kurun 
waktu 2014-2015 itu, PT HDHM tidak memiliki 
kualifikasi di bidang ini. 


diketahui 


selanjutnya 
bahwa pengadaan OCC tersebut tidak sesuai 


Dalam perkembangan 


rencana awal. OCC tersebut pada 
akhirnya justru dialihkan ke ke Pelabuhan 
Palembang dan Pontianak. Selain itu, 
manajemen Pelindo II juga disorot atas sejumlah 
keputusan terkait hal-hal yang dianggap aneh. 
Diantaranya, penggunaan tenaga ahli dan 
konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, 
megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan 
bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan 
dengan perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta 
International Container Terminal (JICT). 


dengan 


Kasus lebih besar dari dua proyek bermasalah 
ini adalah perpanjangan kerjasama pengelolaan 
JICT dan TPK Koja antara Pelindo Il dengan 
perusahaan kepelabuhanan asal Hongkong, 
Hutchison Port Holding (HPH). Audit investigatif 


Ahmad Khoirul Fata & Md Amiruddin EF 


Bertepuk 
Sebelah Tangan 


BPK mengungkapkan, perpanjangan kontrak yang ari itu, Minggu, 26 Oktober 2014 di 
dilakukan RJ Lino itu merugikan negara sebesar pelataran utara Pelabuhan Tanjung 
Rp 4,08 triliun untuk JICT dan Rp 1,8 triliun untuk Priok tampak berdiri sejumlah tenda 


TPK Koja. Dan ternyata, perpanjangan kontrak ini &- —-&. dan beberapa puluh kursi seperti tengah 
masih memiliki kaitan erat dengan megaproyek dipersiapkan untuk sebuah perlehatan akbar. 
Pelabuhan Kalibaru yang terindikasi merugikan MEKeua an Ben Pa 
negara sebesar USD 54,75 juta atau kurang lebih sibuk. Para protokoler hilir mudik mempersiapkan 
ia ' berbagai keperluan untuk menyambut 

Rp 741,75 miliar. 8 p y 
i pengumuman susunan kabinet yang beberapa 
Ini tentu bukan kerugian yang sedikit bagi negara. saat lagi akan dibacakan oleh presiden dan wakil 


Ketika negara membutuhkan biaya besar untuk Mekinya Ian 


membangun infrastruktur di berbagai daerah, NEMANUN NM KET al eat MAT KTT MANGA KG TA 
NN RN or uu seLIN Pelabuhan Tanjung Priok yang juga tempat RJ 
mega-penyelewengan di dalamnya. Dan ironisnya Lino berkantor tersebut? Ya, RJ Lino tengah 
lagi, penyelewengan itu terjadi di jantung negara, mempersiapkan diri bilamana namanya disebut 
hanya sekian kilometer dari Istana Negara, dan dalam jajaran kabinet Jokowi-JK jilid pertama 
NN rell la mera engan KerNl ETKNN KA TEKC TAM tErSebut. Jauh sebelumnya, kepada sejumlah pihak 
di internal Pelindo II, dengan sangat over pede 
NN ln Lino mengatakan bahwa dirinya sudah didapuk 
hingga akhirnya BPK mengendus adanya menjabat Menteri Kemaritiman. “Di sini akan jadi 
pelanggaran? I| kantor Kementerian Maritim. Ya, di sini,” kata 
Lino sembari mengacungkan jarinya ke bawah, 
seperti disaksikan oleh salah seorang sumber 
Serikat Pekerja JICT. 


Sumber tersebut bercerita, beberapa jam menjelang 
pengumuman kabinet Jokowi-JK, ia didatangi 
salah satu wartawan Tempo. Wartawan tersebut 
mengajaknya berputar-putar mencari di mana 
tempat penyambutan pengumuman pengangkatan 
RJ Lino sebagai menteri. Sumber yang juga pegiat 
SP JICT itu sendiri tidak tahu-menahu bahwa 
bosnya menjadi kandidat menteri. Tak berapa 
Cc "4 lama, mereka menemukan apa yang dicari. Sejurus 
kemudian, setelah si wartawan Tempo menerima 
panggilan via telepon genggamnya, si wartawan 
Tempo tersebut malah mengajak sumber balik 


Audit investigatif BPK badan. 
mengungkapkan, “Lho kenapa kok balik?” Tanya sumber tersebut 
perpanjangan kontrak penuh tanda tanya. 
yang dilakukan RJ Lino 
itu merugikan negara 
sebesar Rp 4,08 triliun 
untuk JICT dan Rp 1,8 “Gak jadi menteri,” tutup wartawan Tempo 


triliun untuk TPK Koja. Menebak 


“Gak jadi,” jawab si wartawan Tempo. 


“Gak jadi gimana?” 


Belakangan santer terdengar kabar, KPK telah 
memberi tanda merah alias potensial menjadi 
calon tersangka kepada RJ Lino. Dan memang 
pada akhirnya, keinginan Lino untuk menjadi 
menteri Kabinet Jokowi-JK seperti bertepuk 
sebelah tangan. 
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Benang Merah yang Kusut 


anda-tanda perpanjangan kontrak 
JICT dan TPK Koja dengan HPH sudah 
dirasakan sejak 2012-an. Hutchison 
Port Holding (HPH) secara intens 
mengajukan lobi-lobi kepada Pelindo II dengan 
melibatkan beberapa pengusaha besar lainnya. 


Proses perpanjangan kontrak PT JICT dan TPK 
Koja antara Pelindo II dengan Hutchison Port 
Holding (HPH) bermula pada tanggal 27 Juli 
2012. Di mana Pelindo II berkirim surat ke 
HPH yang meminta agar HPH menyampaikan 
proposal rencana perpanjangan kerja sama 
pengoperasian JICT dan TPK Koja. 


Menurut Direksi Pelindo II, perpanjangan 
kontrak itu akan memberikan manfaat kepada 
semuapihak, yaitu Pelindo II, JICT dan Koja, serta 
HPH. Dengan perpanjangan itu Pelindo II akan 
bisa menghadirkan persaingan internasional 


dengan pelabuhan baru New 
Priok dan sebagai sumber 
pendanaan untuk investasi 
lainnya, termasuk untuk 
penyelesaian pembangunan 
Kalibaru. 


Sementara untuk JICT 
dan TPK Koja, keuntungan 
yang didapatkan adalah 
kesinambungan operasional, good corporate 
governance, komitmen untuk pengembangan 
terminal-terminal agar dapat bersaing dengan 
New Priok, serta memberikan kepastian 
bagi pekerja JICT dan Koja. Bagi HPH sendiri, 
tentu dengan perpanjangan tersebut akan 
memperpanjang nafas usahanya di Indonesia, 
negara dengan tingkat pertumbuhan yang 
tinggi. 

Surat balasan diterima Pelindo II dari HPH 
dengan nomor Ref No. 071/JSA-HPI/VII/12 


Peta wilayah 


New Priok 
Container 
Terminal 
— 5 (Kalibaru) 
IEEEN Existing International Container Terminal 
MEME Existing Domestic Container Terminal (sumber 
MEME Reconfiguration International CT | foto. http:// 


yohannachristiani. 
blogspot.co.id) 


Reconfiguration Domestic CT 
Menaman megan - Paman » h 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Pelabuhan 
Kalibaru, atau 
New Priok 
Container 
Terminal 1 di 
Jakarta Utara. 
(Foto: Detikfinance) 


tertanggal 13 Agustus 2012 yang 
berisi permohonan perpanjangan 
penyerahan proposal non-binding 
atas rencana perpanjangan kerja 
sama tersebut hingga sebelum 
tanggal 30 September 2012. Dan 
pada tanggal 30 September 2012, 
Pelindo Il menerima proposal dari 
Executive Director HPH. 


Pada 21 September 2012 Direksi 
Pelindo Il berkirim surat ke 
Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) untuk 
memohon bantuan review atas 
proposal perpanjangan konsesi JICT 
dan surat tanggal 3 Oktober 2012 
tentang Rencana Perpanjangan Kerja 
sama JICT dan TPK Koja. Pada Oktober 
2012 Direksi Pelindo II juga membuat 
Management  Assertion Rencana 
Perpanjangan Kerjasama PT JICT dan 
TPK Koja yang ditandatangani Dirut 
Pelindo II RJ Lino. 
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Hasilnya, dalam laporan hasil review 
atas Management Assertion Rencana 
Perpanjangan Kerjasama PT JICT No. 
LAP-697/D502/2/2012 tanggal 6 
November 2012, BPKP (dalam hal ini 
Direktorat Pengawasan Badan Usaha 
Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan 
Industri dan Jasa Lainnya) menyimpulkan 
bahwa rencana investasi dan 
perpanjangan konsesi akan memberikan 
manfaat bagi Pelindo II dan perdagangan/ 
perekonomian nasional. 


Menurut BPKP, dalam perjanjian 
konsesi JICT yang lama, 27 Maret 1999, 
“Tidak ada pasal yang mengatur tentang 
perpanjangan kuasa. Oleh sebab itu, hak 
kuasa pengoperasian itu harus dikaji 
sehubungan dengan keluarnya Undang- 
undang Pelayaran, dan dengan rencana 
perpanjangan JICT pada tahun 2013, 
apakah kuasa tersebut akan secara 
otomatis diberikan kepada Pelindo II.” 


Terkait dengan proses penunjukan 
secara langsung, BPKP 
juga meminta tim internal 
Pelindo Il untuk mengkaji 
apakah perpanjangan 
tersebut bisa dilakukan 
sendiri oleh Pelindo II dan 
Hutchison Port Holding 
(HPH). BPKP juga meminta 


untuk memperhatikan 
value yang paling 
menguntungkan bagi 
Pelindo II dalam proses 
perpanjangan kontrak 
tersebut. Tidak lupa, 
BPKP mengharuskan 
Direksi Pelindo 1 
untuk mendapatkan 
rekomendasi dari Dewan 


Komisaris dan persetujuan terlebih dahulu 
dari pemegang saham Pelindo II sebagai 
prinsip tata kelola yang baik. 


Direksi Pelindo II juga meminta legal opinion 
dari Oentoeng Suria and Partners (selanjutnya 
disebut Oentoeng). Pada 23 Oktober 2012 
Oentoeng mengeluarkan legal draft opinion, dan 
mengeluarkan final draft-nya pada 5 November 
2012. Di situ Oentoeng menyimpulkan bahwa 
PT Pelindo II memiliki hak untuk memutuskan 
perpanjangan kontrak di JICT. 


Pada 8 November 2012, Dirut Pelindo II RJ 
Lino mengirim surat kepada HPH sebagai 
balasan atas surat HPH tertanggal 30 
September 2012. Dalam suratnya ini, Dirut 
Pelindo Il menyertakan hasil pertimbangan 
hukum dari konsultan hukum Indonesia 
Oentoeng Suria kepada HPH. Dirut Pelindo II 
juga memberikan waktu dua pekan kepada 
HPH untuk membicarakan keinginan HPH 
melanjutkan kontrak kerjasama pengelolaan 
JICT dan TPK Koja. 


Meski laporan BPKP tanggal 6 November 
2012 di atas secara normatif meminta 
Pelindo Il untuk memperhatikan aspek-aspek 
hukum rencana perpanjangan itu dengan 
UU yang ada, BPKP (dalam hal ini Deputi 
Bidang Akuntan Negara) pada 14 November 
2012 dalam surat No. SP-1778/DS/02/2012 
perihal “Review atas Management 
Assertion Perpanjangan Kerjasama JICT” 
menyatakan bahwa “Terhadap asersi pilihan 
perpanjangan JICT sebagai prioritas solusi. 
Dari hasil review diketahui bahwa BPKP 
dapat menerima usul perpanjangan tersebut 
dengan beberapa rekomendasi, yaitu: 


1). Melakukan kajian aspek legal kuasa 
pengoperasian JICT, periode perjanjian, serta 
risiko dari post bidder claim bila perpanjangan 
dilakukan dengan penunjukan langsung. 


2). Menunjuk Financial Advisor (FA) untuk 
melakukan analisis bisnis secara detail dari sisi 
business valuation dan periode perpanjangan 
yang tepat yang akan digunakan sebagai 
acuan dalam melakukan kesepakatan bisnis. 
Agar diperoleh nilai yang paling optimal, 
hendaknya FA melakukan pendampingan saat 
negosiasi. 3). Mencermati proposal HPH untuk 
meyakinkan bahwa kesepakatan memberikan 
value yang paling menguntungkan dan jika 
perlu melakukan negosiasi. 4). Memastikan 
bahwa upfront fee akan dimanfaatkan untuk 
investasi jangka panjang. 5). Mendapatkan 
rekomendasi dari Dewan Komisaris dan 
persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang 
Saham sebagai pemenuhan prinsip tata kelola 
yang baik. 


Berdasar hasil review BPKP ini, Direksi Pelindo 
Il pada 19 November 2012 mengirim surat 
kepada Komisaris Utama PT Pelindo II yang 
meminta untuk memberikan rekomendasi atas 
rencana perpanjangan kerja sama JICT dan 
HPH. Dalam surat tersebut juga diungkapkan 
keinginan Direksi Pelindo Il untuk menunjuk 
legal advisor dan financial advisor yang akan 
melakukan kajian hukum dan kajian bisnis 
serta mendampingi manajemen pada saat 
melakukan negosiasi dengan mitra. 


Pada tanggal yang sama (19 November 
2012), Direksi Pelindo II mendapatkan surat 
balasan dari HPH yang menyebutkan perlunya 
representatives dan appointed advisors yang 
ditunjuk HPH dan Pelindo II untuk melakukan 
diskusi awal mengenai persyaratan komersial 
dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan 
konsesi baru. 


Sebagai langkah lanjut dari perpanjangan kontrak, 
pada hari yang sama (27 November 2012), Dewan 
Komisaris Pelindo Il dan Dirut Pelindo II pun 
mengirim surat ke Meneg BUMN. 


Dalam suratnya Komisaris Utama Pelindo 
Il Luky Eko Wuryanto menyatakan secara 
prinsipil bisa memberi rekomendasi 
perpanjangan kerja sama JICT dengan 
beberapa catatan : 


—G— 


1. 2. 3. 
Komposisi kepemilikan PT JICT melakukan investasi Perubahan atas shareholder 
Pelindo II pada JICT harus pada infrastruktur agreement antara lain 
menjadi mayoritas, dengan dan peralatan untuk penghentian kontrak 
komposisi minimal 51X. meningkatkan kapasitas technical know-how dan 


kinerja pelayanan. 


Sementara dalam surat di tanggal 
yang sama, Dirut Pelindo II RJ Lino 
menyampaikan rencana perpanjangan 
kerja sama JICT dengan HPH dengan 
pertimbangan: 


1). Peningkatan yang terjadi dalam 
angkutan peti kemas di Pelabuhan 
Tanjung Priok selama lima tahun 
terakhir dan akan terus meningkat 
di tahun-tahun mendatang hingga 
menjadi 9 juta TEUs di tahun 2014. 


2) Dengan proyeksi kenaikan di tahun 
2014 itu, maka akan terjadi kekurangan 
kapasitas eksisting sebesar 1,8 juta 
TEUs jika tidak segera ditambah. Untuk 


mengantisipasinya, Pelindo II akan 
membangun terminal Kalibaru (New 
Priok Terminal) yang tahap | akan 


beroperasi akhir 2014. 


3) JICT merupakan terminal yang paling 
siap dilakukan peningkatan dengan 
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penghapusan termination 
value pada akhir masa 
perjanjian. 


investasi infrastuktur dan peralatan 
dalam jangka pendek. Namun karena 
masa kerja sama JICT yang tinggal 7 
tahun, perlu untuk memberi insentif 
kepada mitra agar mau melanjutkan 
investasi. Dan insentif itu berupa 
perpanjangan kerja sama. 


Untuk meyakinkan Menteri BUMN, 
Dirut Pelindo Il juga menyertakan 
hasil review BPKP dan rekomendasi 
dari Komut Pelindo II di atas. Juga 
disebutkan rencana Direksi menunjuk 
legal advisor dan financial advisor 
(FA) untuk melakukan kajian dan 
pendampingan saat negosiasi. Dan 
pada 1 Juli 2013 Pelindo II menunjuk 
Deutsche Bank sebagai financial 
advisor, menunjuk PT BMT Asia Pasific 
sebagai Technical Advisor pada tanggal 
22 Agustus 2013, dan Norton Ross 
Fullbright sebagai Legal Advisor pada 
bulan yang sama. 


Pelindo II 
tertanggal 
2012 yang menyebutkan 


setelah itu Dirut 
surat dari HPH 


Tak lama 
menerima 
5 Desember 
kesiapan mereka dalam pertemuan dengan 
tim Pelindo Il untuk berdiskusi dan finalisasi 
poin-poin kesepakatan perpanjangan. 


Pada 28 Januari 2014 HPH mengirimkan revisi 
Principal Commercial Terms perpanjangan 
kontrak JICT dan TPK Koja kepada Deutsche 
Bank selaku FA-nya PT Pelindo II. Dan 
pada 28 Februari 2014 hasil final (non- 
binding offer) Principal Commercial Terms 
dikirimkan ke Deutsche Bank. 


Dalam hasil final yang ditandatangani 
Mark Jack selaku Executive Director HPH 
itu disebutkan, perpanjangan kontrak 
selama 20 tahun hingga 26 Maret 2039 
untuk JICT dan 20 tahun 148 hari untuk TPK 
Koja. Perubahan saham menjadi 514 untuk 
Pelindo II dan 499 untuk HPH, dengan 
pembayaran USD 200 juta untuk JICT dan 
USD 50 juta untuk TPK Koja. 


Untuk menguatkan rencananya, Direksi 
Pelindo Il meminta !egal opinion ke 
Kejaksaan Agung pada 17 Januari 2014. 
Sebagai jawaban, Jaksa Agung Muda Tata 
Usaha Negara (Jamdatun) Kejagung saat itu, 


Memed Sumenda, memberikan legal opinion 
tertanggal 17 Maret 2014. Pendapat hukum 
ini kemudian diklaim sebagai pembenar 
dari perpanjangan kerja sama JICT. Meski 
di kemudian hari Jaksa Agung M Prasetyo 
membantahnya ketika dimintai keterangan 
oleh Pansus Pelindo II pada 29 Oktober 
2015. 


Karena menganggap semuanya telah sesuai 
harapan, Dirut Pelindo II pun mengeluarkan 
Surat Undangan Penandatanganan Perjanjian 
Perpanjangan Kerja sama JICT dan TPK Koja No 
UM.335/4/8/11/PI.11-14 tanggal 4 Agustus 2014. 
Dalam surat tersebut Dirut mengundang sejumlah 
pihak seperti Dewan Komisaris Pelindo II, Dirut 
JICT, Dirut beberapa anak perusahaan Pelindo II, 
Ketua Kopegmar Pelindo II, Mark Jack (HPH), 
Stephen Asworth (HPI), Silvano Rumantir dan 
Yin Leong (Deutsche Bank), serta beberapa 
pihak lain untuk menghadiri penandatanganan 
perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja pada 
Selasa 5 Agustus 2014 di Kantor Pusat Pelindo II. 
Dengan penandatanganan itu, “resmi” sudah HPH 
kembali menikmati JICT hingga tahun 2039. Dan 
atas “kebaikannya” itu, HPH pun mengirimkan 
surat apresiasi kepada Dirut Pelindo II pada hari 
itu juga, 5 Agustus 2014. (| 
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Pembiaran yang Disengaja? 


eski sudah ditandatangani, namun 

legalitas perpanjangan kontrak itu 

masih dipertanyatakan. Pasalnya, 

hingga hari H penandatanganan, 
Kementerian BUMN selaku pemegang saham 
PT Pelindo II (Persero) belum memberikan 
persetujuannya. Bahkan hingga saat 
penandatanganan itu Kementerian BUMN tidak 
membalas surat-surat yang diajukan Dirut Pelindo 
Il. Padahal menurut hasil audit BPK, sebelum 
tanggal 5 Agustus 2014 Dirut Pelindo II sudah tiga 
kali mengirim surat ke Meneg BUMN, yaitu pada 
16 Mei 2014, 10 Juni 2014, dan 11 Juli 2014. 


Setelah penandatanganan, di tanggal 5 Agustus 
2014 itu juga Dirut Pelindo Il mengirim surat FE Mangindaan, Menteri Perhubungan 
kepada Menteri BUMN perihal penandatanganan — £@binet Indonesia Bersatu II. 
perpanjangan kontrak tersebut. Surat 

pemberitahuan ini kemudian disusul dengan surat cc 

Dirut Pelindo II tertanggal 22 Agustus 2014 yang 

meminta persetujuan kepada Menteri BUMN 


atas perpanjangan kontrak itu. Menteri BUMN Pada 18 September 2014 Menteri 
kemudian membalasnya dengan No. S-494/ Perhubungan, EE Mangindaan, 
MBU/08/2014 dan No. S-495/MBU/08/2014 mengirim surat No. HK.201/3/4 
yang meminta Pelindo Il melakukan proses Phb 2014 yang ditujukan kepada 
pemilihan mitra kerja sama dalam pengelolaan/ Menteri BUMN. Dalam surat tersebut, 
pengoperasian JICT disesuaikan dengan Peraturan Menhub “menegur” Menteri BUMN 
Menteri BUMN No. PER-06/MBU/2011. atas perjanjian Pelindo II dengan HPH 
atas JICT dan TPK Koja. Menurut 
Di sini tampak ada yang janggal, kenapa Menteri Menhub, sesuai dengan UU No. 17 
BUMN tidak segera membalas surat-surat tahun 2008 tentang Pelayaran posisi 
yang diajukan Dirut Pelindo Il sebelum kontrak PT Pelindo II bukanlah regulator dan 
perpanjangan ditandatangani. Dan kenapa operator pelabuhan lagi. 


balasan itu baru dikeluarkan setelah itu? Padahal 
dalam surat balasan yang disampaikan itu hanya 
bersifat normatif. Apakah ini sebuah kesengajaan 
dari Menteri BUMN untuk “membiarkan” proses 
penandatanganan itu terjadi? 


berperan sebagai operator pelabuhan. Karena 
itu, perjanjian bisnis antara Pelindo Il dengan 
HPH baru bisa dilakukan setelah ada perjanjian 
konsesi antara Otoritas Pelabuhan Utama 
Yang pasti, pada 18 September 2014 Menteri Tanjung Priok dengan Pelindo II. 

Perhubungan, EE Mangindaan, mengirim surat 
No. HK.201/3/4 Phb 2014 yang ditujukan kepada 
Menteri BUMN. Dalam surat tersebut, Menhub 
“menegur” Menteri BUMN atas perjanjian Pelindo II 
dengan HPH atas JICT dan TPK Koja. Menurut Menhub, 
sesuai dengan UU No. 17 tahun 2008 tentang 
Pelayaran posisi Pelindo II bukanlah regulator 
dan operator pelabuhan lagi. Peran regulator 
dipegang oleh Otoritas Pelabuhan Utama 
Tanjung Priok, sedangkan Pelindo II hanya 


Atas dasar itu Menhub meminta Menteri BUMN 
untuk memerintahkan kepada Dirut Pelindo II 
untuk menyesuaikan seluruh kerja sama yang 
telah dilakukan dengan pihak ketiga sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan, dan melaporkan 
rencana kerja sama dalam pengelolaan pelabuhan 
yang akan dibuat dengan pihak ketiga kepada 
Otoritas Pelabuhan selaku regulator yang berperan 
sebagai wakil pemerintah. (| 
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Konflik Kepentingan nan Runyam 


Hiruk-pikuk persoalan legalitas perjanjian perpanjangan 
kerja sama pengelolaan JICT dan TPK Koja itu 
tampaknya terdengar oleh HPH. Perusahaan asli 
Hongkong itu pun melalui CEO Hutchison Port Indonesia 


(HPI), Rianti Ang, mengirim surat 


Ref. No : 06/RA-HPI/I/15 tanggal 27 Januari 2015 
kepada Dirut Pelindo II yang intinya menawarkan 
kenaikan nilai kontrak sebesar USD 15 juta sehingga 
totalnya menjadi USD 265 juta untuk JICT dan TPK Koja. 


ak pelak tawaran kenaikan nilai kontrak 
ini pun menimbulkan pertanyaan, 
sebenarnya apa tujuan kenaikan 
uang muka tersebut sementara aspek 
legalitas kontrak masih bermasalah? Dan 
berapa sebenarnya harga yang harus dibayar 
HPH untuk kepemilikan 4996 saham di JICT 
dan TPK Koja? Yang paling sumir, apa dasar 
perhitungan HPH sehingga keluar angka USD 
15 juta plus ditambah embel-embel untuk 
memenuhi “harapan Rini Soemarno?” 


Sebagaimana diketahui, untuk memperlancar 
proses perpanjangan itu Pelindo II menunjuk 
Deutsche Bank cabang Hongkong sebagai 
penasihat keuangan atau financial advisor. 
Dari kajiannya, Deutsche menyimpulkan Nilai 
Perusahaan (Enterprise Value) JICT sebesar 
USD 386 juta. 


Sebenarnya sebelum didampingi Deutsche 
Bank, Pelindo II tidak mempunyai Harga 
Perkiraan Sendiri (HPS) untuk menyerahkan 
49X saham JICT kepada HPH. Pelindo II 
hanya menerima penawaran USD 200 juta 
atau kenaikan USD 215 juta beserta term and 
condition dari pihak HPH. Penawaran dari HPH 
itu pun kemudian dinegosisasi oleh Pelindo II 
dengan bantuan Deutsche Bank. 


Namun persoalan yang muncul pasca 
penandatanganan kontrak JICT 5 Agustus 
2014, memaksa Dewan Komisaris Pelindo 
| untuk mengevaluasi ulang hasil kajian 
Deutsche Bank. Untuk tujuan itu mereka 
pun menunjuk konsultan Finance Research 
nstitute (FRI). Penunjukan FRI pada bulan 
Maret 2015 ini untuk melakukan analisa 
terhadap kajian Deutsche Bank. 


Kajian yang dilakukan FRI menunjukkan hasil 
yang jauh berbeda dengan Deutsche Bank. 
Menurut FRI nilai perusahaan JICT tahun 2015 
sebesar USD 854,3 juta. Dengan demikian, 
maka uang muka yang telah dibayarkan HPH 
sebesar USD 215 juta hanya setara 25,256 
porsi kepemilikan saham HPH. 


Menurut informasi yang diterima Serikat 
Pekerja JICT, setelah mengetahui hasil 
kajian FRI, RJ Lino marah besar kepada 
Dewan Komisaris. “Kita jadi bingung, 
siapa sebenarnya yang mengawasi dan 
siapa yang diawasi. Seakan-akan Komisaris 
sebagai perwakilan pemegang saham yang 
bertugas mengawasi Direksi Pelindo II jadi 
bersalah dengan meminta kajian FRI itu. 
Dan akhirnya diadakan valuasi lagi dengan 
lembaga yang berbeda. Lucunya, valusasi 
yang terakhir ini hasilnya mirip dengan 
valuasi yang pertama. Seolah-olah ibarat 
ujian, jawabannya sudah ada tinggal 
mencarikan soal pertanyaannya, ” ujar 
salah satu pengurus SP JICT. 


Memang, pasca penilaian dari FRI, Direksi 
dan Dewan Komisaris Pelindo Il kemudian 
menunjuk Bahana untuk memberikan 
pendapat atas hasil telaah Deutsche dan 
FRI tersebut. Dalam kesimpulannya Bahana 
menyatakan bahwa enterprise value JICT 
sebesar USD 556.20 juta. Dengan asumsi 
posisi kas sebesar USD 73.2 juta dan nilai 
utang sebesar USD 20 juta, maka diperoleh 
nilai saham sebesar USD 609.40 juta. Dengan 
demikian porsi kepemilikan 49X saham HPH 
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atas JICT adalah sebesar USD 298.66 juta 
(49X x USD 609.10 juta). 


Perbedaan hasil perhitungan itu 
kemudian diselesaikan oleh Pansus 
Pelindo Il DPR RI dengan membuat tim 
gabungan FRI dan Bahana Sekuritas 
untuk mereview kajian perhitungan 
perpanjangan kontrak JICT pada 23 
November 2015. Dari kajian ulang 
yang dilakukan tim gabungan FRI dan 
Bahana menggunakan dokumen laporan 
keuangan JICT (tahun 1999-2013) dan 
proyeksi keuangan JICT yang diberikan 
Deutsche Bank (2014-2038) disimpulkan 
bahwa: 


1). Merujuk Asumsi Historis: 


Manfaat bagi Pelindo II untuk sisa masa 
kontrak (2015-2018) adalah Rp 2,99 
triliun jika kontrak diperpanjang. Tetapi 
akan kehilangan potensi pendapatan 
2019-2038 sebesar Rp 24,7 triliun dikali 
dengan 4996 saham HPH jadi Rp 11,855 
triliun (kurs Rp 13.600/Dollar) 


2). Merujuk Proyeksi Deutsche Bank: 


Manfaat Pelindo II Rp 36,5 triliun lebih 
besar jika mengoperasikan sendiri JICT 
dibandingkan dengan memperpanjang 
kontrak dengan HPH. Akibat 
perpanjangan kontrak itu, maka potensi 
kehilangan penghasilan Pelindo II adalah 
Rp 36,5 triliun dikali 4996 (saham HPH) 
adalah sebesar Rp 17,9 triliun (kurs Rp 
13.600/dolar). 


Atas  ketidakakuratan penghitungan 
tersebut, Pansus Pelindo Il mendugatelah 


Akibat perpanjangan kontrak 

itu, maka potensi kehilangan 
penghasilan Pelindo II adalah 

Rp 36,5 triliun dikali 49” (saham 
HPH) adalah sebesar Rp 17,9 triliun 
(kurs Rp 13.600/ dolar). 
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terjadi konflik kepentingan dan manipulasi yang 
dilakukan Deutsche Bank dalam melakukan valuasi/ 
evaluasi selaku konsultan keuangan (financial 
advisor)-nya Pelindo Il dan dalam memberikan 
pinjaman sindikasi luar negeri selaku kreditur. 
Karena itu Pansus secara tegas merekomendasikan 
kepada pemerintah untuk memberikan peringatan 
keras dan sanksi kepada Deutsche Bank yang 
terindikasi kuat melakukan fraud and financial 


Perbedaan Valuasi Nilai 
Saham JICT antar lembaga 


penafsir 
Deutsche Bank 


Menurut Deutsch Bank 
nilai 10096 Jakarta 
International Terminal 
Container adalah: 


8,60 T gi 


Dengan nilai perusahaan 
sebesar itu, maka nilai 
saham 494 yang akan 
dikuasai Hutchison 
adalah: 


Hutchison sendiri baru 
menyetor uang muka 
sebesar 200.000.000 
USD setara: 


engineering sehingga merugikan keuangan negara. 


Dugaan Pansus ini sesuai dengan temuan BPK bahwa 
penujukkan Deutsche Bank (DB) cabang Hongkong 
sebagai financial advisor oleh Pelindo II, dilakukan 
dengan cara yang bertentangan dengan aturan 
perundangan. DB sebenarnya tidak lulus evaluasi 
administrasi, serta terindikasi konflik kepentingan 
karena merangkap negosiator, pemberi utang, 
dan arranger. Dalam prosesnya, valuasi bisnis 


FINANCE RESEARCH INSTITUTE 


Menurut FRI nilai 10096 
Jakarta International 
Terminal Container 
adalah: 


Dengan nilai perusahaan 
sebesar itu, maka nilai 
saham 494 yang akan 
dikuasai Hutchison 
menurut FRI adalah: 


Dengan demikian uang 
Ns yang na disetor 
utchison sebesar 0 
215.000.000 USD setara 25,2 ho 
dengan 25,296 saja. 2 
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yang dibuat DB diduga telah diarahkan untuk 
mendukung skenario perpanjangan dengan 
Hutchison menggunakan dasar perhitungan yang 
tidak valid. Dampaknya nilai upfront fee yang 
diterima PT Pelindo II jadi lebih kecil dan tidak 
seharusnya terjadi. 


“Pembayaran pekerjaan kepada DB tetap 
dilakukan sesuai perintah RJ Lino selaku Direktur 
Utama PT Pelindo II meskipun tidak didukung 
dengan bukti-bukti dokumen syarat pembayaran 
yang telah diatur dalam kontrak,” demikian bunyi 
resume audit investigatif lanjutan terhadap TPK 
Koja itu. 


Indikasi rekayasa dalam perhitungan yang 
dilakukan Deutsche Bank semakin menguat ketika 
bank asal Jerman itu berkali-kali mangkir dari 
panggilan Pansus Pelindo II untuk mengkonfirmasi 
hasil kaji ulang penghitungan itu. Kemungkinan 
besar mereka tidak berani bertanggung jawab atas 
penghitungan yang mereka lakukan itu. 


Dan dengan segala permasalahan yang 
timbul dalam proses perpanjangan kerja 
sama JICT dan TPK Koja tersebut, serta 


demi kemandirian dan kedaulatan bangsa— 
khususnya di bidang kepelabuhanan sebagai 
pintu gerbang ekonomi nasional—Pansus pun 
sekata dengan perjuangan Serikat Pekerja JICT 
untuk mengelola sendiri JICT. 


Apalagi fakta menunjukkan, hasil audit investigatif 
yang dilakukan BPK menyimpulkan kerugian 
negara sebesar Rp 4,08 triliun akibat perpanjangan 
kontrak di JICT, Rp 1,86 triliun di TPK Koja, kerugian 
akibat global bond USD 1,6 miliar, dan pembayaran 
biaya konsultan keuangan kepada DB yang tidak 
sesuai ketentuan kontrak sebesar USS 1,59 juta 
ekuivalen Rp 21,21 miliar.IJ 
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Kesibukan bo gka muat di TPK Koja. (Foto: Sindonews). 


Obral Murah Aset Bangsa, TPK Koja 


etali tiga uang dengan JICT, nasib buruk 

juga dialami Terminal Peti Kemas Koja atau 

biasa disebut TPK Koja. Setelah sama-sama 

diprivatisasi pada 1999 lampau, terminal 
peti kemas yang pada tahun 1997 dijuluki sebagai 
Booming's Port untuk Asia Tenggara—mengingat 
berbagai fasilitas yang serba 'newest generation" 
pada waktu itu—kini juga harus mengalami nasib 
yang sama dengan “saudara”nya, JICT. 


Sejak pertama dibentuk, nasib TPK Koja memang 
kurang beruntung, ibarat bayi prematur yang lahir 
secara cacat akibat ulah ceroboh “orangtua”nya. 
TPK Koja lahir berbentuk Kerjasama Operasional 
(KSO/joint operation). Statusnya adalah badan 
usaha, bukan badan hukum. 
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Terminal Peti Kemas Koja yang awalnya bernama 
Terminal Petikemas III, adalah terminal peti kemas 
yang dibangun dan dikelola oleh PT Pelabuhan 
Indonesia II (Pelindo II) dan PT Humpuss Terminal 
Petikemas (HTP)—milik keluarga Cendana. Joint 
operation ini dilakukan pada 1994. Saat itu, 
komposisi sahamnya adalah, Pelindo Il sebesar 
4845 dan Humpuss 5256. 


Dalam waktu dua tahun setelah beroperasi, arus 
petikemas Koja meningkat 287.676 TEUs (10996) 
dibanding tahun 1997 sebesar 137.821 TEUs. 


Tiga tahun setelah beroperasi atau tepatnya pada 
tahun 2000, aset HTP yang ditanam di TPK Koja 
dijaminkan di BPPN. Melalui BPPN, kepemilikan 
HTP dibeli oleh Ocean Deep Investment Holding 


Ltd. (59,6X) dan Ocean East Investment 
Holding Ltd. (40,496) yang berbadan hukum 
di Mauritius (26/6/2000). Mereka membeli 
saham Humpuss saat itu dengan nilai USD 
140 juta. 


Kemudian hari, Ocean East dan Ocean 
Deep menjelma menjadi PT Ocean 
Terminal Petikemas (OTP) (28/8/2000) 
dan berubah lagi menjadi PT Hutchison 
Ports Indonesia (HPI) (14/08/2007). 
Sebagaimana diketahui, HPI adalah anak 
perusahaan Hutchison Port Holdings (HPH) 
yang merupakan operator terminal dunia 
yang memiliki 51 pelabuhan di 25 negara. 


Belakangan baru diketahui bahwa 
Grosbeak (pembeli 51X saham JICT pada 
1999) dan OE&OD adalah sama-sama 
dimiliki Hutchison Whampoa Group, yang 
notabene induk usaha dari Hutchison Port 
Holding (HPH). 


Beralihnya saham  Humpuss kepada 
Hutchison menandai babak baru bisnis 
petikemas di pelabuhan Priok. Aroma 
monopoli Hutchison di Priok pun 
menyeruak tajam. 


Sampai tahun 2017, tidak kurang dari 4 juta 
TEUs petikemas lalu lalang di Pelabuhan 
Tanjung Priok. Hutchison pun menikmati 
pangsa pasar yang mencapai rata-rata 
80x dari kepemilikan saham JICT dan 
KSO TPK Koja. Praktik monopoli tersebut 
sempat dibuktikan oleh keputusan Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 
Mahkamah Agung RI. 


TPK Koja menjadi terminal peti kemas 
terbesar kedua di Tanjung Priok setelah 
JICT. Namun nilai penjualannya kepada 
Hutchison yang penandatanganan kontrak 
jilid Il-nya bersamaan dengan JICT, 
terlampau amat rendah. Jika JICT dijual 
USD 215 juta, maka lebih menyedihkan lagi 
TPK Koja hanya dilego dengan nilai USD 50 
juta. Bahkan tanpa valuasi yang memadai. 


Nilai tersebut jauh merosot dibandingkan 
nilai penjualan kontrak jilid I pada 1999 
dengan nilai USD 140 juta, atau selisih USD 
90 juta. Dengan tingkat pertumbuhan yang 
signifikan sejak 18 tahun lalu, harusnya 
nilai TPK Koja saat ini lebih tinggi dari 
kontrak jilid I. Namun faktanya, ibarat 


dengan uang uang muka yang disetor 
Hutchison untuk perpanjangan kontrak 
20 tahun (2019-2039). Fakta ini membuat 
kita sulit untuk tidak menyebut bahwa ini 
adalah bisnis model “abunawas'. 


Akhirnya atas permintaan Pansus Pelindo 
II, pada tanggal 31 Januari 2018, transaksi 
bisnis “pat gulipat' perpanjangan kontrak 
TPK Koja jilid Il ini dibongkar oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI lewat audit 
investigatif. Temuannyaya adalah sejumlah 
penyimpangan serta kerugian keuangan 
negara minimal sebesar USD 139,06 juta 
atau setara Rp 1,86 triliun. 


Dalam temuan BPK, ada dugaan 
penyalahgunaan dengan skema yang 
identik dengan terjadi dalam praktik 


perpanjangan kontrak JICT dengan di TPK 
Koja. 


Metodenya mirip. Dimulai dengan rencana 
perpanjangan yang sudah diinisiasi sejak 
2011 oleh Lino tanpa pernah dibahas 
dan dimasukkan dalam Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana 
Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 
sesuai aturan. Hal itupun tak pernah 
diinformasikan dalam laporan keuangan 
2014. 


Perpanjangan kontrak Koja ditandatangani 
oleh Pelindo II dan Hutchison Port Holdings 
(HPH) juga tanpa izin konsesi pemerintah. 
Dalam kasus Koja, penunjukkan HPH 
dilakukan tanpa mekanisme pemilihan mitra 
kerja yang seharusnya. Dan perpanjangan 
itu ditandatangani Pelindo II dan HPH meski 
belum ada persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham dan persetujuan menteri 
BUMN. 


Kasus perpanjangan kontrak TPK Koja 
ini menambah deret cerita, betapa aset 
negara utamanya yang terkait hajat hidup 
orang banyak, begitu mudah diobral dan 
dilego ke asing (Hutchison Port Holdings).IJ 
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Jika JICT dijual USD 215 juta, 


maka lebih menyedihkan lagi TPK 
Koja hanya dilego dengan nilai 
USD 50 juta. Bahkan tanpa ada 
valuasi yang memadai. 


barang kelontong yang lama tak laku, TPK 
Koja diobral amat murah. 


Keuntungan TPK Koja tiap tahun rata-rata 
mencapai Rp 600 miliar. Nilai ini setara 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 
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" N 1 
N ' 
Li Ka-Shing. Y 


Hutchison Holding Limited, barangkali 


1 
1 - - - 
G Uu rita 8 | S n | S nama perusahaan ini asing di telinga 


orang Indonesia. Namun bila disebut 


2 nama operator telekomunikasi 3 (Tri) 
| Uu Cc IiSONn orang akan langsung “ngeh”. Ya, 3, operator 


selular terbesar ke-empat di Indonesia tersebut 


| G ru adalah salah satu anak perusahaan Hutchison 
| Grup. 


Hutchison Holding bukanlah perusahaan kemarin 
sore. Dari sisi usia dia sudah berdiri lebih dari 
satu setengah abad lampau. Perjalanan bisnisnya 
dimulai pada 1866 bergerak di sektor perkapalan, 
khususnya pembuatan dan perbaikan kapal. 
Didirikan oleh Douglas Lapraik dan Thomas 
Sutherland yang awalnya bernama Hong Kong 
and Whampoa Dock Company. 


Pada tahun 1969, Hutchison melakukan 
diversifikasi ke penanganan kargo dan kontainer 
seperti Hongkong International — Terminals 
Limited (Hutchison Ports HIT). Pada 1994, seiring 
pengalaman dan jaringan pelabuhan internasional 
yang semakin luas, didirikanlah Hutchison Port 
Holdings Limited. Pada tahun 2005, HPH tercatat 
sebagai operator pelabuhan terbesar di dunia, 
dengan throughput 33,2 juta TEUs, dan pangsa 
pasar dunia sebesar 8,3 X. 


Di Indonesia sendiri, hingga 2017 lalu, Hutchison 
Grup telah menanamkan investasinya sebesar USD 
10 miliar yang tersebar di empat sektor. Antara 
lain, pelabuhan beserta layanan penunjangnya, 
ritel, energi, dan telekomunikasi. 
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Buruh Pabrik yang Menjelma Jadi Konglomerat Dunia 


Keberhasilan bisnis Hutchison Grup tidak 
lepas dari tangan dingin Li Ka-Shing. Di bawah 
bendera CK Hutchison Holdings Limited dan 
Hutchison Whampoa Limited dia membawa 
Hutchison Grup menjadi perusahaan 
konglomerasi asal Asia yang disegani di dunia. 
Perusahaan yang memiliki jaringan usaha 
pada lebih dari 50 negara ini mempekerjakan 
tak kurang dari 310.000 pekerja. Di Hong 
Kong saja, Hutchison Grup mengelola tujuh 
perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar 
sekitar HK $ 1.197 miliar (31 Maret, 2015). 


Li lahir pada 1928 di Chiu Chow, sebuah kota 
pesisir di bagian tenggara China. Li terpaksa 
berhenti sekolah saat berusia 12 tahun dan 
melarikan diri ke Hong Kong bersama keluarganya 
untuk menghindari bahaya perang. Tak lama 
kemudian, ayahnya menderita tuberkulosis 
dan meninggal dunia di Hong Kong. Sebelum 
usianya genap 15 tahun, Li sudah harus menjadi 
tulang punggung keluarga. Awalnya dia merintis 
karir di sebuah perusahaan perdagangan plastik 
dimana dia bekerja selama 16 jam sehari. 


Dari perusahaan tersebut, Li belajar banyak 
tentang bagaimana mengelola bisnis. Hingga 


pada tahun 1950, berkat kerja kerasnya, dia 
berhasil mendirikan perusahaan rintisan, 
Cheung Kong Industries yang bergerak di seputar 
industri plastik. Dari plastik, Li memimpin dan 
mengembangkan perusahaannya — menjadi 
perusahaan investasi real estate terkemuka 
di Hong Kong yang terdaftar di Bursa Hong 
Kong pada tahun 1972. Cheung Kong terus 
memperluas usahanya dengan mengakuisisi 
Hutchison Whampoa dan Hongkong Electric 
Holdings Limited masing-masing pada tahun 
1979 dan 1985. 


Berbasis di Hong Kong, bisnis Hutchison 
Group mencakup beragam bidang seperti 
properti dan investasi, agen real estate dan 
manajemen perkebunan, hotel, telekomunikasi, 
e-commerce, keuangan dan investasi, ritel, 
pelabuhan dan layanan terkait, energi, 
infrastruktur, media, dan bioteknologi. 


Li sering dijuluki sebagai “Superman” berkat 
tangan dinginnya mengelola dan membesarkan 
bisnisnya. Seperti dikutip dari Forbes, Selasa 
(2/4/2017), pria berumur 88 tahun ini punya 
harta US$ 32 miliar atau sekitar Rp 425,6 triliun. 


Sumber foto: www.scmp.com 
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Daftar Aset Hutchison Ports Holdings di Dunia 


Country or Region Name 


Argentina Port of Buenos Aires (Terminal 5) 
Australia Port of Brisbane (Berths 11 & 12) 
Australia Port Botany (Terminal 3) 
Bahamas Freeport Container Port Limited 
Belgium Trimodal Container Terminal Belgium 
Egypt Alexandria International Container Terminals Company Ltd. 
Germany Duisburger Container Terminal GmbH 


Hong Kong SAR, PRC 


Asia Port Services 


Hong Kong SAR, PRC 


Kwai Tsing Container Terminals (CT4, CT6, CT7, CT9N) 


Hong Kong SAR, PRC 


Kwai Tsing Container Terminals (CT8) 


Hong Kong SAR, PRC 


River Trade Terminal 


Indonesia Jakarta International Container Terminal 
Indonesia Terminal Peti kemas Koja 
Pakistan Karachi International Container Terminal 
Pakistan South Asia Pakistan Terminal 

Italy Taranto Container Terminal S.p.A. 


Korea Republic 


Hutchison Busan Container Terminal 


Korea Republic 


Hutchison Gamman Container Terminal 


Korea Republic 


Hutchison Kwangyang Container Terminal 


Korea Republic 


Korea International Terminals (Port Phase II) 


Mexico Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE) 
Mexico Lazaro Cardenas Terminal Portuaria de Contenedores (LCTPC) 
Malaysia Westports Malaysia Sdn Bhd 
Tanzania Tanzania International Container Terminal Services 


United Kingdom 


London Thamesport 


United Kingdom 


Harwich International Port 


United Kingdom 


Port of Felixstowe 


Port of ECT Euromax Rotterdam, ECT Delta, Moerdijk, Venlo, TMA Logistics 


Sanga Port of ECT Euromax Rotterdam, ECT Delta, Moerdijk, Venlo, TMA Logistics 
Poland Port of Gdynia 
Spain Port of Best, Barcelona 
Sweden Port of Stockholm 
Panama Port of Cristobal & Balboa 
Irag Port of Bassra 
Oman Port of Sohar 
Saudi Arabia Port of Damam 
UAE Port of Ajman, Rak & UAG 
China Port of Huizhou, Ningbo, Shanghai, Shantou, Xiamen 
Thailand Port of Chonburi 
Vietnam Port of SITV Ho Chi Minh 
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BERJUANG 
MEMPERTAHANKAN 
KEDAULATAN 

DI TELUK JAKARTZ 


BATALI 
PERPANJI 
/KONTRAK 


JICT untuk mengelola'secara mandiri asewnegara 
yang mereka besarkan, dicoba dimatikan. Namun 
itu semua justru kian menyulut semangat pekerja 
JICT untuk merebut kendali JICT dari tangan asing. 
Seperti api membakar sekam. 


MI wat PHK, teror Sai ttimidasi, semangatepekerja 


cc 


Alhasil, ditinjau 
dari sudut pandang 
manapun, JICT 
sangat layak 
dikembalikan 
pengelolaannya 
kepada Indonesia 
saat kontraknya 
habis tahun 2019. 


agi para pekerjanya, PT Jakarta International Container 
Terminal (JICT) tak sekadar tempat mengais rezeki. 
Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia itu telah 
dianggap sebagai simbol kedaulatan dan juga marwah 
Bangsa Indonesia. Karena itu, mereka merasa memiliki tanggung 
jawab yang besar untuk menjaga gerbang kedaulatan tersebut 
dari jamahan pihak-pihak yang bermisi menangguk untung belaka. 


Para pekerja JICT pun kukuh dalam bersikap dengan terus berusaha 
mempertahankan aset emas bangsa tersebut. Apalagi sebagai negara 
yang 2/3 wilayahnya terdiri atas lautan, pekerja JICT menilai sangat 
tidak elok menggadaikan aset yang menjadi simbol kekuatan maritim 
Indonesia itu. 


Tak hanya itu, ditinjau dari kondisinya, JICT merupakan perusahaan 
yang rutin memberikan deviden besar bagi negara. Itu artinya, 
JICT merupakan perusahaan yang sangat sehat sehingga tidak 
membutuhkan suntikan modal. Begitu juga dari faktor sumber 
daya manusia (SDM), para pekerja JICT dikenal berpengalaman 
dalam menangani kegiatan bongkar muat kontainer, penataan 
di lapangan penumpukan dan seterusnya. Bahkan karena faktor 
SDM yang mumpuni itulah, Hutchison Port Holding (HPH) sebagai 
pemegang saham JICT, pernah menugaskan 14 orang pekerja JICT 
ke Oman Timur Tengah dan Tanzania Afrika, untuk melakukan 
penataan sistem dan produktivitas pelabuhan. 


Alhasil, ditinjau dari sudut pandang manapun, JICT sangat layak 
dikembalikan pengelolaannya kepada Indonesia saat kontraknya 
habis tahun 2019. Karena tak ada satu alasan pun, maka sangat 
wajar jika para pekerja merasa terusik ketika terbetik kabar 
bahwa para petinggi Pelindo II bersama HPH tengah bersiap 
memproses perpanjangan konsesi HPH di JICT. Belakangan 
diketahui, informasi tentang perpanjangan konsesi itu ternyata 
sudah terjadi dan dianggap berjalan efektif. Sejak saat itulah, 
intensitas penolakan pekerja JICT terhadap perpanjangan 
kontrak jilid Il itu terus berlangsung hingga hari ini. IJ 
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Ini Bukan Soal Perut Semata! 


erjuangan pekerja JICT menolak 
perpanjangan kontrak kerja sama JICT 
yang dilakukan Direksi Pelindo Il dan 
Hutchison Jakarta kepada perusahaan 
asal Hongkong, HPH, hingga 
terbongkarnya berbagai 
borok di Pelindo II tidaklah 
semudah yang dibayangkan. 


Proses panjang, berliku, 
penuh dengan tantangan 
serta onak berduri turut 


menyertai langkah-langkah 
anak bangsa dalam merebut 
kedaulatan bangsa di sektor 
kemaritiman itu. 


Proses perjuangannya sendiri 
sudah diawali sejak tahun 


2013-an melalui kampanye 
untuk menumbuhkan 
kesadaran akan urgensi 


pengelolaan aset strategis 

nasional oleh anak negeri 

sendiri. Aksi-aksi ini terus berjalan seiring 
dengan upaya HPH yang gencar melakukan lobi- 
lobi demi melakukan perpanjangan kontrak jilid 
Il. Ironisnya, seolah tak peduli dengan harapan 
anak bangsa seperti yang disuarakan pekerja 
JICT, Dirut Pelindo II justru menggelar karpet 
merah kepada HPH. 


Hal ini ditandai dengan proses perpanjangan 
yang terus berjalan, meski dengan menabrak 
sejumlah aturan perundang-undangan. Seolah 
merasa paling berkuasa, Dirut Pelindo II RJ Lino 
menggunakan tangan besi untuk membungkam 
aspirasi pekerja PT JICT. Berbagai upaya 
digunakan untuk memuluskan perpanjangan 
konsesi HPH di JICT. Mulai dari yang halus, 
hingga dengan cara-cara kasar seperti layaknya 
orang tak berpendidikan. 


Salah satu peristiwa yang menunjukkan arogansi 
RJ Lino tersebut adalah ketika pada malam 
tanggal 27 Juli 2015, melalui surat elektronik 
(email), dua orang pekerja di-PHK sepihak oleh 
manajemen JICT. Sedangkan beberapa orang 
pekerja lainnya dimutasi. Dua orang pekerja 
yang di-PHK tersebut adalah Ermanto Usman 
(Manajer HRD) dan Igbal Latief Rachman 
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Tolong kasih tahu 
semua pekerja, 
yang enggak setuju 
keputusan pemegang 
saham boleh 
mengundurkan diri dan 
akan disetujui dengan 
senang hati,” 
tulis RJ Lino dalam 
pesan singkatnya. 


(Manajer IT). Bagi Ermanto, PHK sepihak itu 
pernah juga dialaminya di tahun 2001 untuk 
kasus yang sama. Saat itu Ermanto menolak 
privatisasi aset negara di teluk Jakarta tersebut. 


Aksi PHKsepihakyang dilakukan 
manajemen JICT itu menjadi 
bukti arogansi Direktur Utama 
PT Pelindo II RJ Lino yang 
sebelumnya mengirim pesan 
singkat kepada direksi JICT 
dan ditembuskan juga kepada 
Ketua SP JICT. Isi pesan singkat 
tersebut memerintahkan 
Direksi JICT bertindak tegas 
kepada SP JICT yang dianggap 
menghalangi pekerjaan 
manajemen JICT yang baru. 
Bahkan dalam pesan singkat itu 
Lino juga secara tersirat akan 
mengusir pekerja JICT yang 
berseberangan dengannya. 


“Tolong kasih tahu semua 
pekerja, yang enggak setuju keputusan 
pemegang saham boleh mengundurkan diri dan 
akan disetujui dengan senang hati,” tulis RJ Lino 
dalam pesan singkatnya. 


Pada akhirnya, PHK sepihak terhadap dua orang 
pekerja tersebut memantik solidaritas dari 
para pekerja JICT. Aksi solidaritas stop operasi 
pun kompak dilakukan. Jantung perekonomian 
Jakarta sempat lumpuh selama 9 jam. 


Ketua SP JICT saat itu Nova Sofyan Hakim 
mengatakan aksi stop operasi itu dilakukan 
secara spontan sebagai protes atas kesewenang- 
wenangan yang dilakukan Dirut Pelindo II 
terhadap para pekerja JICT. 


Aksi solidaritas berakhir ketika Kapolda Metro 
Jaya saat itu Tito Karnavian datang ke JICT dan 
menjadi mediator antara SP JICT dengan Direksi 
Pelindo Il. Saat itu RJ Lino datang bersama 
ratusan pekerja dari sektor lain untuk merebut 
kendali JICT. “Setelah berbicara dengan kami, 
Pak Tito bertemu dengan RJ Lino dan dengan 
tegas meminta Dirut membatalkan keputusan 
PHK sepihak terhadap Ermanto dan Igbal,” ujar 
Nova. IJ 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin WS 


Saat-saat yang Genting 


ari menjelang petang, Senin, 27 Juli 2015. 

Sebagian pengurus Serikat Pekerja Jakarta 

International Container Terminal (SP JICT) 

baru selesai melakukan rapat mingguan 
dan bersiap pulang ke rumah, termasuk Firman, 
Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja JICT. Selang 
beberapa menit meninggalkan kantor, handphone 
Firman berdering. Panggilan dan pesan Whatsapp 
dari Ermanto Usman, rekan kerjanya di perusahaan 
bongkar muat peti kemas tersebut. Ermanto 
mengabarkan ia menerima informasi akan dipecat 
atas tuduhan membocorkan rahasia perusahaan 
lewat akun Facebooknya. 


Informasi pemecatan tersebut terkonfirmasi 
lewat pesan yang masuk ke email Ermanto. Selain 
Ermanto, email yang sama juga diterima Igbal 
Latief Rachman dengan alasan menahan password 
sistem. 


Selain tercatat sebagai anggota aktif SPJICT, 
dalam kesehariannya Ermanto menjabat sebagai 
Manager Personnel Admin di perusahaan bongkar 
muat peti kemas tersebut. Sedangkan Igbal adalah 
Manager Data & Informasi. 


Tak berapa lama kemudian, Nova, Ketua Umum SP 
JICT datang. Dengan mempertimbangkan faktor 
keamanan, diskusi pun pindah di luar kantor. 
Sepanjang perjalanan, Firman menghubungi 
semua pengurus inti dan tim kerja untuk hadir 
pada rapat mendadak tersebut. Sekira pukul 21.00 
hampir semua pengurus inti telah hadir. Diskusi 
berjalan sengit terkait sikap dan langkah apa 
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yang akan diambil oleh SP JICT untuk merespons 
pemecatan sepihak kepada dua anggota SP JICT 
tersebut. 


Pro kontra terjadi. Sebagian peserta menyarankan 
untuk menempuh jalur  konvensional—jalur 
hukum—, sebagian lain mengusulkan digelar aksi 
mogok. Tampaknya, beberapa peserta rapat mulai 
ragu dan khawatir akan nasib yang akan menimpa 
mereka setelah PHK terhadap Ermanto dan Igbal. 


Setelah mendengar berbagai usulan dari 30-an 
peserta rapat malam itu, tiga orang pengambil 
keputusan tertinggi dalam struktur SP JICT, yaitu 
Ketua Umum Nova, Sekretaris Jendral Firman, 
Wakil Ketua Ivan berdiskusi untuk mengambil 
keputusan. Menjelang dini hari, ketiganya 


menghasilkan keputusan akhir: menggelar aksi solidaritas stop 
operasi. 


Ini memang keputusan berat, namun langkah solidaritas stop 
operasi tersebut harus diambil sebagai bentuk perlawanan 
terhadap kesewenang-wenangan manajemen JICT. Jika mereka 
tidak melakukan perlawanan saat itu juga, maka akan semakin 
banyak pekerja yang terancam PHK. Pihak SP JICT juga menerima 
informasi bahwa selain Igbal dan Ermanto, ada 12 orang lagi yang 
masuk daftar PHK. 


Saat itu juga, ketiganya menyampaikan hasil keputusan tersebut 
kepada peserta rapat yang hadir sebelumnya. Beragam respons 
muncul, antara yang setuju dan tidak setuju. Namun semuanya 
menyadari, ini memang keputusan terbaik yang bisa diambil 
dalam saat-saat yang genting. Pro kontra selanjutnya adalah, 
kapan aksi akan dilakukan. Ada opsi aksi stop operasi dilakukan 


1. Mediasi yang dilakukan Kapolda 
Metro Jaya dengan SP JICT, namun 
Direksi Pelindo II tidak bersedia hadir. 


2&3. Suasana rencana 
pengambilalihan operasional JICT. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Suasana aksi solidaritas 
menolak PHK, 28 Juli 2015. 


saat itu juga (sekira pukul 1 dini 
hari), atau pukul 7 pagi ketika shift 1 
dimulai. Setelah mempertimbangkan 
berbagai hal akhirnya diputuskan aksi 
dilakukan mulai pukul 5 pagi setelah 
shalat subuh. 


Hal yang harus segera dilakukan 
adalah memastikan bahwa seluruh 
pekerja yang bekerja pada shift 3 
paham ihwal stop operasi ini. Tidak 
mudah meyakinkan hampir 800-an 
orang hanya dalam waktu tidak lebih 
dari 3 jam di tempat yang berbeda- 
beda. 


Lepasazan subuh seluruh pekerja shift 
3 perlahan merapat ke titik kumpul, 
lobby gedung JICT. Sementara, 
melalui e-mail, Firman terus 
mengirimkan informasi stop operasi 
tersebut kepada seluruh pekerja. 
Dalam waktu yang bersamaan, listrik 
di utara Jakarta padam. Ini yang 
dikemudian hari dianggap sebagai 
bagian dari sabotase yang dilakukan 
SP JICT. 
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Ketika matahari mulai menunjukkan 
wujudnya, anggota SP JICT yang 
bekerja pada shift 1, 2, non shift 
dan yang libur mulai berdatangan. 
Lebih dari 800 pekerja berkumpul 
dengan tekad bulat bahwa PHK atas 
dua rekan mereka harus dibatalkan. 
PHK sepihak dan fakta perpanjangan 
kontrak Hutchison Port Holding 
atas JICT, para pekerja punya alasan 
kuat untuk melampiaskan protes. 
Tampaknya mereka sudah siap 
dengan segala konsekuensi yang bakal 
terjadi, termasuk jika harus berakhir 
chaos seperti peristiwa Mbah Priok 
beberapa tahun sebelumnya. 


Pukul 7 pagi, kemacetan mulai 
mengular di sekitar Pelabuhan 
Tanjung Priok. Anggota Kepolisian 
dari Polres, Polda bahkan Mabes Polri 
mulai datang secara bergelombang, 
bersiaga di lokasi. 


Satu jam berselang, Kapolres KP3, 
AKBP Hengky Haryadi sudah di JICT. 
Firman dan beberapa pengurus SP 
JICT dipanggil untuk diajak dialog. 


Mereka pun menjelaskan ihwal kronologi mengapa 
langkah stop operasi ini diambil oleh SP JICT. 
Dalam dialog itu, Kapolres minta sembari mencari 
jalan keluar, operasional bisa dijalankan. Namun 
permintaan itu ditolak oleh SP JICT. Dalam waktu 
yang bersamaan, Firman mendapat informasi 
bahwa RJ Lino sedang menyiapkan 500-an pasukan 
untuk mengambil alih operasional JICT berikut 
seribu lebih petugas security untuk pengamanan. 


Kurang lebih pukul 9.30 Komisaris Utama 
JICT, WS Wirjawan hadir. Namun tidak ada 
kesepakatan yang dicapai. RJ Lino keukeuh tidak 
mau membatalkan PHK. 


Berita Priok lumpuh sudah sampai ke Istana. 
Kapolda Metro Jaya saat itu, Irjen Pol Tito Karnavian 
datang ke Priok. Difasilitasi Otoritas Pelabuhan dan 
Kapolres KP3, Kapolda berdialog SP JICT. RJ Lino 
sendiri menolak hadir. Pada pertemuan itu pihak 
SP JICT menyampaikan aspirasi pembatalan PHK 
atas dua rekan mereka, khususnya kepada Kapolda 
untuk diteruskan ke RJ Lino. Di tengah dialog 
tersebut, RJ Lino datang dengan pasukannya. 
Kapolda menemui Dirut Pelindo II tersebut dan 
melakukan negosiasi di tempat terpisah. 


Satu jam kemudian, Kapolda datang kembali dan 
menyampaikan bahwa PHK terhadap Ermanto 
dan Igbal dicabut serta minta operasional berjalan 
kembali. Pihak SP JICT sempat menolak dengan 
alasan tidak adanya “hitam di atas putih” yang bisa 
menjadi pegangan hukum. Namun secara tegas, 
Irjen Pol Tito mengatakan bahwa ia menjamin 
keputusan pencabutan PHK tersebut. “Saya, 
Kapolda Metro Jaya jaminannya,” Kata Tito sambil 
menunjuk tanda kepangkatannya. 


Sekira pukul 12 siang, perlahan operasional di 
JICT kembali berjalan kendatipun butuh waktu 3 
jam lebih untuk memulihkan seluruh operasional 
pelabuhan peti kemas di teluk Jakarta tersebut 
dikarenakan ada pihak-pihak yang menahan 
pekerja yang berstatus perbantuan Pelindo II di 
JICT untuk tidak bekerja sesuai dengan instruksi. 


Kisah PHK dan mutasi sepihak via email itu 
merupakan sepenggal kisah dari rangkaian 


panjang teror dan intimidasi yang dialami pekerja 
JICT dalam berjuang merebut kedaulatan ekonomi 
nasional. 


Rupanya kisah tentang PHK Sepihak itu terus 
berlanjut dengan intimidasi-intimadasi berikutnya. 
Tanggal 27 Juli 2015, serangkaian intimidasi kembali 
terjadi. Setelah tidak berhasil memecat Ermanto 
dan Igbal, Manajemen JICT atas instruksi RJ Lino 
dan kemungkinan didukung kekuatan modal asing, 
kembali melakukan pemberian surat peringatan 
(SP) 1 kepada puluhan anggota SP JICT dengan 
alasan yang tidak jelas. Dengan dijatuhkannya 
sanksi SP 1 ini gaji pokok pekerja dipotong sebesar 
10X, dan bonus produksi pun dipotong dengan 
besaran yang sama. Sejumlah pekerja lainnya 
bahkan mendapat SP 2 dan 3. Tak berhenti sampai 
di situ, manajemen pun memutasikan aktivis- 
aktivis senior ke Departemen baru yang tidak 
memiliki ruang kerja, tugas dan wewenang bahkan 
diasingkan ke sebuah ruko di luar kantor JICT. 


Untuk menekan mental pekerja, beberapa Laporan 
Kepolisian pun dibuat oleh Manajemen. Tidak 
tanggung-tanggung pasal yang dituduhkan adalah 
pasal sabotase, yang merupakan satu tingkat 
di bawah terorisme. Anehnya, ketika salah satu 
anggota serikat pekerja di-tersangka-kan, pasal 
yang tertera menjadi terkait UU ITE. Intimidasi 
tidak hanya berhenti sampai di situ. Direksi JICT 
juga melakukan tekanan dengan pemutusan 
kontrak 400 pekerja outsourcing, hal ini dilakukan 
karena tenaga outsourcing JICT yang berada di 
bawah Serikat Pekerja Container (SPC) dianggap 
berpihak kepada SP JICT. 


Intimidasi juga menyasar pengurus serikat pekerja. 
Ketua SP JICT periode 2015-2018, Nova Sofyan 
Hakim menceritakan peristiwa yang dialami 
istrinya menerima kiriman surat dari manajemen. 
Saat dibuka, sang istri begitu terkejut karena dalam 
surat itu jelas tertulis sang suami mendapatkan 
peringatan ketiga (SP 3). Itu artinya, selangkah lagi 
Nova bisa dijatuhi sanksi pemutusan kerja. Sang 
istri juga diliputi sejuta tanya, gerangan kesalahan 
apa yang telah dilakukan suaminya tersebut. 
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POLISI 


Selain diteror SP 3, Nova juga mendapatkan 
teror dalam bentuk yang lain. Tengah malam 
saat dalam perjalanan pulang, Nova merasa ada 
dua orang yang menguntitnya. Khawatir akan 
bahaya yang bisa mengancam keluarganya, 
Nova pun balik ke kantor dan bermalam di 
sana. Sejak saat itu, ia dan teman-temannya 
mulai meningkatkan kewaspadaan. Mereka 
tidak lagi keluar sendirian. 


Kewaspadaan tinggi juga diterapkan ke semua 
lini. Berkas-berkas yang memuat data-data 
pelanggaran hukum yang dilakukan Direksi 
Pelindo II pun disimpan rapi. Jika semula hanya 
Nova yang menyimpannya, berkas-berkas itu 
pun digandakan, dan disimpan secara terpisah 
oleh beberapa pengurus SP JICT. Lebih dari itu, 
dokumen-dokumen itu pun didigitalisasi untuk 
mengantisipasi kejadian terburuk yang bakal 
terjadi. 


Dan benar saja. Suatu hari kaca mobilnya 
dipecahkan orang tak dikenal. Tas di dalamnya 
diambil. Namun mereka kecele, tas itu hanya 
berisi pakaian kotor. Bukan dokumen-dokumen 


Kiri: Komisi IX DPR-RI saat sidak 
ke JICT, menanyakan penjelasan 
terhadap sanksi sepihak 
Manajemen kepada Pekerja. 


Kanan: Ketua Umum SP JICT Nova 
Sofyan Hakim menyampaikan hasil 
kesepakatan 12 Januari 2016. 


Kaca mobil Nova, Ketua SP JICT 
pecah akibat ulah oknum yang 
tidak dikenal. Inilah salah satu 
bentuk intimidasi yang diterima 
SP JICT. 


penting seperti yang mereka incar. Aksi pecah 
kaca mobil tidak hanya terjadi pada mobilnya 
Nova. Beberapa mobil pengurus JICT lainnya 
juga mengalami hal yang sama. Dua hari 
sebelum mobil Nova, mobil milik Sekretaris 
SP JICT juga disatroni. “Lucunya, peristiwa itu 
terjadi di parkiran JICT. Padahal di sana banyak 
security dan CCTV,” ungkap Nova heran. 


Entah apa yang ada dalam pikiran direksi 
Pelindo II dan Hutchison Jakarta. Sikap arogan 
tidak hanya ditujukan kepada pekerja, saat 
para anggota Komisi IX melakukan sidak ke JICT 
untuk meminta penjelasan direksi atas sanksi- 
sanksi sepihak yang mereka tebarkan kepada 
para pegawai. Alih-alih memberikan penjelasan 
yang masuk akal, pimpinan JICT ngotot dengan 
keputusannya. 


Eskalasi perjuangan SP JICT menolak 
perpanjangan konsesi JICT terus berlanjut. 
Apalagi setelah RJ Lino ditetapkan sebagai 
tersangka oleh KPK dalam kasus pengadaan ACC 
di Pelindo Il. Tak ada pilihan lain, Kementerian 
BUMN pun akhirnya memberhentikan RJ Lino. 


Pemberhentian RJ Lino dan penunjukan Plt. 
Direktur Utama Pelindo II, awalnya memberikan 
secercah harapan bagi anggota SP JICT, bahwa 
akan tercipta situasi kondusif dengan pencabutan 
berbagai surat peringatan, ancaman pemutusan 
kontrak outsourcing dan laporan pidana di 
Kepolisian. Namun, Direksi Pelindo II, HPH dan JICT 
bergeming. Mereka tetap dengan keputusannya, 


termasuk pemutusan kontrak outsourcing 
sebanyak 38 orang. Hal ini akhirnya membuat 
pengurus harus mengambil langkah untuk 


melakukan aksi mogok kerja yang direncanakan 
pada 12 Januari 2016. 


Adanya pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
yang dilakukan berulang, adanya pemberangusan 
SP JICT dan SPC, serta tidak dijalankannya 
rekomendasi Pansus Pelindo Il menjadi alasan 
resmi aksi mogok 12 Januari 2016. 


Konsolidasi dan persiapan dilakukan menjelang 
aksi mogok. Pukul 15.00 sore, tanggal 11 Januari 
2016, Ketua Umum SP JICT melakukan orasi dalam 
Rapat Akbar yang dilakukan di Kantin Operasional 
JICT. Dalam orasinya, Nova, menyampaikan 
penegasan bahwa SP JICT akan berjuang habis- 
habisan untuk membela anggota SP JICT dan SPC 
dari kezaliman yang dilakukan Manajemen JICT. 
Setelah rapat akbar, anggota SP JICT tetap berada 
di Kantin Operasional yang ditetapkan sebagai titik 
kumpul aksi mogok. Anggota lainnya berangsur 
berdatangan. Tepat pukul 00.01 tanggal 12 Januari 
2016, Hazris Malsyah, selaku Koordinator Lapangan 


(Korlap) aksi mogok menyatakan bahwa mogok 
kerja dimulai. 


Di sisi lain, sekitar pukul 16.00 sore tanggal 11 
Januari 2016, terjadi komunikasi antara Direksi 
Pelindo Il dengan Pengurus SP JICT, satu jam 
berikutnya dilakukan pertemuan antara Plt. 
Direktur Utama Pelindo Il dengan perwakilan 
SP JICT. Dalam pertemuan tersebut, disepakati 
bahwa Direksi Pelindo II selaku pemegang saham 
akan menugaskan Direksi JICT untuk melakukan 
perundingan dengan SP JICT terkait dengan 
tuntutan aksi mogok kerja. 


Pertemuan dilakukan di daerah Jakarta Pusat. 
Setelah hampir 4 jam akhirnya dicapai beberapa 
kesepakatan (Berita Acara/BA 12 Januari 2016). 
Karena kemacetan parah sudah terjadi, Nova, harus 
menggunakan ojek menuju Kantin Operasional 
untuk menyampaikan kesepakatan tersebut 
kepada anggota SP JICT sekaligus mengakhiri aksi 
mogok kerja. 


Setelah aksi mogok diakhiri, operasional berjalan 
normal kembali. Hari, minggu dan bulan berlalu, 
namun kesepakatan 12 Januari 2016 tidak 
dijalankan secara utuh oleh Manajemen JICT, 
berbagai upaya pengingkaran tetap dilakukan. 
SP JICT terus-menerus melakukan advokasi 
dan meminta pelaksanaan BA 12 Januari 2016 
dijalankan. Empat bulan kemudian BA 12 Januari 
2016 itu baru bisa dijalankan dengan berbagai 
kesepakatan tambahan berikutnya. 


Sementara itu di DPR, Pansus Pelindo II masih 


menunggu hasil Audit Investigasi dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait perpanjangan 
kontrak JICT dan beberapa hal lainnya di Pelindo II. 
Perubahan susunan Direksi Pelindo Il pada bulan 
Mei 2016 sedikitnya berpengaruh terhadap kondisi 


itu berdampak kepada pengurangan hak pekerja. 
Hingga pada Juni 2017, BPK mengeluarkan hasil 
audit investigasi perpanjangan kontrak JICT yang 
menyatakan ada indikasi kerugian keuangan negara 
senilai minimal Rp 4.08 triliun. Namun, lagi-lagi hasil 
audit tidak diindahkan. 


Internal JICT. Di tengah berbagai 
permasalahan yang belum selesai 
terutama menyangkut kondisi 
keuangan perusahaan yang babak 
belur akibat pembayaran uang 
sewa (rental fee) perpanjangan 
kontrak JICT yang tetap dijalankan, 
mulai dilakukan komunikasi 
antara SP JICT dengan Direksi 
JICT dan Direksi Pelindo II. Hal 
ini menghasilkan kesepakatan 
untuk membuat situasi yang lebih 
kondusif. 


Namun tidak adanya solusi konkret 
dari Direksi JICT dan Pelindo II terkait 
pembayaran uang sewa (rental fee) 
perpanjangan kontrak yang masih 
belum jelas statusnya, menyebabkan 
kembali terjadi pergolakan di JICT. 
Mengingat pembayaran sewa 


cc 


Memasuki hari 
kelima aksi, alih-alih 
merespons tuntutan 

SP JICT, justru 

Menko Maritim, 

Meneg BUMN dan 
Menhub menyerang 
SP JICT dengan isu 

gaji besar. Surat 

peringatan 1 dan 2 
pun telah diterima 
oleh lebih dari 480 

anggota SP JICT. 
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Puncaknya, SP JICT memutuskan 
untuk melakukan aksi mogok 
kerja pada tanggal 3-10 Agustus 
2017, sebagai respons menentang 
kesewenang-wenangan direksi dan 
perpanjangan kontrak JICT jilid Il. 
Awalnya aksi direncanakan dimulai 
pada pukul 07.00 wib. Namun 
pada pukul 03.00 WIB Direktur 
Operasional JICT asal Korea, Kim 


Chang Su bersama sejumlah 
security dan aparat kepolisian 
datang dan memerintahkan 
seluruh pekerja untuk segera 


keluar. Ruang-ruang di JICT pun 
mereka kosongkan. Skenario lock- 
out dijalankan oleh manajemen. 
Aksi yang berlangsung selama lima 
hari itu pun melumpuhkan aktivitas 
bongkar muat di Tanjung Priok. 


Memasuki hari kelima aksi, alih-alih merespons 
tuntutan SP JICT, justru Menko Maritim, Meneg 
BUMN dan Menhub menyerang SP JICT dengan 
melontarkan isu gaji besar. Surat peringatan 1 dan 
2 pun telah diterima oleh lebih dari 480 anggota 
SP JICT. Atas saran berbagai pihak pengurus 
memutuskan untuk mengakhiri aksi mogok kerja 
pada tanggal 7 Agustus 2017 sore demi kepentingan 
yang lebih luas. Dari sini kita bisa melihat betapa 


SP JICT sedang melawan kekuatan besar. Dan ada 
indikasi bahwa manajemen sudah mengalokasikan 
biaya besar untuk melakukan pemecatan massal. 


Setelah peristiwa itu, SP JICT merespon dengan 
melakukan pelaporan baik di Kepolisian, 
Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Hubungan 
Industrial. Selain itu SP JICT melakukan advokasi 
dan kampanye sampai sekarang. I| 


Merah Putih di JICT 


erbagai bentuk penyampaian 

aspirasi dilakukan SP JICT sebagai 

ikhtiar untuk menghentikan 

perpanjangan kontrak yang terang 
merugikan negara. Pada awalnya, aspirasi 
tersebut disampaikan melalui dialog, 
seminar, diskusi dan lewat surat resmi 
kepada manajemen dan pemegang saham. 
Namun kemudian, mereka menyadari bahwa 
cara ini tak mempan mengubah kebijakan 
Pelindo II. Seiring waktu, dengan kebijakan 
Pelindo yang semakin arogan, maka usaha 
perlawanan SP JICT pun semakin masif. Inilah 
yang pada akhirnya menciptakan ketegangan 
di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. 


Eskalasi perlawanan SP JICT semakin masif 
pada setelah tanggal 22 Juni 2015 seiring 
adanya kesepakatan antara Pelindo II dan 
Hutchison untuk menambah nilai upront 
fee menjadi USD 215 juta. Sebelum itu, 
tepatnya pada 9 Juni 2015 keluar izin 
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prinsip dari Menteri BUMN. Dua hal itulah 
yang menjadi pegangan Pelindo II bahwa 
perpanjangan kontrak telah resmi dan bisa 
dilaksanakan. Merasa telah mendapatkan 
dua “besluit” Pelindo II pun secara agresif 
melaksanakan perjanjian dengan HPH, 
termasuk menekan oknum-oknum yang 
selama ini menolak peranjangan kontrak. 
Salah satu klausul komersial yang dijalankan 
adalah perubahan komposisi Direksi dan 
Komisaris JICT. 


Pada 7 Juli 2015, Direksi yang baru masuk 
ke JICT, Dani Rusli Utama, yang sebelumnya 
merupakan pejabat eksekutif di Pelindo II 
diangkat RJ Lino sebagai Dirut PT JICT. 


Aksi ini menyulut reaksi SP JICT. Mereka 
menolak kehadiran Dani Rusli yang dianggap 
sebagai simbol dimulainya pemberlakuan 
perpanjangan kontrak. SP JICT menilai, surat 
Kementerian BUMN tertanggal 9 Juni 2015 


tersebut tidak bisa dijadikan dasar pelaksanaan perpanjangan 
kontrak karena sifatnya hanya izin prinsip. Dengan kata lain, 
masih banyak perizinan yang belum beres. 


Sepanjang Juli 2015 itu, suasana tegang terjadi di lingkungan 
Pelabuhan Tanjung Priok, puncaknya pada tanggal 27 Juli 2015 
ada dua anggota SP JICT yang di PHK sepihak yang berujung 
aksi solidaritas stop operasi keesokan harinya. Setelah 
dimediasi Kapolda Metro Jaya, PHK tersebut dibatalkan. 


Setelah peristiwa 28 Juli 2015, ketegangan demi ketegangan 
terus berlanjut, SP JICT tetap menyampaikan aspirasi, salah satu 
nya dengan memasang spanduk, poster dan baliho yang isinya 
menolak perpanjangan kontrak dan meminta Pemerintah segera 
bertindak atas terbongkarnya berbagai kasus di Pelindo II. Selain 
itu, SP JICT juga memasang bendera dan kain merah putih di 
sejumlah tempat strategis, termasuk pada peralatan-peralatan 
kerja di lapangan. 


Di balik pemasangan dwi warna tersebut, seakan SP JICT ingin 
menyampaikan pesan semangat nasionalisme yang tengah bergelora 
di JICT sekaligus simbol “perebutan” JICT dari tangan asing. 


cc 


Di balik pemasangan 
dwi warna tersebut, 
seakan SP JICT 
ingin menyampaikan 
pesan semangat 
nasionalisme yang 
tengah bergelora di 
JICT sekaligus simbol 
“perebutan” JICT dari 
tangan asing. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Poster yang dirusak oleh preman- 
preman yang diduga suruhan 
Manajemen JICT. 
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Aksi demonstratif yang dilakukan SP JICT lewat 
simbol-simbol tersebut kian menyulut amarah 
RJ Lino. Dia menganggap atribut-atribut tersebut 
mengganggu kondusifitas kerja di Pelabuhan 
Tanjung Priok. 


Lino pun memerintahkan pihak security untuk 
mencopot spanduk dan poster-poster tersebut. 
Pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 2 siang, 
beberapa pengurus SP JICT turun ke lobby untuk 
menghadang rencana tersebut. Upaya pihak 
security gagal. Kegagalan ini tampaknya membuat 
Lino tak puas, ia merasa harus turun tangan 
sendiri. Hingga pada pukul 8 malam hari itu juga, 
Lino datang dengan membawa 300-an pasukan 
security yang berasal dari berbagai divisi kerja di 
Pelindo II. Tujuannya satu, mencopot spanduk dan 
poster yang dipasang SP JICT. Namun malam itu 
Lino harus pulang sembari menelan ludah: simbol- 
simbol perlawanan SP JICT itu gagal diturunkan 
dari tempatnya. 


Ketegangan berikutnya terjadi beberapa hari 
setelah itu. Ini dipicu oleh aksi RJ Lino yang ingin 
memastikan bahwa Direksi JICT dibawah Dani 
Rusli agar bisa bekerja di JICT. Sejak ditunjuk 
sebagai Dirut JICT pada 7 Juli 2015, praktis 
Dani Rusli tidak bisa berkantor di perusahaan 
yang dipimpinnya itu. SP JICT terus melakukan 
penghadangan setiap kali mantan Direktur PT 
Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) hendak 
memasuki kantornya. 


Siang hari Lino benar-benar datang. Mantan 
eksekutif sebuah perusahaan pelabuhan Cina 
tesebut datang dengan mengendarai sendiri 
mobil mini cooper miliknya. Tak hanya bersama 
Dani Rusli, ia dikawal tak kurang dari 350 petugas 
security yang membentuk formasi barikade bak 
pejabat tinggi negara. Pada hari itu Lino berhasil 
“mengantar” anak buah kesayangannya itu 
memasuki ruangan Dirut JICT dan menggelar 
rapat singkat di lantai 7. Sekira setengah jam 
kemudian, Lino dan Dani Rusli keluar dari 
gedung. Mengendarai mobilnya, Lino berlalu 
dari gedung pusat tersebut sejumlah petugas 
security berlari-lari kecil membuntuti mobilnya. 
Namun Lino tak berhasil mencopot spanduk 
penolakan SP JICT. 


Upaya pencopotan spanduk terus dilakukan. 
Pihak security JICT terus melakukan pendekatan 
kepada SP JICT agar diizinkan mencopoti spanduk 
yang bertebaran di lingkungan Pelabuhan 
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Namun merah putih terus 
berkibar menghiasi langit 
Pelabuhan Tanjung Priok, 
sebuah simbol perlawanan 
tiada akhir anak-anak 
bangsa JICT yang bertekad 
mengembalikan JICT ke 
pangkuan negeri. 


Dirut Pelindo II RJ Lino 
disertai 300 security 
datang menggeruduk 
JICT. Kedatangan 

RJ Lino untuk 
kesekian kali dengan 
mengerahkan ratusan 
orang security ini 
untuk mencopot 
paksa semua 

atribut penolakan 
perpanjangan kontrak 
JICT. 


Tanjung Priok. Upaya tersebut dianggap tak berhasil, 
karena baru beberapa hari dicopot, spanduk dan poster 
kembali menghiasi sudut-sudut kantor JICT. Pada bagian 
ini, Lino menganggap security JICT gagal menjalankan 
perintahnya. 


Maka kemudian ia mengerahkan sejumlah “preman” dari 
luar untuk mencopoti seluruh atribut penolakan yang 
dipasang SP JICT. Kejadian pencopotan serentak tersebut 
terjadi beberapa hari kemudian. Dini hari menjelang subuh, 
sejumlah orang dengan masker penutup wajah mencopoti 
spanduk dan poster-poster penolakan kontrak yang dipasang 
SP JICT. Namun merah putih terus berkibar menghiasi langit 
Pelabuhan Tanjung Priok: sebuah simbol perlawanan tiada 
akhir anak-anak bangsa JICT yang bertekad mengembalikan 
JICT ke pangkuan negeri.| 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Nabok Nyilih Tangan 


ika menilik ke belakang, arogansi Dirut Pelindo II RJ Lino 

sebenarnya sudah terlihat sejak sebelum isu tentang 

perpanjangan konsesi HPH di JICT berhembus. Sebut saja 

sikapnya saat menyikapi perlawanan petinggi-petinggi 
Pelindo II atas kebijakannya yang tampak tanpa pertimbangan 
kemampuan perusahaan dan uncontrolled. 


Waktu itu, akhir tahun 2013 dan awal tahun 2014 terjadi 
sejolak cukup besar di Pelindo II. Salah satu Direktur 
Pelindo Il mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan 
mundur ini kemudian diikuti oleh 30-an pejabat Pelindo II setingkat 
manajer, senior manajer dan general manajer. Ke-tigapuluh-an 
orang pejabat yang mundur ini biasa disebut sebagai Kelompok 30 
(K-30). Mereka protes atas sikap dan keputusan Dirut Pelindo II yang 
ugal-ugalan berinvestasi tanpa melihat kemampuan perusahaan. 


Alih-alih mencoba memahami persoalan yang ada dan dengan cara 
baik-baik mencari solusi, RJ Lino justru memecat mereka dengan 
alasan telah mengundurkan diri. Padahal K-30 hanya meletakkan 
jabatannya sebagai manajer, senior manajer atau general manajer. 
Bukan mundur dari posisi sebagai pekerja Pelindo II. Perangai 
tangan besi itu dilanjutkan dengan penutupan kantor Sekretariat 
Serikat Pekerja Pelindo II. Aktivis-aktivis SP Pelindo II pun ditekan. 


Pemecatan itu sendiri terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama 
sebanyak 21 orang. Tahap kedua 12 orang dipecat setelah aksi 
mogok di berbagai cabang Pelindo II. Atas aksi sepihak itu, SP 
Pelindo II menggandeng Pakar Hukum Yusril Ihza Mahendra untuk 
menyelesaikannya karena sudah menyangkut ranah hubungan 
industrial. Dan Yusril pun kemudian melakukan somasi kepada 
Dirut Pelindo II. 


Persoalan utama yang ditentang SP Pelindo II adalah investasi 
terutama alat-alat dengan nilai triliunan rupiah yang dilakukan 
Direksi Pelindo II, bersifat dropping dan tanpa melihat kebutuhan 
masing-masing cabang. Akibatnya, banyak alat-alat yang dikirim ke 
cabang tidak termanfaatkan karena tidak sesuai kebutuhan. Alat- 
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alat itu pun terpaksa harus dilempar ke cabang 
lain. Dan lagi-lagi juga tidak sesuai kebutuhan. 
Karena itu SP Pelindo II melihat telah terjadinya 
over investment di hampir semua cabang Pelindo 
Il. Beberapa investasi di anak-anak perusahaan 
juga dinilai terlalu boros dan tidak terencana. 


Hal lain yang dipermasalahkan adalah investasi 
pengembangan Pelabuhan Sorong dan Pendulum 
Nusantara yang tampak tidak terkonsep dengan 
baik. Juga tentang sewa konsultan asing dengantarif 
mahal, namun kajian-kajiannya tidak applicable 
karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 
yang ada. Sementara di saat bersamaan, Pelindo 
Il harus membayar pinjaman 
ke sindikasi bank dalam negeri 

sekitar Rp 4 triliun. Khawatir cc 
dengan kondisi perusahaan, 
beberapa pejabat itu pun protes 
dengan meletakkan jabatannya. 
Ini dilakukan setelah beberapa 
kali saran dan masukan mereka 
dianggap angin lalu oleh RJ Lino. 


Di sisi lain, untuk menutupi 
sifat arogansinya RJ Lino pun 
berusaha tampil sebagai sosok 
yang transparan. Dalam memuluskan agendanya 
memperpanjang konsesi HPH di JICT, RJ Lino 
membentuk membentuk Oversight Committee 
(OC/Komite Pengawas) pada Februari 2013. 
Komite Pengawas itu terdiri dari tokoh-tokoh 
terkenal di bidang hukum, ekonomi dan 


keuangan, yaitu: mantan Pimpinan KPK Erry 
Riyana Hardjapamekas dan Chandra Hamzah, 
keuangan Lin 


ekonom Faisal Basri, analis 


Sebagai anak 
bangsa, kami 
punya hak 
untuk menjaga 
aset bangsa. 


Che Wei, petinggi Transparansi Internasional 
Indonesia (TII) Natalia Soebagjo, dan analis 
pasar modal Ahmad Fikri Assegaf. 


Pembentukan OC ini tak ubahnya peribahasa 
Jawa “Nabok nyilih tangan” yang artinya 
“Memukul melalui tangan pihak lain”. Toh meski 
bertugas untuk mengawasi proyek-proyek yang 
berjalan di Pelindo Il, namun kenyataannya 
mereka  menjadi—meminjam istilah yang 
digunakan anggota Pansus Pelindo II DPR RI, 
Desmond J Mahesa—semacam “anjing penjaga” 
bagi proyek perpanjangan konsesi JICT. Faisal 
Basri misalnya, secara tegas menyatakan proses 
perpanjangan itu dilakukan secara 
transparan dan bisa memberikan 
keuntungan besar kepada negara. 


Suatu hari Ketua OC Erry Riyana 
memanggil ketua SP JICT. Dalam 
pertemuan yang juga dihadiri Chandra 
Hamzah itu, Erry menekan SPJICT untuk 
menghentikan aksi-aksi penolakan 
perpanjangan konsesi JICT. Tekanan itu 
diungkapkan dalam pernyataan, “Anda 
ingin bicara baik-baik atau dengan 
kekerasan?” saat bicara dengan ketua 
SP JICT. Erry juga mengatakan bahwa pekerja 
JICT tidak punya hak menolak perpanjangan itu. 
Dan ketika dijawab, “Sebagai anak bangsa, kami 
punya hak untuk menjaga aset bangsa,” Erry 
tampak berang dan dengan arogan mengatakan 
dirinyalah yang lebih berhak atas hal itu karena 
dia pernah menjabat sebagai pimpinan KPK. 


Pada akhirnya OC pun dibubarkan setelah 
mereka dipanggil oleh Pansus Pelindo II untuk 


6 anggota pengawas yang dibentuk 
Direksi Pelindo Il untuk mengawal 
kebijakan RJ Lino. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Koran Tempo, 9 Agustus 2014. 


dimintai keterangan seputar perpanjangan 
kontrak JICT. Dalam rapat di DPR itu, sejumlah 
anggota Pansus menyebut OC sebagai komite 
ilegal karena tidak memiliki landasan hukum. 
Seharusnya yang berhak membentuk OC itu 
adalah dewan komisaris, bukan direksi. Karena 
itulah gaji besar yang mereka dapatkan pun 
dinilai sebagai uang haram. Bahkan keberadaan 
OC itu sendiri dianggap sebagai “anjing penjaga” - 
nya Direksi Pelindo II. 


Tak mempan dengan semua itu, Direksi Pelindo II 
menggunakan “teror bahasa dan wacana”. Pada 
Agustus 2014 misalnya, pasca aksi damai di Istana 
Negara, sebuah korannasional memuat pernyataan 
Dirut Pelindo II RJ Lino bahwa “Penolak Hutchison 
adalah Musuh Negara.” Pernyataan itu tertulis tebal 
di headline dengan background gambar aksi SP JICT 
sehari sebelumnya. Memang, saat konferensi pers 
di kantornya pada 8 Agustus 2014, RJ Lino secara 
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tegas menyatakan, “Negara diuntungkan (dengan 
perpanjangan kontrak JICT), dan saya ingin bilang, 
siapa yang tidak setuju dengan hal ini adalah 
musuh negara, bukan (musuh) saya.” 


Wacana  “penolak  HPH musuh negara” 
tampaknya sengaja diproduksi oleh RJ Lino dan 
pihak-pihak pendukungnya untuk membangun 
opini publik yang negatif terhadap aksi-aksi 
penolakan perpanjangan konsesi JICT. Dan 
sebaliknya, RJ Lino juga hendak menyatakan 
kepada masyarakat bahwa dia adalah pahlawan 
negara. Produksi wacana ini terus diulang-ulang 
dengan berbagai ungkapan yang mengandung 
kesamaan makna. 


Selain “musuh negara,” ungkapan lainnya adalah 
“tidak nasionalis,” “bandit,” “sabotase,” terlontar 
dari mulut RJ Lino. Pada suatu kesempatan, saat 
menghadapi demo pekerja JICT di kantornya, RJ 
Lino juga menggunakan diksi “kriminal” terhadap 


aksi pekerja JICT itu. Bukan hanya RJ Lino, 
Frederick Yunadi selaku kuasa hukumnya juga 
menyebut serikat pekerja JICT menganut faham 
PKI (komunis). 


Namun wacana “musuh negara” atau “tidak 
nasionalis” yang hendak disematkan ke aksi- 
aksi penolakan perpanjangan kontrak JICT 
ternyata tampaknya tidak mendapat respons 
dari masyarakat. Masyarakat tentu berpikir, 
bagaimana mungkin penolakan terhadap 
penguasaan aset bangsa oleh asing dapat 
dianggap sebagai tidak nasionalis? Justru 
penolakan itu menjadi bukti keinginan anak- 
anak bangsa untuk mandiri dalam mengelola 
aset negara. 


Usaha men-downgrade aksi anak-anak bangsa 
di JICT terus berlangsung. Kali ini dengan isu 
baru, “para pekerja itu tidak puas dengan gaji 
tinggi yang selama ini mereka nikmati.” Dengan 
tudingan ini mereka hendak memberikan 
gambaran kepada masyarakat bahwa aksi-aksi 
pekerja JICT itu tidak lebih dari sekadar kedok 
untuk mendapat penghasilan lebih. Untuk 
memperkuat citra negatif ini, isu lainnya pun 
dihembuskan, “Gaji pekerja JICT tertinggi nomor 
dua se-dunia.” 


Wacana baru yang menggambarkan pekerja JICT 
sebagai manusia-manusia yang kurang bersyukur 
itu pun secara masif dihembuskan. Bukan hanya 
direksi, beberapa media massa dan menteri pun 
mereproduksinya berulang-ulang. Saat ditanya 
oleh wartawan, Menko Kemaritiman Luhut 
Binsar Panjaitan dengan jelas menjawab, “Kalau 
bicara remunerasi, mereka kan jauh lebih besar 
dibanding yang lainnya. Bahkan nomor dua 
tertinggi di dunia.” 


Namun isu ini dibantah oleh Serikat Pekerja JICT. 
“Gaji kami memang di atas UMR. Namun tidak 
sebesar seperti isu yang berkembang di luar. 
Apalagi disebut tertinggi nomor dua di dunia,” 
ujar Firman, Sekretaris Jendral SP JICT. 


Menurut Firman, SP JICT berafiliasi dengan serikat 
pekerja kepelabuhanan di dunia. Dari afilisasi 
tersebut didapatkan data bahwa gaji pegawai JICT 
masih jauh jika dibandingkan dengan pegawai di 
Amerika Serikat (AS) dan Eropa. “Di AS dan Eropa 


gaji tertinggi per bulan bisa dapat hingga Rp 57 
juta. Jadi kita itu sebenarnya masih jauh, tidak 
benar kalau kita masuk yang tertinggi,” tegas 
Firman. 


Pun demikian, tidak cukup masuk akal menuduh 
aksi-aksi itu hanya semata-mata faktor gaji dan 
penghasilan. Jika memang tertinggi nomor 
dua sedunia, tentu saja pekerja JICT tidak 
perlu membuat segala macam aksi. Mereka 
cukup bekerja dengan baik dan menikmati 
kesejahteraannya. Untuk apa menggelar aksi jika 
sudah sejahtera? 


Di titik ini terlihat isu tersebut memang sengaja 
disebarkan untuk mengaburkan permasalahan 
pokok dalam diri Pelindo Il dan JICT, yaitu 
perpanjangan kontrak asing atas JICT. Dengan 
isu itu diharapkan masyarakat lupa akan problem 
inti yang terjadi dalam proses perpanjangan 
kontrak JICT, mental para pekerja pun jatuh 
karena dipandang negatif oleh masyarakat, dan 
akhirnya kontrak asing atas JICT itu pun bisa 
berjalan mulus tanpa rintangan berarti. | 
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Wacana “musuh negara” yang 
dilontarkan RJ Lino kepada 
SP JICT tidak mendapat respons 
masyarakat. Masyarakat tentu 
berpikir, bagaimana mungkin 
penolakan terhadap penguasaan 
aset bangsa oleh asing dapat 
dianggap sebagai tidak 
nasionalis? Justru penolakan itu 
menjadi bukti keinginan anak- 
anak bangsa untuk mandiri 
dalam mengelola aset negara. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Hadirnya Dewa Penolong 


“Sesungguhnya bersama 
kesulitan, terdapat kemudahan.” 


eski mendapat banyak 
tekanan, bukan berarti langkah 
menyelamatkan aset nasional 
selamanya dipenuhi kesulitan. 


Dalam kusut masai perjuangan itu, pengurus SP 
JICT secara tidak terduga mendapat dukungan 
dari berbagai pihak. Dukungan yang kemudian 
membongkar kebobrokan-kebobrokan dalam 
pengelolaan Pelindo II dan JICT-TPK Koja. 


Ceritanya berawal ketika tanpa diduga, pengurus 
JICT mendapat pesan dari orang tak dikenal. 
Dengan menggunakan berbagai media, dia 
secara periodik menyuplai berbagai informasi 
terkait perpanjangan kontrak JICT. Dengan 
data-data inilah, SP JICT semakin yakin dengan 
ketidakberesan dalam Pelindo II. Dan dengan 
data-data itu pula, perjuangan penyelamatan 
aset bangsa bisa melaju ke Bareskrim Polri, KPK, 
dan pimpinan DPR, hingga terbentuk Pansus 
Pelindo II. 


Tidak mudah berkomunikasi dengan sumber 
anonim ini. Dia begitu berhati-hati dan 
waspada. Pola komunikasinya satu arah. Hanya 
dia yang bisa menghubungi pengurus JICT. 
Ini bisa dimengerti mengingat dengan segala 
kekuasaan dan modal yang dimilikinya, pihak 
lain yang tidak suka dengan perjuangan SP JICT 
bisa melakukan apa saja demi ambisinya. Dan 
ini pun terbukti dengan kasus perusakan kaca 
mobil Ketua Umum SP JICT. 


Dukungan terhadap perjuangan SP JICT dalam 
merebut kedaulatan ekonomi dan maritim 
nasional juga berdatangan dari pihak luar. 
Mirah Sumirat Presiden Asosiasi Serikat Pekerja 
Indonesia (ASPEK Indonesia) dan Sharon James 
dari ITF (International Transport Workers' 
Federation) datang langsung ke aksi damai SP 


Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta 


II Mn in 


JICT menolak perpanjangan konsesi. Dukungan 
juga datang dari berbagai tokoh nasional seperti 
mantan Mensesneg Bondan Gunawan dan 
ekonom Rizal Ramli. 


Dukungan Rizal Ramli sudah disuarakan sejak 
ia menjabat sebagai Menko Kemaritiman. 
Menurutnya, kasus JICT itu mirip dengan 
Freeport. Keduanya diperpanjang jauh sebelum 
masa kontraknya habis. Perpanjangan kontrak 
konsesi tersebut dinilai Rizal Ramli melanggar 
UU 17/2008 Tentang Pelayaran. Dijelaskan, 
sesuai dengan pasal 82 yang berhak memberikan 
konsesi adalah Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai 
wakil pemerintah, bukan direksi Pelindo. 


Namun belum genap setahun menjabat Menko 
Kemaritiman, tokoh yang juga tegas menolak 
proyek pulau reklamasi itu pun harus tersingkir 
dari Kabinet Kerja. Presiden Jokowi kemudian 
mendudukkan Luhut Binsar Panjaitan di jabatan 
menteri strategis yang sebelumnya diampu Rizal 
Ramli itu. 


Selain dari mereka, perjuangan SP JICT juga 
disambut baik oleh banyak tokoh lain. Mereka 
disambut baik oleh Kepala Bareskrim Budi Waseso 
saat melaporkan dugaan pelanggaran hukum 
yang dilakukan direksi Pelindo II. Menindaklanjuti 
itu, Bareskrim pun melakukan pemeriksaan 


IN TI | 


di Kantor Pelindo Il untuk mengumpulkan 
bukti-bukti. Namun sayang, drama telepon 
antara RJ Lino dengan pejabat negara, yang 
diiringi dengan mutasi Kepala Bareskrim tak 
lama setelahnya, telah membonsai upaya 
penegakan hukum itu. 


Sambutan baik juga datang dari sejumlah 
pimpinan fraksi dan komisi di DPR RI, yang 
kemudian diwujudkan dengan pembentukan 
Panitia Kerja (Panja) dan Pansus Pelindo II. 
Dari sinilah pintu terang semakin terbuka. 
Dan hasil audit investigatif terhadap 
perpanjangan konsesi JICT yang dilakukan BPK 
atas permintaan Pansus Pelindo II membuka 
segalanya. I| 


- 


Dukungan dari berbagai elemen untuk SP JICT. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin FEE 


Orang Kuat di Balik Lino 


enggerebekan Bareskrim Polri terhadap Pelindo II akhir Agustus 

2015 terkait pengadaan 10 mobile crane menjadi momen 

penting untuk mengungkap kasus-kasus yang ada di Pelindo 

Il. Tapi apa lacur, bukan kasusnya yang terungkap dan menjadi 
terang benderang, malahan Kepala Bareskrim Polri yang dimutasi ke 
BNN. Santer terdengar saat itu, RJ Lino selaku Dirut Pelindo II memiliki 
pengaruh besar di kalangan pejabat negara. 


Pasalnya saat penggerebekan itu, RJ Lino segera menghubungi 
beberapa pejabat. RJ Lino langsung mengontak Kepala Bappenas 
Sofyan Djalil dan meminta Sofyan menyampaikan ancaman 
pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 


Berikut ini transkrip lengkap percakapan keduanya yang secara 
sengaja diperdengarkan RJ Lino kepada para awak media, dikutip dari 
Detik.com. 


Sofyan: 
Kenapa Pak RJ Lino? 


Ada apa? 


Hmmm... 


Yang dulu itu? 


Memang ada yang lapor? 
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Ya. Ya. ya.. terus? 


Terus bagaimana sekarang? 


Ditelepon Pak Tito? Pak Kapolda? 
(Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito 
Karnavian-red). 


Ibu Rini Sumarno (Menteri BUMN) 
gimana? 


Dasarnya apa? 


AA, 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Kejahatan yang Tak Terampuni 


elain intimidasi dan isu-isu yang tidak 

benar, SP JICT juga dituding sengaja 

menyasar Lino. Tuduhan sumir semacam 

ini terus dihembuskan pihak-pihak 
tertentu di tengah aksi-aksi serikat pekerja 
menolak perpanjangan kontrak. 


“Ini perlu kami tegaskan. Sejak awal, kami tidak 
pernah punya target menjatuhkan siapapun. 
Aksi kami tidak menyasar kepentingan apapun. 
Tujuan aksi kami jelas untuk membatalkan 
perpanjangan kontrak JICT yang kami nilai cacat 
prosedur dan cacat hukum,” ujar salah seorang 
pegiat aksi dalam sebuah wawancara. 


Dan benar saja, ketika akhirnya Lino ditetapkan 
sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan 
korupsi 3 OCC, aksi penolakan tak berhenti. 
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Faktanya kontrak dengan HPH sudah resmi 
diteken yang artinya secara de facto dan de 
jure JICT sudah digadaikan ke asing dengan 
mengorbankan 49X sahamnya. Dan faktanya 
lagi aktor di balik perpanjangan kontrak tersebut 
sekaligus selaku si peneken kontrak tak lain 
dan tak bukan adalah RJ Lino. Maka wajar jika 
kemudian para pekerja JICT menilai Lino sebagai 
“biang kerok” yang menyebabkan JICT harus 
tergadai ke pihak asing selama dua dasawarsa 
ke depan, sebuah kejahatan yang tak terampuni. 


Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Angket 
Pelindo II, Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Sumber Daya ketika itu, Rizal 
Ramli buka-bukaan menguak 7 pelanggaran 
Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino. IJ 


7 Pelanggaran RJ Lino di mata Rizal Ramli 


1. 


Perpanjangan kontrak JICT dengan Hutchison 
tidak berdasarkan aturan, ini yang pertama. 
Seharusnya berakhir 27 Maret 2019, tapi 
perpanjangan dipercepat 2014. Ini tidak ada 
bedanya dengan kasus Freeport. 


4. 


Tidak mematuhi surat Dewan Komisaris 
Pelindo II. Komisaris Utama Pelindo II, 
Luky Eko Wuryanto telah mengingatkan RJ 
Lino dengan surat tanggal 23 Maret 2015 
agar melakukan revaluasi dan negosiasi ulang 
dengan HPH merevisi besaran up front fee. 


5. 


Melanggar prinsip transparansi dengan tidak 
melalui tender. Perpanjangan tidak dilakukan 
dengan tender terbuka sehingga harga optimal 
atau base value tidak tercapai. Sehingga bisa 
terkena tuntutan Post Bider Claim yang melekat 
dari peserta tender 1999. 


2. 


Memperpanjang perjanjian tanpa melakukan 
perjanjian konsesi lebih dulu dengan otoritas 
pelabuhan utama Tanjung Priok sebagai 


regulator. Artinya melanggar Undang- 


Undang (UU) Nomor 17 tahun 2008 tentang 


Pelayaran pasal 82 ayat 4, pasal 92 
dan pasal 344 ayat 1. 


3. 


Tidak mematuhi surat kepala kantor 
otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok 
tentang konsesi. Kepala kantor otoritas 

telah memperingatkan RJ lino dengan 

surat tertanggal 6 Agustus 2014 agar 
tidak memperpanjang perjanjian sebelum 
memperoleh konsesi dari kantor otoritas 

pelabuhan utama Tanjung Priok. 


6. 


Melanggar keputusan komisaris Pelindo II 
mengenai perlunya konsesi dan pendapat 
Jamdatun tidak tepat. Mengabaikan 
keputusan Dewan Komisaris Pelindo II yang 
ditandatangani komisaris utama Tumpak 
Hatorangan Panggabean pada 30 Juli 2015, 
yang intinya pendapat Jamdatun tidak tepat 
karena tidak mempertimbangkan UU Nomor 
17 tahun 2008 tentang masalah konsesi. 


7. 


Perpanjangan kontrak ini menimbulkan potensi kerugian negara. 
Karena harga jual lebih murah dimana pada periode 1999 saat 
perjanjian lama, up front fee payment USS 215 jutatUSS 218 juta, 
sedangkan harga jual pada perpanjangan kontrak hanya US$ 215 juta. 


LL —— 


BAB IV 


“Kami akan mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik” 
(butir ke-7 Nawacita). Inilah 
yang membuat para pekerja 
JICT menaruh harapan besar 


 — pada Pemerintahan-dokowi: — ta 
| agar-membatalkan perpanjangan --— 


kontrak Hutchison Port Holding” 
atas PT JICT. Akankah bertepuk 


0 -. sebelah tangan? 
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"Kami akan mewujudkan kemandirian 
ekonomi dengan menggerakkan sektor- 
sektor strategis ekonomi domestik” 


(butir ke-7 Nawacita). Inilah yang membuat para pekerja JICT menaruh 
harapan besar pada Pemerintahan Jokowi-JK agar membatalkan 
perpanjangan kontrak Hutchison Port Holding atas PT JICT. 
Akankah bertepuk sebelah tangan? 


Trisakti Dan Janji Berdikari 


risakti menjadi “dogma” yang terus dikhotbahkan oleh 
pemerintahan Jokowi-JK. Semenjak awal, kedua pasangan itu 
gencar mengampanyekan “kesaktian Trisakti” untuk membangun 
kedaulatan bangsa. 


Konsep Trisakti sudah lama diperkenalkan Bung Karno. Pada pidato berjudul 
“Tahun Vivere Pericoloso (Tavip)” pada 17 Agustus 1964 Bung Karno 
mengungkapkan tiga hal penting bagi Indonesia untuk bangkit menjadi 
bangsa yang besar. Pertama, “Berdaulat dalam politik”. Kedua, “Berdikari 
dalam ekonomi”. Dan ketiga, “Berkepribadian dalam kebudayaan.” Konsep 
ini kemudian ditegaskan lagi dalam pidatonya pada 17 Agustus 1965 dengan 
judul “Berdikari”. 


Khusus ihwal berdikari di bidang ekonomi, di ujung kekuasaannya lewat 
pidato Nawaksara, 22 Juni 1966, Bung Karno kembali mengingatkan: 
“Terutama prinsip Berdikari di bidang ekonomi! Sebab dalam keadaan 
perekonomian bagaimana pun sulitnya, saya minta jangan dilepaskan 
jiwa Self-reliance' ini, jiwa percaya kepada kekuatan-diri sendiri, jiwa self- 
help atau jiwa berdikari.” 


Cita kemandirian bangsa yang diungkapkan Bung Karno dalam konsep Trisakti 
sesungguhnya didasari oleh keinsafan sang proklamator akan belum usainya 
revolusi Indonesia. Menurutnya, Indonesia memang telah merdeka dari 
kolonialisme fisik-militer. Namun kedaulatan bangsa masih tetap terancam 
oleh kekuatan neo-kolonialisme dan imperialisme (neokolim) khususnya di 
bidang politik-ekonomi-budaya. Bung Karno meyakini, mustahil kedaulatan 
ekonomi bisa diraih bila kita masih tergantung pada modal asing. 


Konsep Bung Karno ini kemudian dicoba dihidupkan kembali oleh Jokowi- 
JK. Dalam visi, misi dan program aksi yang disampaikan ke KPU, Jokowi-JK 
melihat problem utama bangsa Indonesia ada tiga: 
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Ekonomi Berdikari Sukarno (sumber foto. http://koransulindo.com) 


(1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian 
nasional, dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Dan 
kata kunci yang ditawarkan Jokowi-JK untuk menangani ketiga problem inti itu 
adalah menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti sebagai ideologi yang 
memandu arah bangsa. 


Konsep Trisakti itu kemudian dijabarkan oleh Jokowi-JK sebagai berikut: 


1) Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam 
pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan 
hikmat kebijaksanaan dalam  permusyawaratan 
perwakilan. 


2) Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam 

pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan 

| | rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam 

i | | | , pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam 
pembentukan produksi dan distribusi nasional. 


3) Kepribadian dalam kebudayaan diwujudkan melalui 

pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang 

berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman 

& v sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan 

, | implementasi demokrasi politik dan demokrasi 
ekonomi Indonesia masa depan. 
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Penjabaran itu kemudian dirumuskan 
dalam sebuah visi “Terwujudnya 
Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri 
dan Berkepribadian Berlandaskan 
Gotong-Royong,” dan diterjemahkan 
dalam misi sebagai berikut: 


1. Mewujudkan keamanan nasional 
yang mampu menjaga kedaulatan 
wilayah, menopang kemandirian 
ekonomi dengan mengamankan 


sumberdaya maritim, dan 
mencerminkan kepribadian 
Indonesia sebagai negara 
kepulauan. 


2. Mewujudkan masyarakat maju, 
berkeseimbangan dan demokratis 
berlandaskan negara hukum. 


3. Mewujudkan politik luar negeri 
bebas-aktif dan memperkuat jati 
diri sebagai negara maritim. 


4. Mewujudkan kualitas hidup 
manusia Indonesia yang tinggi, 
maju dan sejahtera. 


5. Mewujudkan 
berdaya-saing. 


bangsa yang 


6. Mewujudkan Indonesia menjadi 
negara maritim yang mandiri, 
maju, kuat, dan berbasiskan 
kepentingan nasional. 


7. Mewujudkan masyarakat 
yang berkepribadian dalam 
kebudayaan. 


Untuk mewujudkan impian ini, Jokowi- 
JK menawarkan 12 agenda strategis 
dalam mewujudkan Indonesia yang 
berdaulat dalam bidang politik, 
16 agenda strategis untuk menuju 
Indonesia yang berdikari dalam bidang 
ekonomi dan 3 agenda strategis untuk 
Indonesia yang berkepribadian dalam 
kebudayaan. 


Ketiga puluh satu agenda strategis 
itu kemudian diperas lagi menjadi 
sembilan agenda prioritas dalam 
pemerintahan Jokowi-JK. Dalam 
bidang kemandirian ekonomi program 


prioritas Jokowi-JK dirumuskan pada 
poin 6 dan 7, yaitu: Meningkatkan 
produktivitas rakyat dan daya saing di 
pasar internasional: dan Mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan 
menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik. 


Kemandirian ekonomi yang 
dijanjikan Jokowi-JK inilah terletak 
mimpi SP JICT dan seluruh rakyat 
Indonesia. Sebagai sektor strategis, 
pelabuhan harus dikelola sebaik- 
baiknya oleh bangsa sendiri demi 
mewujudkan kemandirian ekonomi 
dan kesejahteraan rakyat. Impian 
ini sesungguhnya pernah berbunga 
saat Menko Kemaritiman Rizal Ramli 
begitu getol menentang perpanjangan 
kontrak JICT dan pulau reklamasi. 


Impian itu juga sempat mendapat 
secercah harapan ketika SP JICT 
menemui Luhut Binsar Panjaitan 
yang saat itu menjabat Kepala 
Staf Kepresidenan. Saat itu Luhut 


menyatakan akan menyampaikan 
aspirasi SP JICT untuk menolak 
perpanjangan konsesi kepada 


Presiden Jokowi. Bahkan saat itu 
dengan tegas Luhut mengungkapkan 
keyakinannya, “Saya yakin Presiden 
setuju dengan aspirasi ini. Karena 
sesuai dengan visi beliau dan program 
Tol Lautnya.” 


Namun impian itu perlahan redup 
ketika mantan Duta Besar Republik 
Indonesia untuk Singapura itu justru 
berkomentar negatif terhadap aksi- 
aksi yang dilakukan SP JICT. Toh 
begitu, kendatipun diserang dengan 


berbagai statement dan tuduhan 
negatif, gerakan menyelamatkan 
aset bangsa yang dimotori para 


pekerja JICT tak benar-benar padam. 
Sebaliknya, berbagai rintangan dan 
hambatan itu—didukung hasil audit 
lembaga negara—kian meyakinkan 
para pekerja JICT bahwa mereka 
tengah berjalan di alur yang benar. || 
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Nawacita: 
Berdikari di Bidang Ekonomi. 
Sekadar Mimpi? 


eski kasus-kasus yang terjadi di 
lingkungan Pelindo II begitu heboh, 
namun hingga kini belum terlihat 
ketegasan sikap Jokowi selaku 
Presiden RI. Padahal kasus di Pelindo II telah 
melahirkan Pansus di DPR RI, penggerebekan 
kantor Pelindo Il oleh Bareskrim, penetapan 
banyak petinggi Pelindo II sebagai tersangka oleh 
KPK dan Bareskrim, hingga lumpuhnya aktivitas 
bongkar muat di Tanjung Priok akibat aksi mogok, 
namun Presiden Jokowi sama sekali tidak bereaksi. 


Sikap “diam” seperti itu tentu saja menimbulkan 
sejumlah pertanyaan. “Bagaimana sebenarnya 
sikap Presiden atas perpanjangan kontrak JICT?, 
Apakah Jokowi setuju dengan perpanjangan kontrak 
atau menolaknya?” Pertanyaan-pertanyaan ini 
begitu penting dijawab untuk mengetahui sikap 
pemerintah yang sesungguhnya. 


Alih-alih mendapatkan ketegasan sikap dari 
pemimpin negeri, yang terjadi justru pesimisme 
yang merebak akibat ke-acuh-an itu. Malahan, 
berbagai peristiwa politik yang mengiringi 
berbagai kejadian di Pelindo II memberikan sinyal 
negatif atas hal itu. Bukan ketegasan sikap untuk 
mewujudkan janji-janji kemandirian ekonomi 
bangsa sebagaimana yang pernah diungkapkan 
dalam kampanye, sinyal negatif itu justru 
memberikan gambaran yang sebaliknya. 


Lihat saja, ketegasan sikap Menko Kemaritiman 
Rizal Ramli dalam menolak perpanjangan kontrak 
JICT dan TPK Koja serta berbagai proyek ambisius 
semacam pulau reklamasi, justru berbuah 
reshuffle. Rizal Ramli pun tersingkir dari kabinet 
dan digantikan Luhut Binsar Panjaitan. Pun 
demikian yang dialami Kepala Bareskrim yang 
harus dimutasi setelah berupaya mengungkap 
kasus korupsi di Pelindo II. 


Impian kemandirian ekonomi itu terlihat semakin 
pudar manakala sikap “diam” pemimpin negeri 
ini dikaitkan dengan sikap agresifnya dalam 
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menumpuk utang. Harian Republika (22/2/ 2018) 
mencatat, data Bank Indonesia (BI) menunjukkan 
bahwa Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 
melonjak 10,1 persen. Pada kuartal IV 2017, utang 
luar negeri telah mencapai 352,2 miliar dolar AS 
atau setara Rp 4.757 triliun. Dan ULN itu diklaim 
dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan 
infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya. 


BI menyatakan, jumlah ULN itu tergolong masih 
aman karena struktur ULN Indonesia masih 
didominasi utang jangka panjang. Perinciannya, 
ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 
persen dari total ULN dan pada akhir kuartal IV 
2017 tumbuh 8,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN 
berjangka pendek tumbuh 20,7 persen (yoy). Rasio 
ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) pada akhir November 2017 yang tercatat 


stabil di kisaran 34 persen, diklaim pemerintah 
masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata 
negara lain sekawasan. 


Pernyataan BI ini diamini Menko Perekonomian 
Darmin Nasution. Menurutnya, utang itu tidak 
selamanya buruk. Negara maju seperti Jepang 
dan Amerika Serikat tetap memiliki utang untuk 
mendorong perekonomian. Yang terpenting, 
tegasnya, utang itu digunakan untuk hal-hal 
produktif. Jika Indonesia tidak mengambil opsi tidak 
berutang, maka konsekuensinya pertumbuhan 
perekonomian hanya 3-4 persen dan target yaitu 
5,2 persen tidak akan tercapai. 


Namun klaim seperti ini dipertanyakan sejumlah 
ekonom. Ekonom senior Institute for Development 
of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo 
mempertanyakan klaim peningkatan utang untuk 


Perkembangan Utang 


kegiatan produktif. Sebab, infrastruktur yang 
menjadi sektor unggulan pemerintah saat ini 
justru memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja 
yang rendah. “Itu artinya, tambahan utang yang 
akan membebani generasi masa depan itu belum 
produktif dari sisi penciptaan lapangan kerja,” 
ujarnya. 


Lebih lanjut dijelaskan, pembangunan 
infrastruktur yang banyak digenjot pemerintah 
adalah jalan tol. Minim untuk fasilitas perkotaan 
seperti pembangunan gorong-gorong, trotoar, 
rusun, dan fasilitas publik yang banyak menyerap 
tenaga kerja. Padahal, dana yang besar ke 
infrastruktur itu seharusnya bisa dipakai untuk 
mendorong peningkatan tenaga kerja. Selain itu, 
dana bisa dialokasikan ke infrastruktur pedesaan 
yang bisa banyak penyerapan tenaga kerja. Lebih 
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dari itu, penambahan utang juga tidak banyak mendorong 
pertumbuhan ekonomi maupun daya beli masyarakat. Utang 
luar negeri yang menumpuk ini malah terus menggoyang 
stabilitas nilai tukar rupiah. 


Besaran ULN yang diklaim masih aman juga dipertanyakan 
Ichsanuddin Noorsy. Menurut  Noorsy, Bank Dunia 
menempatkan utang luar negeri Indonesia di level bahaya. 
Sebab, jika beban utang luar negeri suatu negara itu 
fluktuasinya mencapai 30X, maka dalam level bahaya. Padahal 
Bank Dunia telah menempatkan Indonesia pada level tersebut, 
dengan fluktuasi beban utang luar negeri sebesar 34,084. 


Pernyataan Noorsy ini dikuatkan pengamat ekonomi Indef, 
Bhima Yudhistira. Menurut Bhima, jumlah utang luar negeri 
RI yang sudah mencapai Rp 4 ribu triliun itu perlu diwaspadai 
karena sudah masuk lampu kuning. Pertumbuhan utang 
luar negeri pemerintah yang kian pesat melampaui utang 
swasta dilihat Bhima sebagai kondisi yang anomali. Dengan 
bertambahnya utang tersebut, Bhima khawatir kemampuan 
bayar utang oleh pemerintah semakin menurun. Apalagi 
prospek penerimaan pajak di 2018 akan sulit terealisasi. 


Memang, negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat 
tetap memiliki utang untuk mendorong perekonomiannya. 
Namun kondisi kedua negara tersebut berbeda dengan 
ndonesia. Meski memiliki utang, negara-negara itu masih 
memiliki cadangan devisa yang cukup dan sumber lain 
untuk membayar utangnya. Di saat yang bersamaan mereka 
juga memberikan pinjaman di banyak negara. Dengan 
pinjaman yang diberikan ke negara lain itu, mereka bisa 
mendapat pemasukan untuk membayar utang-utangnya. 
Jepang umpamanya, seperti yang dilaporkan metrotvnews. 
com (19/10/17), menyebutkan bahwa Jepang memberikan 
utang ke Indonesia sebesar Rp 191,57 triliun. 


Pembangunan infrastruktur yang banyak digenjot pemerintah 
adalah jalan tol. Minim untuk fasilitas perkotaan seperti 
pembangunan gorong-gorong, trotoar, rusun, dan fasilitas publik 
yang banyak menyerap tenaga kerja. Padahal, dana yang besar 
ke infrastruktur itu seharusnya bisa dipakai untuk mendorong 
peningkatan tenaga kerja. 
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Selain itu, dana bisa dialokasikan ke infrastruktur 
perdesaan yang bisa banyak penyerapan tenaga kerja. 
Lebih dari itu, penambahan utang juga tidak banyak 
mendorong pertumbuhan ekonomi maupun daya beli 
masyarakat. Utang luar negeri yang menumpuk ini 
malah terus menggoyang stabilitas nilai tukar rupiah. 
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Akibat dari utang yang besar itu, com/read/2016/10/26/200829626/ 
Pemerintah RI harus mengalokasikan tahun.2017.rp.221.triliun.untuk.bayar. 
anggaran besar untuk membayar  bunga.utang). 

utang. Sebagai catatan, pada 2017 
saja APBN mengalokasikan anggaran 
pengelolaan utang sebesar Rp 221 
trillun. Anggaran sebesar itu hanya 
untuk membayar bunga-nya saja. 
Belum cicilan pokoknya. Dengan rincian 
Rp 205,4 triliun untuk membayar bunga 
utang dalam negeri dan Rp 15,7 triliun 
untuk membayar bunga utang luar 
negeri (lihat http://ekonomi.kompas. 


Membandingkan utang Indonesia 
dengan utang Jepang juga tidak tepat. 
Bhima menjelaskan, rasio utang 
Jepang memang di atas 2006. Tapi 
lebih dari 5046 utang Jepang dipegang 
oleh bank Sentral Jepang. Sementara 
sisanya di kisaran 30X dipegang 
oleh residen atau penduduk Jepang. 
Artinya penduduk Jepang dan Bank 
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Sentral Jepang lah yang memberi pinjaman ke 
Pemerintahnya. 


Apa dampaknya kalau utang dipegang penduduk 
lokal? Dalam kondisi ekonomi global memburuk 
dan mengakibatkan investor melakukan penjualan 
bersih di pasar surat utang, Pemerintah Jepang tak 
terlalu pusing. Uang hasil penjualan utang tidak 
lari ke luar negeri, melainkan berputar-putar di 
dalam ekonomi Jepang. 


Berbeda dengan kondisi Indonesia. Sebesar 38,746 
surat utang Pemerintah dipegang oleh investor 
asing. Artinya, kondisi global seperti tren kenaikan 


cc 


Rupiah goyang, pasar 
saham goyang. Karena 
kedaulatan semakin 
dipegang pihak luar. 


Faisal Basri, dilansir dari 
Tempo.co (16/3/2018), 


bunga acuan fed rate, instabilitas geopolitik, dan 
gelombang proteksionisme negara-negara maju 
sangat sensitif terhadap pasar surat utang di 
Indonesia. Karena pasar keuangan sangat dangkal, 
sekali goncangan eksternal terjadi kaburlah 
dana-dana asing di surat utang (capital outflow|). 
Menurut Bhima, Rupiah keok saat ini ke angka 
13.700-an disebabkan oleh dana asing yang keluar 
dari pasar surat utang. 


Kekhawatiran Bhima itu diamini Faisal Basri. 
Seperti dilansir Tempo.co (16/3/2018), meski 
yakin pemerintah mampu membayar cicilan utang 
luar negeri, namun dosen Universitas Indonesia 
itu tetap khawatir karena sebagian besar utang 
berbentuk obligasi yang dipegang asing. 


Menurut Faisal, banyaknya obligasi yang dipegang 
asing membuat kedaulatan pemerintah atas 
ekonominya berkurang. Indonesia akan sangat 
terpengaruh oleh kondisi keuangan global. Faisal 
mencontohkan salah satu situasi keuangan global 
yang baru-baru ini mempengaruhi keuangan 
Indonesia seperti rencana The FED menaikkan suku 
bunga lebih dari tiga kali dalam setahun. “Rupiah 
goyang, pasar saham goyang. Karena kedaulatan 
semakin dipegang pihak luar,” katanya. Selain itu, 
utang yang besar akan membebani APBN dan 
mengorbankan sektor lain seperti pendidikan dan 
kesehatan. “Uang untuk kesehatan dan pendidikan 
makin turun, kalau itu pendidikan dan kesehatan 
bisa ditunda pembayarannya. Kalau utang ditunda 
bisa kena sanksi,” katanya. || 
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Belajar dari Pengalaman 


alam hal utang ini ada baiknya 
pemerintah belajar dari 
sejarah utang yang dilakukan 
pemerintah Orde Baru. 
Terkait hal ini menarik untuk melihat 
penelitian yang dilakukan Riska Zuraida 
(2013). Dalam penelitiannya Zuraida 
memberikan tiga kesimpulan, yaitu: 


Pertama, ada dua faktor pendorong 
Utang Luar Negeri (ULN) di masa Orde 
Baru yaitu 1) faktor internal meliputi 
pertumbuhan ekspor Indonesia, defisit 
tabungan dan investasi yang semakin 
besar, defisit anggaran pemerintah 
yang semakin membengkak, strategi 
pembangunan, dan perubahan rezim. 
2) Faktor eksternal meliputi: adanya 
kesamaan ideologi dengan negara 
pendonor, pembentukan — lembaga 
bantuan internasional untuk negara 
berkembang, menguatnya globalisasi 
(kebutuhan investasi), adanya krisis 
minyak dunia (oil boom), dan krisis nilai 
tukar mata uang yang mengakibatkan 
peningkatan utang luar negeri. 


Kedua, ULN sepanjang masa kekuasaan 
Orde Baru sebesar Rp 1.500 triliun. Jika 
dibuat rata-rata, selama 32 tahun utang 
negara bertambah sekitar Rp 46,88 
triliun tiap tahun. 
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Ketiga, ULN menyebabkan dua dampak 
yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya 
yaitu: swasembada beras: kesejahteraan 
penduduk meningkat, perubahan sektor 
ekonomi dan struktur lapangan kerja: 
perkembangan investasi dan ekspor, laju 
pertumbuhan ekonomi: Indonesia kembali 
menjadi anggota PBB: dan berbagai proyek 
pembangunan yang dihasilkan dari ULN. 


Namun demikian, ULN juga menimbulkan 
banyak dampak negatif, seperti: peristiwa 
Malapetaka Lima Belas Januari (Malari), 
operasi Petrus (penembakan misterius): 
munculnya korporasi asing di antero 
negeri: dan krisis ekonomi 1998 yang 
berujung pada krisis sosial dan politik 
hingga membawa kejatuhan rezim. 


Meski memberikan dampak positif, 
namun utang yang berlebihan tentu 
saja memberikan dampak yang tidak 
baik bagi negara. Utang yang besar akan 
menjadi beban bagi keuangan negara, 
menjatuhkan harga diri bangsa, dan dapat 
menjadi pintu masuk bagi intervensi dan 
neo-kolonialisme. Pada akhirnya itu semua 
akan membuat bangsa ini tidak bisa berdiri 
di atas kaki sendiri. 


Teramat banyak peristiwa di dunia ini yang 
bisamemperkuat di atas. Pada pertengahan 
2017 lalu, media-media internasional 
memberitakan ihwal lepasnya aset strategis 
milik Sri Lanka, Pelabuhan Hambatonta, 
kepada BUMN China, China Merchants 
Port Holdings. Negara bekas jajahan Inggris 
ini terpaksa harus merelakan 70 persen 
saham pelabuhan Hambantota senilai 
USD 1,12 miliar kepada China Merchants 
Port Holdings dengan perjanjian kontrak 
sewa selama 99 tahun, yang mencakup 


negara Sri Lanka yang diakuisisi oleh BUMN Cina 
selama 99 tahun. Akibat utang negara. 
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pelabuhan dan 15 ribu hektar kawasan 
industri di sekitarnya. 


Sri Lanka mengambil langkah tersebut 
karena terbelit utang dengan Exim Bank 
China untuk membangun pelabuhan 
tersebut senilai USD 1,5 miliar, di mana 
85 persen keuangannya diperoleh dari 
utang di Bank Exim China dengan bunga 
6,5 persen. Dengan begitu, Sri Lanka harus 
melunasi utang tersebut sebesar USD 60 
juta pertahun ke bank Cina itu. Kisah utang 
Sri Lanka kepada Cina setidaknya dimulai 
pada 2009, di tengah ambisi negara 
tetangga India tersebut membangun 
sejumlah infrastruktur pelabuhan. Selain 
pelabuhan, aset nasional Sri Lanka lainnya 
yang diambil alih Cina adalah Mattala 
International Airport. 


Bukan hanya Sri Lanka, Nigeria dan 
Maladewa juga mengalami nasib yang 
sama. Nikkei Asian Review (17/02/2018) 
melansir, pemerintah Maladewa terancam 
harus merelakan “Pulau Surga”-nya ke 
Cina karena tidak bisa membayar utang 
berbunga besar dari Cina. Utang sebesar 
SS1,5 miliar sampai US$2 miliar ke Cina itu 
digunakan Meladewa untuk membangun 
bandara dan jalan raya. 


memilukan itu, Bhima 
05/08/2017) 


Atas peristiwa 
Yudistira (Republika.co.id, 
mengatakan, kasus Sri Lanka 
bisa jadi pelajaran penting 
untuk Indonesia. Peristiwa 
tersebut menunjukkan, 
Utang, terutama — untuk 
pembiayaan — infrastruktur, 
menyimpan risiko politik. 


Dalam kasus itu, Pemerintah 
Sri Lanka menerima 


proposal pembangunan pelabuhan dan bandara 
internasional dengan harapan rencana One 
Belt One Road (OBOR) atau merajut kawasan 
ekonomi melalui konsep satu ikatan dan satu 
jalan yang dikampanyekan Pemerintah Cina 
akan menempatkan Sri Lanka sebagai negara 
penghubung di Asia Selatan. Namun faktanya 
berbeda. Bandara dan pelabuhan yang didanai 
utang dari Cina itu bukannya menghasilkan 
untung bagi pemerintah Srilanka, tapi malah 
membebani fiskal negara. Dan akibatnya, alih-alih 
makin berjaya, Sri Lanka harus merelakan aset 
nasionalnya disita. 


Sebenarnya pemerintah tidak perlu jauh-jauh 
melihat ke Sri Lanka, Nigeria atau Maladewa. 
Kisah masa lalu JICT, TPK Koja dan TPS Surabaya 
saja cukup untuk mengerem ambisi berutang 
itu. Bukankah dulu ketiga terminal peti kemas 
besar itu jatuh ke kekuasaan asing sebagai 
konsekuensi dari term and conditions utang 
pemerintah kepada IMF? 


Nah, jika saat ini pemerintah tampak tidak 
berani dalam merebut kembali Pintu Gerbang 
Perekonomian nasional itu, apakah itu juga sebagai 
dampak dari masifnya utang pemerintah ke asing? 


Jika benar seperti itu, maka janji berdaulat dalam 
ekonomi hanyalah sebuah mimpi. Utopia yang tak 
pernah nyata. Akankah kita diam saja? (| 
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senilai triliunan dolar AS agar BUMN China, 'China Merchants Port 


P- 29 Juli 2017, Pemerintah Sri Lanka menandatangani kesepakatan 
Holdings' mengambil alih pelabuhan di negara tersebut. 


Pembicaraan mengenai penjualan aset Negara Sri Lanka tersebut sudah 
berlangsung, sejak negara itu tidak memiliki kemampuan membayar utang 
surat utang luar negeri (global bond) ke pihak China. 


Penjualan Pelabuhan Hambantota ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri 
Perhubungan Sri Lanka Mahinda Samarasinghe. Saat acara penandatanganan 
kesepakatan di Kolombo, Menteri Samarasinghe mengatakan seperti 
“menghadapi tekanan geopolitik”. 


Sri Lanka diposisikan salah satunya untuk memainkan peran strategis dalam 
inisiatif “one belt one road' yang digagas China. Sri Lanka menjadi negara Asia 
pertama yang jatuh dalam perangkap global bond China dengan dibalut kata 
“investasi”, sehingga dilumpuhkan dengan masalah utang nan parah. 


Sebuah laporan media internasional menulis, “Banyak warga Sri Lanka 
merasakan negara itu telah dijual ke China” 


Laporan itu juga menyebutkan, bahwa China membangun pelabuhan 
Hambantota dan Bandara Internasional Mattala tanpa studi kelayakan memadai 
sebelum memulai proyek. Para pengritik dalam negeri Srilanka memperingatkan 
bahwa penyerahan kekuasaan mayoritas kepada China mengancam kedaulatan 
dan keamanan nasional. 


Bandara 
Mattala 
International 
Airport, Sri 
Lanka. Aset 
strategis milik 
negara Sri Lanka 
yang diakuisisi 
oleh BUMN 
Cina selama 99 
tahun. Akibat 


utang negara... om 
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Konspirasi itu bernama “Global Bond” 


Seolah ada kesamaan motif dan skenario, Pansus 
Pelindo Il DPR RI menemukan fakta bahwa 
Pelindo II harus mengeluarkan dana Rp 1 triliun 
guna membayar bunga surat utang global bond. 


Pada Mei 2015, RJ Lino menerbitkan surat 
utang global (global bond) USD 1,58 miliar atau 
setara lebih dari Rp 21 triliun, dengan alasan 
pembiayaan pembangunan proyek Pelabuhan 
Kali Baru (NPCT 1), Pelabuhan Sorong, Pelabuhan 
Kijing Kalimantan dan Pelabuhan Tanjung Carat 
Sumatera Selatan. 


Dari penyelidikan Pansus Pelindo II, terungkap 
bahwa proyek-proyek tersebut belum bisa 
dilanjutkan akibat persoalan administrasi yang 
belum beres termasuk dokumen feasibility study 
(kelayakan bisnis) dan Amdal. Hal ini menjadi 
fakta bahwa global bond yang diterbitkan RJ Lino 
jelas tanpa perhitungan matang. 


Akibatnya, Pelindo II terjerat bunga utang USD 
73 juta atau setara Rp 1 triliun per tahun. Hanya 
saja, dana pembayaran bunga justru diambil dari 
laba Pelindo II berserta anak perusahaannya. 
Dengan kata lain, pembayaran bunga itu bukan 
berasal dari hasil pengembangan dana global 
bond lewat proyek-proyek pelabuhan. 


Asal muasal jeratan utang terjadi saat Pelindo 
Il mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja 
(KMK) sebesar Rp 1 Triliun di tahun 2012. 
Utang KMK Rp 1 Triliun ini berhasil dilunasi 
dari pinjaman KMK lainnya sebesar Rp 4 Triliun 
di tahun 2013. Kemudian RJ Lino meminjam 
lagi Rp 6 trilyun kepada Deutchse Bank untuk 
merestrukturisasi utang KMK Rp 4 Triliun yang 
jatuh tempo. 


Seolah tak habis memutar otak, skema gali lubang 
tutup lubang berlanjut dengan penerbitan global 
bond sebesar USD 1,6 miliar atau Rp 21 triliun 
lebih. Alhasil, 3046 global bond digunakan untuk 
melunasi pinjaman Deutchse Bank. 


Lalu pertanyaannya, berapa rata-rata keuntungan 
Pelindo II setiap tahun? Di tahun 2014, laba 
Pelindo II mencapai Rp 1,3 Triliun. Jumlah 
ini turun jika dibanding tahun sebelumnya 
yang mencapai Rp 2,1 Triliun. Penurunan laba 
masih akan terjadi di tahun-tahun berikutnya 
seiring beban bunga global bond yang semakin 
menjerat. 


Bisa dibilang, ini salah satu bentuk “kegagalan” 
seorang RJ Lino selama 6 tahun menjadi Dirut 
Pelindo II. la menyulap cadangan kas perusahaan 
dari Rp 3 triliun menjadi utang tidak produktif 
Rp 22 triliun dan melego gerbang ekonomi dan 
kedaulatan nasional, JICT dan TPK Koja. 

Di sisi lain, peningkatan pendapatan dari 
Terminal Kalibaru  (NPCT-1) belum bisa 
diharapkan karena pertumbuhan arus peti 
kemas tidaklah sespektakuler yang diproyeksikan 
konsultan asing sewaan RJ Lino, yakni David 
Wignal dan partnernya Rotschild. Apalagi dalam 
pengoperasian NPCT1, Pelindo II harus berbagi 
keuntungan 49X dengan konsorsium asing. 


Ada beberapa kejanggalan terkait pembangunan 
dan pengoperasian NPCT-1. Fakta persidangan 
Pansus Pelindo 1 menemukan biaya 
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Bisa dibilang, ini salah satu 
bentuk “kegagalan” seorang RJ 
Lino selama 6 tahun menjadi 
Dirut Pelindo II. Ia menyulap 
cadangan kas perusahaan dari 
Rp 3 triliun menjadi utang tidak 
produktif Rp 22 triliun dan 
melego gerbang ekonomi dan 
kedaulatan nasional, JICT dan 
TPK Koja. 
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Atas jeratan proyek utang global bond 
dan “proyek nirlaba NPCT-1” tersebut, 
RJ Lino akhirnya ngotot memperpanjang 
kontrak JICT dan TPK Koja kepada 
Hutchison Port Holdings (HPH) selama 
20 tahun mendatang (2019-2039) yang 
ditarik efektif sejak 2015. 


pembangunan NPCT-1 dua kali lebih besar 
dibanding pembangunan terminal peti kemas 
modern Teluk Lamong di Surabaya. Padahal 
kapasitas keduanya sama yakni 1,5 juta TEUs 
(satuan ukuran peti kemas 20 kaki). 


Dalam catatan Pansus Pelindo II, RJ Lino mungkin 
satu-satunya orang di Asia bahkan di dunia 
yang membangun pelabuhan dan lapangan 
penumpukan peti kemas dengan konstruksi 
tiang bukannya reklamasi. Hal ini jelas riskan 
secara stabilitas dan kekuatan. 


Selain itu, ada klausul perjanjian yang terang 
benderang menyebutkan bahwa kepemilikan 
5194 saham Pelindo II senilai USD 15 juta dibiayai 
konsorsium asing pemilik 4996 saham NPCT-1. 
Janggal bukan? 


Makanya tak heran walau Pelindo II mayoritas, 
namun jumlah Direksi dan Komisaris BUMN 
pelabuhan ini lebih sedikit dibanding jumlah 
kursi konsorsium asing. 


Kejanggalan lainnya, dalam sidang Pansus 
Pelindo II, Direktur Keuangan Pelindo II Iman 
Rahman menyebutkan, bahkan Pelindo II baru 
bisa terima “setoran” konsorsium asing setelah 
pelabuhan tersebut terisi diatas 70X. Hingga 
saat ini angka tersebut belum dapat dipenuhi. 


Yang terjadi saat ini, atas nama investasi asing, 
justru muncul fenomena “saling bunuh” antar 
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terminal peti kemas. Pelindo II sendiri gigit jari 
karena terjebak perang investor asing. Biaya 
pelabuhan? Bisa jadi tidak pernah efisien karena 
akan ada tuntutan kenaikan tarif untuk menjaga 
tingkat keuntungan investor jika volume peti 
kemas tidak ada kenaikan. 


Kondisi sulit ini akan dihadapi Pelindo II dan 
negara khususnya terkait dengan masalah 
keuangan di tahun-tahun mendatang. 


Atas jeratan proyek utang global bond dan 
“proyek nirlaba NPCT-1” tersebut, RJ Lino 
akhirnya ngotot memperpanjang kontrak JICT 
dan TPK Koja kepada Hutchison Port Holdings 
(HPH) selama 20 tahun mendatang (2019-2039) 
yang ditarik efektif sejak 2015. 


Meski menurut audit  investigatif — BPK 
perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja: (1) 
melanggar undang-undang, (2) merugikan 
negara Rp 4,08 trilyun (JICT) dan Rp 1,86 
trilyun (Koja) serta (3) banyak terjadi konflik 
kepentingan investor asing yakni Hutchison dan 
Deutsche Bank AG Hong Kong. 


Pelindo Il terindikasi “nekad” karena kebutuhan 
akan sumber pendanaan untuk melunasi utang 
global bond. Persis seperti yang tercantum dalam 
prospektus (proposal penerbitan utang) dan 
pengakuan RJ Lino di sidang Pansus Pelindo II, 
“Jika perpanjangan kontrak JICT dan TPK Koja tidak 
dilakukan, Pelindo II bisa mengalami kebangkrutan,” 


Investor Gelap Global Bond 


Mungkin akal sehat kita tergelitik, siapa investor 
yang mau “berjudi” dan menghamburkan dana 
untuk membeli surat utang global Pelindo II Rp 21 
triliun tanpa kajian proyek yang matang? Apalagi 
aneh, karena dicantumkan, orang Indonesia tidak 
boleh membeli surat utang tersebut. 


Sepertinya para investor global bond sengaja 
menginginkan Pelindo II bangkrut. Sampai hari 
ini bahkan beberapa kali dibahas di persidangan 
Pansus Pelindo II, RJ Lino dan Direktur Keuangan 
Orias Petrus Moedak enggan membeberkan siapa 
investor global bond. Mereka beralasan untuk 
melindungi investor dan agar tidak terjadi “rush” 
seperti tahun 1998. Alasan ini jelas tanpa dasar 
dan bisa jadi upaya menakut-nakuti. 


Tercatat, 3 tahun sudah dana global bond 
tersebut menganggur. Hingga kini Pelindo II ngos- 
ngosan membayar bunga utang global bond dan 
“tertolong” dengan 'pat gulipat' penjualan JICT 
dan Koja. 


Jika Pelindo II sampai bangkrut, pemerintah mau 
tidak mau menyuntik dana dalam bentuk PMN 


Ben oma L' 


, 1... TN 


(Penyertaan Modal Negara). Dana PMN berasal 
dari pajak yang dibayar oleh rakyat Indonesia. 
Sangat tidak adil jika rakyat harus menanggung 
beban Pelindo II yang bangkrut akibat salah 
kelola oleh RJ Lino dan mungkin kroni atau 
komprador asing di“atas” -nya. Jika pada akhirnya 
PMN tidak dilakukan demi menyelamatkan 
Pelindo II, skenario yang bisa dijalankan adalah 
dengan mengkonversi utang Pelindo II ke dalam 
bentuk kepemilikan saham. 


Akan tetapi kita tidak pernah tahu, sejauh 
mana komitmen penyelenggara negara 
dalam menjalankan amanat konstitusi. Jelas 
disebutkan dalam UUD 1945 bahwa cabang- 
cabang produksi yang penting bagi negara dan 
menguasai hajat hidup orang banyak harus 
dikuasai oleh negara. 


Pelabuhan dalam hal ini JICT dan TPK Koja jelas 
menyangkut hajat hidup orang banyak dan 
bagian dari kedaulatan Negara. Jangan sampai 
kejadian penguasaan asing di sektor strategis 
negara seperti di Srilanka terulang kembali 
di jantung perekonomian Ibu Kota Negara 
Indonesia.IJ 
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Sekelumit Kisah Nasionalisasi 
Perusahaan Asing di Indonesia 


Bagi bangsa Indonesia, nasionalisasi bukanlah hal yang 
baru. Kita punya sejarah panjang dalam menasionalisasi 
perusahaan asing, khususnya Belanda. Bahkan 
kemudian, nasionalisasi ini mendapat sambutan yang 
gempita dari rakyat sebagai wujud kedaulatan NKRI. 


Bagaimana dengan sekarang? 


ahun 1958, boleh dibilang menjadi 

puncak nasionalisasi perusahaan asing 

yang lama bercokol mengeruk kekayaan 

Indonesia sejak zaman penjajahan. 
Berdirinya ratusan perusahaan asing tersebut 
memang tidak lepas dari kran investasi yang 
dibuka pemerintah Belanda saat ini. Praktik 
kolonialisme yang dijalankan Belanda sejak 
abad ke-16 di Indonesia menjadi titik awal 
perjalanan investasi asing di Indonesia. Melalui 
Undang-Undang Agraria 1870, pemerintah 
membuka pintu bagi masuknya modal asing di 
sektor perkebunan. 


Sejumlah pengusaha Eropa pun berdatangan. 
Pembukaan Terusan Suez pada 1869, yang 
memperpendek waktu perjalanan Hindia 
Belanda-Eropa, mendorong banyaknya 
pemodal asing berinvestasi di Hindia Belanda. 
Tak terbatas pada sektor perkebunan, sektor- 
sektor ekonomi strategis seperti pertambangan 
dan perbankan pun tak luput dari sergapan 
modal asing. Nilai investasi asing di Hindia 
Belanda pada 1930 mencapai 4 miliar gulden. 


Zaman bergeser. Perang Dunia II turut mengubah 
jalannya nasib bangsa Indonesia yang semula 
menjadi bangsa terjajah, kini menjadi bangsa yang 
berdaulat. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi 
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momentum bagi Indonesia 
untuk mengatur nasibnya 
sendiri. Seiring penataan di 


bidang politik nasional maupun 
internasional, Soekarno-Hatta 


mulai menyadari perlunya 
penataan bidang ekonomi. 
Salah satu agenda ekonomi 
Dwi Tunggal tersebut adalah, 
nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, 
terutama milik Belanda. 
Nasionalisasi perusahaan asing tersebut 
dimulai pada 1953, ketika Pemerintah 
Indonesia mengakuisisi bank sentral yang 
didirikan Belanda yang beroperasi sejak 


1828, De Javasche Bank (DJB). Pemerintah 
RI kemudian mengubah namanya menjadi 
Bank Indonesia (BI). Sebelumnya, pada 1946 
pemerintah RI telah mendirikan Bank Negara 
Indonesia (BNI), namun Belanda mengingkari 
hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar 
(KMB) tahun 1949 yang akan memberi hak 
kepada BNI untuk menjadi bank sirkulasi dan 
bank sentral. 


Pada 10 Desember 1957, Menteri Pertahanan 
secara resmi menginstruksikan menguasai 
perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. 
Pada 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia 
menyetujui undang-undang  nasionalisasi 
terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah 
Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan 
Peraturan Pemerintah (PP) No.23/1958 yang 
menyatakan perusahaan-perusahaan Belanda 
yang telah dinasionalisasi menjadi milik 
pemerintah RI. 


Nasionalisasi pun bergerak di semua sektor. 
Di sektor listrik, PLN menjadi pengelola 


tunggal atas perusahaan listrik swasta 
peninggalan Belanda, Algemeen Nederlands 
Indische Electriciteits Maatschappij 
(ANIEM). Di sektor transportasi, sejak 1945 
pemerintah sudah mendirikan Djawatan 
Kereta Api (Sekarang PJKA), yang kemudian 
berkembang menjadi PIKA, PERUMKA dan 
saat ini PT KAI. Perusahaan ini mengambil 
alih seluruh aset dari sekitar 24 perusahaan 
kereta api di zaman kolonial. 


Sektor kepentingan umum lain yang 
diambil alih adalah jawatan Pos Telegram 
dan Telekomunikasi (PTT),  Djawatan 
Pegadaian dan Djawatan Angkutan Motor RI 
(DAMRI). Demikian pula dengan beberapa 
perusahaan perkebunan Belanda yang 
diambil alih dan kemudian ditempatkan 
di bawah pengawasan Pusat Perkebunan 
Negara (PPN). 


Seiring penataan di bidang 
politik nasional maupun 
internasional, Soekarno-Hatta 
mulai menyadari perlunya 
penataan bidang ekonomi. 
Salah satu agenda ekonomi 
Dwi Tunggal tersebut adalah, 
nasionalisasi perusahaan- 
perusahaan asing, terutama 
milik Belanda. 


Garuda Indonesia Airways (GIA) menjadi 
perusahaan RI yang mengambil alih 
semua aset KNILM (Koninklijke Nederlands 
Indische Luchtvaart Maatschappij)—anak 
perusahaan KLM di Hindia Belanda— 
namun tetap mempertahankan kerja 


sama dengan perusahaan induknya, 
perusahaan — penerbangan — kerajaan 
Belanda (Koninklijke Luchvoart 
Maatschappij/KLM). 


Di sektortransportasi laut, Pemerintah RI 
mendirikan PELNI yang mengambil alih 
aset perusahaan pelayaran Belanda KPM 
(Koninklijke Paketvaart Maatschappij), 
meskipun awalnya mengalami kesulitan 
karena KPM sepenuhnya memonopoli 
pelayaran antar pulau di Indonesia dan 
satu-satunya transportasi laut antar pulau. 
Perusahaan-perusahaan minyak pun tak 
luput dari pengambilalihan, seperti BPM 
(Borneo Petroleum Maatschappij) dan Shell 
(perusahaan patungan Belanda-Inggris). 


Pengambilan perusahaan-perusahaan 
Belanda tersebut tak bisa dilepaskan dari 
rangkaian peristiwa perjuangan merebut 
kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI. 
Sebelumnya, tepatnya pada November 1957, 
upaya pemerintah Indonesia menyelesaikan 
persoalan Irian Barat di Forum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) menemui jalan buntu. 
Sidang Umum PBB ke-XlIl gagal menyelesaikan 
persoalan Irian Barat. Karenanya, nasionaliasi 
tersebut menjadi momentum merebut 
kedaulatan RI secara ekonomi dan politik. 
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17 Agustus 1945 


: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menjadi 
! momentum bagi Indonesia untuk mengatur 
! nasibnya sendiri. Seiring penataan di bidang 
? politik nasional maupun internasional, Soekarno- 
: Hatta mulai menyadari perlunya penataan bidang 
: ekonomi. Salah satu agenda ekonomi Dwi Tunggal 
! tersebut adalah, nasionalisasi perusahaan- 
7 perusahaan asing, terutama milik Belanda. 


Tercatat, dari sejak 1957 hingga 1960, sebanyak 
700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil 
dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 704 
perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia 
zaman itu. 


Sementara itu Prof Dr R.Z Leirissa dalam 
Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia 


mencatat: sejak terjadinya gelombang 
nasionalisasi, kepemilikan dari 904 produksi 
perkebunan beralih ke tangan pemerintah. 


Demikian juga dengan 604 nilai perdagangan 
luar negeri dan sekitar 246 pabrik, perusahaan 
pertambangan, bank-bank, perkapalan dan sektor 
jasa (Robison, 1986:72). 


Kendatipun semangat menasionalisasi aset 
asing tengah bergelora kala itu, namun bukan 
berarti pemerintah RI tidak mengakomodir 
kebutuhan atas investasi asing. Ini dibuktikan 
dengan keluarnya UU PMA (Undang-Undang 
Penanaman Modal Asing) nomor 78 tahun 1958 
dengan dasar utama bahwa negara saat itu 
memerlukan modal asing guna mempercepat 


pembangunan ekonomi Indonesia serta 
memperbesar produksi nasional. 
Namun demikian, pemerintah — membatasi 


penanaman modal asing tersebut hanya untuk 
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: Pemerintah RI telah mendirikan Bank 
1 Negara Indonesia (BNI), namun Belanda 
: mengingkari hasil kesepakatan Konterensi 
: Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang akan 
1 memberi hak kepada BNI untuk menjadi 
: 'ank sirkulasi dan bank sentral. 


Pemerintah Indonesia 

mengakuisisi bank 
sentral yang didirikan 
Belanda yang beroperasi 

sejak 1828, De Javasche 

Bank (DJB). Pemerintah 

RI kemudian mengubah 
namanya menjadi Bank 
Indonesia (BI). 


sektor tertentu. Sementara untuk sektor yang 
dianggap vital, pemerintah memproteksi dari 
sentuhan modal asing. Sektor-sektor tersebut 
antara lain: kereta api, telekomunikasi, pelayaran 
dan penerbangan, pembangkit tenaga listrik, irigasi 
dan air minum, pabrik mesiu dan senjata, pabrik 
tenaga atom, pertambangan bahan-bahan vital. 


Undang-undang tersebut amat terang 
mencerminkan keberpihakan pemerintah pada 
ekonomi rakyat dan melindungi dari ancaman 
pemodal asing pada sektor-sektor strategis. 
Namun pada akhirnya Soekarno menyadari bahwa 
di balik modal asing tersebut ada ancaman serius 
atas semangat kemandirian bangsa dan nasib 
rakyat di masa mendatang. Hingga pada 1965 
dikeluarkanlah Undang-Undang No. 16 tahun 
1965 yang menegaskan penghentian penanaman 
modal asing pada seluruh sektor. 


Visi Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) di 
bidang ekonomi menjadi spirit pembangunan 
kala itu. Penanaman modal asing dianggap hanya 
akan menghisap keringat rakyat Indonesia dan 
menjerumuskan negara pada utang yang tak 
berkesudahan. 


Pasca reformasi, spirit nasionalisasi bergema 
lagi. Rakyat mulai merasa bahwa investasi asing 


Sekitar Tercatat, dari sejak 1957 


hingga 1960, jumlah perusa- 
1 haan Belanda di Indonesia 
berhasil dinasionalisasi. 


: Menteri Pertahanan secara resmi 
: menginstruksikan menguasai 

: perusahaan-perusahaan 

: perkebunan Belanda. 


YP 


3 Desember 1958 


Parlemen Indonesia menyetujui Undang- : UI) Jumlah cakupan 
Undang Nasionalisasi terhadap semua : 1 D perusahaan 
perusahaan Belanda di wilayah Indonesia. : asing yang 
Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan : beroperasi 
Pemerintah (PP) No.23/1958 yang menyatakan : di Indonesia 
perusahaan-perusahaan Belanda yang telah : zaman itu. 


dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI. : 


PB Produksi 
IN) perkebunan 
beralih ke 


tangan 
pemerintah. 
Para Pa UI) Nilai 
tersebut dinilai hanya menguntungkan segelintir 60 TA perdagangan 
pihak di lingkungan pusat kekuasaan dan D luar negeri. 
pemilik bisnis besar. Sementara rakyat yang tak 
ikut mengambil keputusan apa-apa, harus ikut Pabrik, 
menanggung dampak buruk utang asing. 216 perusahaan 
. . pertambangan, 
Tak jauh dari pusat kekuasaan, Istana Merdeka, bank-bank, 
sejak sekira 2014 lalu semangat nasionalisasi pun perkapalan dan 
bergema di teluk Jakarta, tepatnya pelabuhan peti sektor jasa 
kemas Tanjung Priok. Para pekerja memprotes 
keputusan Pelindo Il yang memperpanjang 
kontrak Hutchison Port Holding atas 
PT Jakarta International 


Container Terminal (JICT) yang 
seharusnya kelar pada 2019. 
Dengan alasan kebutuhan 
investasi, RJ Lino, Dirut Pelindo II 
kala itu, meneken perpanjangan 
kontrak tersebut pada 2014, 
lima tahun sebelum kontrak 
pertama berakhir, Sebuah 
keputusan yang gegabah. || 


SPBU Shell yang diambil alih, Jakarta 1958 
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La BET Dagal 


prestasi dan ide-ide briliah ya 
Ata anak bangsa di perusahaa 


internasional seperti PT JICT € 
nal Peti Kemas Surabaya kian 


ehkan. Selama belasan hinggas 
n mereka mengasah keahli 
masing di perusahaan tempat mereka 


Inilah modal inti untuk berdikari? 
5... 
“se 


& 
b.. 
” 


urvei non akademis yang dilakukan CNN Indonesia melalui layanan 

jejaring sosial twitter pada 20 November 2015 lalu cukup memberi 

gambaran bahwa mayoritas warga Indonensia menginginkan 

nasionalisasi terhadap aset-aset negara yang hingga hari ini masih 
dikuasai asing. Meskipun survei itu sendiri sudah berusia 2,5 tahun ketika 
buku ini ditulis, gemanya tetap perlu kita dengar hari ini. 


Pada survei di akun twitternya tersebut, 
@CNNiIndonesia menanyakan apakah 


CNN Indonesia 5 i H i 
Kontrak Freeport Indonesia akan habis 2021. Baiknya diperpanjang kontrak sebaiknya pemerintah memperpa njang 
atau nasionalksasi? cnn.d//2871 kontrak perusahaan tambang (Freeport) 


« ranyatan 


tersebut atau melakukan langkah 


1096 Perpanjang Kontrak nasionalisasi? 


905, Nasionalisasi Hasilnya, ada 267 responden yang mengikuti 
survei itu dan sebanyak 90 persen atau sekitar 
240 orang meminta pemerintah mengambil 
kembali aset Freeport setelah kontraknya 


- 2 AA "TBAKRSYA on) habis pada 2021 mendatang. 


Pemilik akun @Garis Edar dalam cuitannya 
kepada @CNNindonesia menyatakan: “Itu 
Laman twitter CNN | bapak-bapak Freeport itu Ahli semua, masih aja mau perpanjang kontrak,” 


Indonesia menunjukkan | ujarnya setengah bertanya. 
poling survei perpanjangan 
kontrak perusahaan | Sementara, 10 persen sisa responden atau sekitar 27 orang menyatakan 
tambang. Dari poling | perpanjangan kontrak perlu diberikan kepada perusahaan penghasil emas 


tersebut 9096 netizen | gan tembaga serta beberapa mineral lainnya dari Indonesia. 
menginginkan pengambil 


alih aset negara. @missugarika mencuitkan kontribusi Freeport terhadap pembangunan 
di Papua dengan menulis: “Enak bener ya bikin pooling, ga perpanjang itu 
pekerja ribuan gmn, papua sdh byk dibangun toh o per swasta ini.” 


Meskipun menghadapi pro dan kontra, 90 persen responden poling tersebut 
menyampaikan aspirasinya bahwa Freeport harus dinasionalisasi. 


Di tahun-tahun yang sama dengan isu nasionalisasi Freeport, SP JICT juga 
mendengungkan isu yang sama, yaitu memutus kontrak dengan Hutchison 
Port Holding yang sudah 18 tahun lebih menikmati lezatnya laba JICT. 
Dengung nasionalisasi JICT pun menggema nyaring ke mana-mana, dari 
gedung wakil rakyat, BPK, KPK hingga di jalanan. Namun, sudah barang tentu, 
gerakan SP JICT ini menghadapi pro dan kontra. Salah satu suara kontra 
tersebut mempertanyakan, apakah SDM JICT sudah benar-benar siap jika 
disapih Hutchison? 


Untuk menggambarkan sejauh mana kesiapan SDM JICT, baiklah kita simak 
seperti apa sistem yang sudah berjalan yang selama ini dikembangkan oleh 
anak bangsa di JICT. II 
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Inisiasi Pekerja 


adalah pintu gerbang 


| ekonomi tersibuk 
| di Indonesia. Lima 
TP BG puluh persen dari 


total barang yang ketus masuk Indonesia 
melewati pelabuhan ini. Sehingga membicarakan 
perusahaan dengan fisilitas seluas seratus hektar 
lebih sama artinya membicarakan barometer 
perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 


Dari JICT pula kapal-kapal perdagangan menuju 
berbagai pusat perdagangan internasional 
(direct call). Kapal-kapal ini dikenal sebagai kapal 
transshipment yang melayani feeder untuk muatan 
ataupun repo empty container pendukung kapal 
ekspor-impor. Kapal-kapal ini biasanya berasal dari 
Jakarta, Bandar Lampung, Surabaya, dan daerah 
lain di Indonesia yang memuat rata-rata 100-200 
box container berisi berbagai komoditas. 


Bisa terlihat bahwa pelabuhan berkapasitas lebih 
dari 2,5 juta TEUs ini memiliki peran sentral dalam 
perekonomian Indonesia. Berlokasi bertetangga 
dengan makam Mbah Priok, pelabuhan ini 
memiliki Guay Crane Container 19 unit, Rubber 
Tyred Gantry Crane 74 unit, Head Truck 147 unit, 
Chassis/Trailers 166 unit, Forklift Diesel 27 Unit, 
Reach Stacker 5 Unit, Side Loader 6 Unit. Fasilitas 
ini difungsikan secara optimal oleh operator- 
operator yang mumpuni. 


Anak perusahaan Pelindo II ini mampu melayani 
kapal-kapal dengan teknologi paling mutakhir. 
Bahkan di tahun 2017 melayani kapal terbesar, 
“CMA CGM Otello” milik perusahaan pelayaran 
Perancis,  Compagnie Maritime d'Affretement 
- Compagnie Generali Maritime (CMA-CGM). 
Sebelumnya, dua kapal berukuran besar lainnya 
yakni CMA CGM Titus dan Tancredi juga sukses 
dilayani dengan produktivitas pelabuhan yang 
prima, yakni 27-30 Mph (gerakan per jam). 


Ouay Crane — 
Container | gs 


19UNIT 


Rubber Tyred 
Gantry Crane (0 Sest 


TAUNIT |: 


14TUNIT 2. 


Chassis/Trailers 


166 UNIT —— 


Forklift Diesel - 
1 | 
su 
27UNIT 
Reach Stacker 2 
UNIT 5s-0 
Side Loader —— 


| 1 
GUNIT -—- 


LOIF SENIISEJ 


Tahun 2017 JICT melayani 
kapal terbesar, “CMA CGM 
Otello” milik perusahaan 
pelayaran Perancis, 
Compagnie Maritime 
d'Affretement - Compagnie 
Generali Maritime (CMA- 
CGM). Sebelumnya, dua 
kapal berukuran besar 
lainnya yakni CMA CGM Titus 
dan Tancredi juga sukses 
dilayani dengan produktivitas 
pelabuhan yang prima, yakni 
27-30 Mph (gerakan per 
jam). 


Sebagai purusahaan layanan publik 
domestik maupun internasional, 
sekaligus simbol kedaulatan 
ekonomi nasional,  insan-insan 
anak negeri JICT menyadari bahwa 
layanan yang prima menjadi syarat 
mutlak. Karena itulah inovasi 
menjadi tema utama yang terus- 
menerus didengungkan di antara 
pekerja. 


Rasa kebersamaan yang terjalin 


sejak sebelum konsesi antara 
Pelindo II dan HPH pada 1999 lalu 
menjadi modal berharga antar 


pekerja Pelindo II yang kemudian 
tergabung di JICT untuk bahu- 
membahu menjadikan Tanjung Priok 


sebagai pelabuhan perdagangan 
terbaik di dunia internasional. 
Selama puluhan tahun mereka telah 
ditempa dengan pengalaman yang 
panjang sehingga tahu betul seperti 
apa merawat dan memperbaiki 
sistem di JICT. 


Tak aneh bila kemudian, banyak 
inisiasi yang justru muncul dari 
jajaran pekerja, seperti yang 
dilakukan pekerja di bagian Billing 
dan ICT. Salah satu karya anak 
bangsa di JICT adalah pembaruan 
sistem billing (pembayaran). 
Awalnya, sistem billing dilakukan 
secara konvensional, yaitu melalui 
loket. Di sinilah potensi terjadinya 


Banyak inisiasi yang justru muncul dari jajaran 
pekerja. Salah satu karya anak bangsa di JICT 
adalah pembaruan sistem billing (pembayaran). 
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pungli, dengan berbagai alasan: percepatan 
layanan, administrasi, dan dan tetek-bengeknya. 


Seiring waktu, berbagai fasilitas — mulai 
menggunakan Teknologi Informasi sehingga 
mempercepat dan mempermudah pelayanan 
terhadap pengguna layanan di JICT. Anehnya, 
meskipun ide awal teknologi tersebut berasal dari 
pekerja JICT, namun pengerjaannya dikerjakan 
oleh vendor eksternal sehingga JICT harus 
mengeluarkan biaya sewa untuk penggunaan 
teknologi tersebut. 


Padahal, untuk merancang ide awal tersebut, 
pekerja billing menghabiskan effort yang luar 
biasa, hingga memakan waktu satu setengah 
tahun. Dengan semangat kemandirian, mereka 
berkomitmen untuk melahirkan sebuah karya 
yang bermanfaat bagi perbaikan kinerja 
perusahaan. Motivasi utama mereka adalah 


Dari atas: 
- Peresmian layanan transaksi billing mobile system. 
- Peresmian JICT Autogate System. 
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bongkar muat 
petikemas di 


Aktivitas 


dermaga utara 


TT 
H4 ai | 


JICT. 


pembuktian bahwa kualitas anak bangsa 
di JICT mampu menghadirkan teknologi 
canggih yang tak kalah dari vendor asing. 
Hingga kelak, ketika kontrak Pelindo 
Il dan HPH berakhir, perusahaan bisa 
kembali dikelola secara mandiri seperti 
sebelum masa 1999 lampau. 


Awalnya mereka memang 
“merahasiakan” rancangan ide tersebut 
dari pihak manajeman JICT. Ini semata- 
mata agar mereka memiliki kemerdekaan 
mengembangkan ide tersebut. Hingga 


P 


5. ”A , 
! 3 
| 
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akhirnya mereka mengajukan rancangan 
ide teknologi tersebut kepada pihak 
manajeman. Hasilnya, ide tersebut 
ditolak dengan berbagai alasan yang tidak 
substantif. Berbagai tuduhan negatif pun 
mulai muncul dari sejumlah pihak di 
internal JICT: ide tersebut dinilai hanya 
akan menghabiskan uang perusahaan. 
Mereka sadar, bahwa kehadiran sistem 
baru tersebut mengancam kepentingan 
sejumlah pihak yang selama inimenikmati 
recehan pungli dan sejenisnya. 


1). 


“6 


Ai 


Kendatipun harus menghadapi cibiran, 
mereka tetap jalan. Dan setelah melewati 
jatuh bangun proses yang rumit, akhirnya 
pihak manajeman bisa melihat hasil ide 
tersebut, sebuah sistem pembayaran 
online yang diberi nama Generation- 
Billing Online Self Service (G-BOSS). Sistem 
ini sendiri dilaunching secara resmi pada 
Juni 2011. Inilah salah satu bukti kecil 
bahwa SDM bangsa Indonesia tidak kalah 
kompeten dari SDM asing. 


Pelabuhan yang memiliki lokasi strategis 
di jantung wilayah Jawa Barat ini patut 
diapresiasi dalam inisiatif penggunaan 
teknologi informasi terkini. Bahkan, 
sebelum semaraknya mobile application, 
baik oleh android maupun iOS, ide 
pembaruan teknologi IT sudah mulai jadi 
pembicaraan serius di ruang IT. Semua 
dilakukan dengan keyakinan bahwa JICT 
adalah aset negara yang harus dirawat, 
dijaga dan dibesarkan. 


Walhasil, output sistem ini menggusur 
outlet bank yang ada di loket JICT. Loket 
tetap ada namun ditangani sendiri bagi 
yang menginginkan pola konvensional. 
Bagaimanapun, layaknya bank, loket tetap 
ada meskipun penggunanya menyusut 
drastis. Dari sini efisiensi dan efektivitas 
mulai terlihat. 


JICT juga menyediakan layanan 
pembayaran online. Melalui web base 
information sudah dapat diketahui secara 
real time, berapa yang harus ditransfer. 


Bersamaan dengan menjamurnya 
penggunaan smartphone, JICT juga 
menyediakan aplikasi mobile android 


G-BOSS 


(Generation-Billing Online Self Service) 


dan iOS. Hanya dengan sentuhan jari, 
para pengguna layanan JICT bisa bekerja 
secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, 
boleh dibilang JICT adalah perusahaan 
operator peti kemas yang paling maju 
dalam penggunaan teknologi mutakhir, 
khususnya bidang IT. 


Inovasi terus dilakukan, G-BOSS pun 
disempurnakan menjadi New G-BOSS. 
Pada sistem baru ini layanan transaksi jasa 
terminal barangimporpun disempurnakan. 
Transaksi juga bisa diselesaikan di sembilan 
unit Kiosk New G-BOSS. Demikian pula 
aplikasi mobile, terus diperbarui untuk 
memudahkan pengguna layanan. Bahkan 
Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok | 
Nyoman Gede Saputra menilai layanan ini 
adalah satu-satunya di Indonesia, “Kami 
orang pemerintah (Kemenhub) saja tidak 
sehebat ini,” papar Nyoman saat dirinya 
meresmikan pengoperasian New G-BOSS 
akhir 2016 lalu. 


Aplikasi ini perlahan menyelesaikan 
masalah yang sering terjadi di pelabuhan 
ekspor impor, yaitu kekisruhan antara 
pemilik barang, importir, sopir truk 
trailer, dengan depo saat pengembalian 
kontainer kosong eks impor. Sering terjadi 
saling tuding jika terjadi kerusakan pada 
kontainer. Sebab utamanya adalah tidak 
diberinya catatan tentang kondisi kontainer 
atau Eguipment Interchange Receipt (EIR) 
maupun print out foto kondisi kontainer, 
tapi pihak depo mengklaim kontainer 
mengalami kerusakan dan harus bayar 
biaya perbaikan. Pada sistem ini, seluruh 
kondisi kontainer bisa dipantau dengan 
satu sentuhan. (| 


Inilah salah satu bukti kecil bahwa 
SDM bangsa Indonesia tidak 
kalah kompeten dari SDM asing. 
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SDIVI 


TULANG PUNGGUNG 
PERUSAHAAN 


Untuk mendukung semua fasilitas ini 
dibutuhkan sistem manajemen yang 
mumpuni. Salah satu yang menjadi 
perhatian khusus adalah sistem 
informasi sumber daya manusia untuk 
mencatat dan memantau kinerja pekerja 
serta imbal balik yang mereka terima. 


Awalnya muncul penolakan dari pekerja atas sistem baru 
tersebut. Bahkan ketika kemudian terjadi keterlambatan 
penggajian dari jadwal biasanya yang sudah ditentukan 
maka banyak pekerja menggeruduk meja HRD yang 
hanya dihuni enam belas orang. Mereka menggebrak 
meja, memaki-maki, bahkan meminta dibatalkannya 
penerapan sistem baru tersebut karena dianggap justru 
memperburuk suasana kerja. 


Yang patut diacungi jempol tentu saja keteguhan para 
inisiator di HRD. Mereka mampu mengubah pola pikir 
para pekerja pelabuhan yang dikenal keras. Dengan 
sistem IT tersebut pada akhirnya mekanisme kerja tertata 
lebih rapi dan sistem operasi berjalan lebih optimal. 


Berkat kerja keras dan penuh dedikasi dari anak bangsa 
di JICT, tak pelak berbagai pengakuan internasional 
pun mengalir, salah satunya adalah akreditasi standar 
ISO 9002. Sebuah pengakuan Internasional akan 
standar kerja yang digunakan sebuah perusahaan 
dalam aspek model sistem jaminan kualitas dalam 
produksi dan instalasi. Standar ini membantu kinerja 
menjadi efisien. Memperbaiki manajemen organisasi 
dengan menerapkan sistem perencanaan, pelaksanaan, 
pengukuran, dan tindakan perbaikan (plan, do, check, 
act). Tidak lupa meningkatkan penataan terhadap 
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal 
pengelolaan lingkungan. Mengurangi risiko usaha, dan 
meningkatkan daya saing. 


Selain itu, guna lebih optimalnya operasional, sejak 
tahun 2013, JICT menerapkan auto gate system. 
Sistem ini memiliki kinerja seperti pintu otomatis saat 
masuk gerbang tol otomatis. Fungsinya adalah untuk 
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4DX pada dasarnya adalah 
sistem informasi tentang 
eksekusi dari target yang 
ditetapkan di PMS. Sehingga 
setiap pekerja day by day 
bisa mengaktualisasikan 
pelaksanaan pekerjaan dalam 
sistem informasi yang aktual. 
Informasi dari 4DX inilah 
menjadi bahan penilaian 
untuk sistem PMS. 


memperlancar arus barang yang masuk dan 
keluar pelabuhan. Dari sistem canggih ini 
memiliki dampak positif pada penurunan biaya 
logistic, bahkan lebih jauh lagi penurunan 
dwelling time (waktu tunggu kontainer di 
pelabuhan) yang selama ini menjadi keluhan 
pengguna jasa di pelabuhan. 


JICT berhasil memperbaiki dwelling time dari 
rata-rata 8,9 hari pada 2013 menjadi rata- 
rata 5,59 hari pada 2015. Pada Februari 2017 
dwelling time menjadi semakin singkat hanya 
rata-rata 3,9 hari, dengan perincian dwelling 
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time untuk peti kemas impor di JICT 4,6 hari, 
TPK Koja 2,58 hari dan terminal 3 Priok 4,5 hari. 
Sementara untuk peti kemas ekspor rata-rata 3,2 
hari dengan rincian JICT 3,1 hari, TPK Koja 4,18 
hari dan terminal 3 Priok 2,4 hari. JICT adalah 
pelopor 10096 terminal steril yang memberikan 
keamanan, keselamatan dan kebersihan di 
setiap lini di lingkungannya, JICT menyediakan 
layanan berkualitas kepada lebih dari 20 
perusahaan pelayaran dengan rute langsung ke 
lebih dari 25 negara dan berkomitmen untuk 
menyediakan pelayanan yang cepat, efisien dan 
layanan yang Andal 24 jam sehari, sepanjang 
tahun. Saat ini teknologi pintu masuk pelabuhan 
sudah dilengkapi dengan weight-in-motion 
sensor, ini pertama kali diterapkan di Indonesia. 


Produktivitas pelayanan JICT pun mengalami 
peningkatan pelayanan. Yang semula 14 
gerakan crane perjam di awal tahun 2000-an, 
di tahun 2017 menjadi 29 gerakan per jam. 
Selain itu, JICT juga mampu mencapai vessel 
operating rate 90 gerakan per jam untuk 
kapal-kapal besar. Wajar jika kemudian kapal- 
kapal terbesar milik perusahaan internasional 
semakin banyak yang merapat di Pelabuhan 
Tanjung Priok yang dikelola oleh anak-anak 
JICT. 


4DX 


(4 Disciplines of Execution) 


Focus on Act on 
The Wildly The Lead 
Important Goal Measures 


Meningkatnya kinerja dan prestasi di JICT 
adalah imbas positif dari penerapan prinsip 
manajemen modern yang dikenal dengan POAC, 
atau Planning, Organizing,  Actuating, dan 
Controling. Empat prinsip ini jamak dilakukan oleh 
organisasi-organisasi millenium demi memajukan 
pengelolaan organisasi mereka. Namun demikian 
di organisasi atau perusahaan, prinsip ini seringkali 
berjalan tidak sempurna. Penyebabnya adalah 
lemahnya aspek terakhir, controlling, atau waskat 
(pengawasan melekat). 


Manajemen JICT memahami jika pengawasan tidak 
selalu berjalan sempurna. Maka harus ada mekanisme 
khusus secara sistemik yang bisa menjadi jembatan 
jalanannya prinsip POAC. Tercetuslah di awal tahun 
2013 oleh tim HRD untuk membuat Performance 
Management System (PMS). PMS ini idenya murni 
dari karyawan HRD JICT yang diterjemahkan Tim IT. 
Prinsipnya adalah bagaimana rencana yang sudah 
ditetapkan bisa dilaksanakan dengan baik bahkan 
sesuai dengan target. 


Namun demikian butuh waktu satu tahun hingga 
sistem ini benar-benar berjalan. Di tengah 
perjalanan penyempurnaan sistem PMS tersebut, 
HRD mulai mengadopsi sistem 4DX (4 Disciplines 
of Execution). Empat disiplin tersebut terdiri dari, 
Focus on The Wildly Important Goal, Act on The 
Lead Measures, Keep a Compelling Scorerard, dan 
Create a Cadence of Accountability. 


4DX pada dasarnya adalah sistem informasi 
tentang eksekusi dari target yang ditetapkan di 


O— 


Keep a Create a 
Compelling Cadence of 
Scoreboard 


: Accountability 


PMS. Sehingga setiap pekerja day by day bisa 
mengaktualisasikan pelaksanaan pekerjaan 
dalam sistem informasi yang aktual. Informasi 
dari 4DX inilah menjadi bahan penilaian untuk 
sistem PMS. 


Tepatnya di awal tahun 2014 sistem ini benar-benar 
berjalan. Mekanismenya adalah PMS menjadi wilayah 
dari para jajaran pimpinan manajemen seperti senior 
manager. Dari mereka target-target telah ditetapkan. 
Manager, supervisor dan unsur lebih bawahnya 
melakukan koordinasi untuk pelaksanaan. Hasilnya 
kemudian diupdate di 4DX. Hebatnya lagi GCR (Gross 
Crane Rate) atau produktivitas terminal petikemas 
bisa terpantau langsung. 


Gairah untuk mencapai target saat itu sangat 
terasa dilakukan bersama. Bahkan HRD ikut serta 
dalam pengawasan meskipun bukan dalam bentuk 
punishment, tapi lebih kepada reminder dalam 
week session. HRD sengaja mengikuti rapat-rapat 
pekanan di setiap departemen demi mengingatkan 
personil yang belum melaksanakan rencana yang 
sudah ditetapkan. 


Dengan sistem ini atasan pada masing-masing 
bidang bisa memantau apa yang dikerjakan oleh 
bawahannya. Sederhananya, jika belum ada 
informasi baru di 4DX, tandanya eksekutor belum 
melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan. Yang 
dilakukan selanjutnya adalah motivasi-motivasi 
untuk bergerak bersama. Dengan mekanisme ini 
reward penghargaan kepada pekerja pun berjalan 
dengan optimal. IJ 
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Jawara Asia 


Dalam dunia terminal peti kemas 

ada momentum penghargaan yang 
diadakan oleh Asian Freight, Logistics 
And Supply Chain atau biasa yang 
disingkat dengan AFLAS yang diadakan 
setiap tahun dengan beragam kategori. 
JICT sendiri masuk pada kategori di 
bawah empat juta TEUs. Pemenang di 
sini sudah dapat dipastikan sebagai 
terminal dengan kualitas terbaik. 


asar penilaian ada dua hal, 

pertama adalah voting online 

yang dilakukan secara global 

yang melibatkan lebih dari 
500 perusahaan logistik, manufaktur, 
pelabuhan, dan perusahaan pelayaran 
internasional untuk mengukur aspek 
produk dan layanan dalam satu tahun. 
Secara sederhana bisa dikatakan bahwa 
kepuasan para pelanggan menjadikan 
penilaian lebih objektif. 


Bahkan setelah voting dilaksanakan, 
pihak pelaksana akan melakukan 
kunjungan lapangan dan memastikan 
bahwa peserta kompetisi memang 
benar adanya. Sehingga dua sisi ini 
menjadikan momentum penghargaan 
AFLAS adalah salah satu penghargaan 
paling bergengsi bagi para pelaku usaha 
dalam bidang ini. 


Pada 2011, JICT mengikuti kompetisi 
penghargaan AFLAS (saat itu bernama 
AFSCA) untuk pertama kali. Persiapan 
dilakukan sejak 2010 untuk menghadapi 
voting dari beragam elemen. Uniknya, 
persiapan tersebut diinisiasi oleh para 
pekerja, didasari kenyataan tingginya 
kinerja yang sudah dilakukan selama ini. 
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Kerja keras tersebut terjawab dengan 
diraihnya gelar juara kompetisi. 


JICT jawara Asia Pasifik, begitulah brand 
yang melekat pada JICT setelah tahun 
penghargaan itu. Bahkan pada tahun 
berikutnya, 2012, JICT juga menyabet 
penghargaan yang sama, untuk kategori 
yang sama. Status JICT di mata dunia 
internasional pun langsung melejit 
menjadi macan Asia. Penghargaan ini 
menyisihkan perusahaan sejenis di 
wilayah Asia seperti Pusan Newport 
International Terminal (Korea Selatan) 
dan Tianjin Port Pacific International 
Container Terminal (Tiongkok). 


Tidak cukup sampai di situ, prestasi 
dalam ajang yang sama diraih kembali 
pada tahun 2015 dan 2016. Pada 2013 
dan 2014, JICT memang absen di ajang 
penghargaan AFLAS terkait kendala 
internal dari manajemen. Ketika 
kembali ikut serta untuk ketiga kalinya, 
penghargaan pun kembali diraih. 
Bisa dikatakan, JICT sudah menjadi 
langganan meraih penghargaan 
tingkat internasional. Penghargaan 
yang diberikan institusi bergengsi di 
sektor pelabuhan itu merupakan buah 
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dari pelayanan pelabuhan berbasis informasi 
teknologi (IT) dengan produktivitas tinggi dan 
pelayanan yang optimal kepada para pengguna 
jasa eksport dan import. 


Di luar penghargaan dari AFLAS, terminal peti 
kemas ini meraih beberapa penghargaan lain. 
All Time Productivity Record, yaitu produktivitas 
terbaik terminal peti kemas di Indonesia ketika 
melayani Kapal MV Porthos —171 MPH di tahun 
2010. Best Container Terminal in Indonesia dari 
INSA Award pada tahun 2011. The Biggest and 
Most Efficient Terminal in Indonesia diberikan 
pada acara INSA Award di tahun 2014. Lebih 
detil lihat di tabel. 


Prestasi anak-anak bangsa di JICT mendorong 
beberapa pelabuhan luar untuk belajar 
kepada mereka. Mereka diundang untuk 
memberikan pelatihan dan transfer of 
knowledge di Sohar, Oman dan Dar er Salam, 
Tanzania. Bahkan pengelola pelabuhan 
Felixstowe Inggris pada Juli 2015 mengirim 
tim profesionalnya untuk belajar langsung 
kepada anak-anak bangsa di JICT. 


Padahal pelabuhan Felixstowe yang terletak 
di Felixstowe, Suffolk, merupakan pelabuhan 
kontainer tersibuk di Inggris. Pelabuhan 
ini melayani 424 pergerakan peti kemas 
di Inggris. Pada tahun 2011, pelabuhan 


yang memiliki dua terminal kontainer 
utama, Trinity dan Landguard serta terminal ro- 
ro, itu menduduki peringkat ke-35 pelabuhan 
kontainer tersibuk di dunia dan keenam 
tersibuk di Eropa. Pada tahun 2011 saja 
Felixstowe menangani 3.74 juta TEUs. 


Sementara itu di tingkat nasional, JICT juga tidak 
sepi prestasi. Pada ajang BUMN Branding & 
Marketing Award 2017 yang digelar Desember 
2017 lalu, JICT menerima Penghargaan 
Emas dalam Kategori “Creative Competition 
Strategy”. Penghargaan ini diinisiasi BUMN 
Track bekerjasama dengan Rumah Perubahan 
dan Arbey Consulting. Beberapa BUMN dan 
anak Perusahaannya juga turut mendapatkan 
penghargaan serupa. 


Prestasi anak-anak bangsa di JICT 
mendorong beberapa pelabuhan 
luar untuk belajar kepada 

mereka. Mereka diundang untuk 


memberikan pelatihan dan transfer 


of knowledge di Sohar, Oman dan 
Dar er Salam, Tanzania. 
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Award. 


e The Best 
Container 
Terminal in 
Asia (under 4 
mill p.a) AFLAS 
Award. 


e The Best 
Container 
Terminal in 
Asia (under 4 
mill p.a) AFLAS 
Award. 

e The Best 
Container 
Terminal in 
Indonesia - 
Custom Award. 

e The Best 
Public Service 
Company - 
Kemenhub 
Prima Madya 
Award. 


JICT menerima penghargaan dari INSA. 


terminal 
petikemas terbaik versi stakeholders Pemerintah 


Selain itu JICT juga diakui sebagai 
yakni Bea Cukai, Kementrian Keuangan dan 
Kementrian Perhubungan. Bahkan JICT juga meraih 
penghargaan Indonesian SDGs Award (ISDA) 2017 
kategori Gold Winner dari Corporate Forum For 


Community Development (CFCD). 


Rangkaian penghargaan ini tentu tidak lepas 
dari apa yang sudah dilakukan oleh pekerja 
selama masa berdirinya perusahaan. JICT lahir 
dengan semangat kemandirian, maka jiwa 
melayani menjadi spirit kerja mereka. Berbagai 
penghargaan tingkat internasional yang diterima 
menggambarkan bahwa JICT telah berhasil 
membangun kepercayaan para pengguna jasa 
domestik dan internasional yang dengan demikian, 
JICT turut mengharumkan nama Indonesia di 
tingkat global. 


Adalah wajar, jika kemudian para pekerja anak 
bangsa di JICT “tersinggung” dengan perpanjangan 
kontrak yang dilakukan oknum Pelindo II dengan 
HPH, mengingat bahwa selama ini mereka telah 
berkerja keras memperbaiki sistem dari dalam, 
menghantarkan JICT sebagai pelabuhan peti 
kemas terbaik di Asia. Dengan harapan bahwa 
ketika kontrak dengan HPH telah berakhir, mereka 
diberi kesempatan untuk berdikari, mengelola 
JICT secara mandiri. Karena bagi para pekerja JICT, 
khususnya serikat pekerjanya, Tanjung Priok bukan 
sekadar tempat mengais rezeki tetapi adalah 
simbol kedaulatan dunia maritim Indonesia. 


OMAN pun terkesima 


esuksesan pekerja JICT dalam membangun 

perusahaan menjadikan beberapa pekerja 

diminta untuk bekerja di perusahaan 

sejenis milik Hutchison di Oman. Sejumlah 
pekerja JICT dikirim ke negeri tajir tersebut dengan 
tugas mensupervisi dan memberikan advice agar 
kinerja perusahaan tersebut menjadi lebih baik 
dari sebelumnya. 


Oman sendiri adalah negara kaya di Asia Barat 
Daya tepatnya di pesisir tenggara Jazirah Arab. 
Oman memiliki batas negara dengan Uni Emirat 
Arab (UEA) di barat-laut, Arab Saudi di barat, 
serta Yaman di barat-daya. Negara dengan sistem 
pemerintahan monarki ini dikenal sebagai salah 
satu negara dengan tingkat kemakmuran di atas 
rata-rata. Bahkan Global Terrorist Index mencatat 
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bahwa Oman adalah wilayah yang tidak pernah 
terjadi serangan teroris selain Gatar. Kenyamanan 
pada akhirnya membuat pekerja di sana tidak 
begitu kreatif. 


Sayangnya pekerja Indonesia dikenal hanya sebagai 
pembantu. Padahal yang datang ke Oman adalah 
pekerja dan operator yang cukup berpengalaman, 
sudah bekerja lebih dari lima tahun. Inilah yang 
menjadi tantangan besar. 


Kenyataan tersebut justru membuat pekerja 
JICT yang dikirim kesana merasa tertantang. 
Identifikasi masalah langsung bisa dilaksanakan. 
Dalam waktu singkat sudah mendapatkan analisa 
betapa kurang baik kinerja pelabuhan bongkar 
muat itu. Indikasinya, dengan peralatan yang 
lebih canggih dari JICT saat itu, mereka memiliki 


kecepatan di bawah standar JICT. Bahkan satu 
minggu hanya bisa melakukan dua kali kegiatan 
bongkar muat. 


Pendekatan kepada direksi dilakukan dengan ciri khas 
Indonesia, yaitu kehangatan personal. Sederhana dan 
murah senyum adalah hal lumrah namun menjadi 
taya tarik tersendiri di Oman. Bahkan bisa berbaur 
dengan pekerja bawah adalah pemandangan luar 
biasa. Tentu saja hal ini mengundang banyak simpati 
dan mulai banyak yang menyadari bahwa orang 
Indonesia tidak hanya dikenal sebagai sumber tenaga 
serabutan, tapi juga tenaga ahli. 


Salah satu yang diperbaiki ketika itu adalah tata 
letak blok peti kemas. Di Oman, perusahaan milik 
Hutchison ini belum memiliki tata letak blok peti 
kemas dengan baik. Masih bercampur antara peti 


cc 


Berbagai catatan dari Oman 
ini menjadi salah satu bukti 
bahwa kemampuan SDM bangsa 
Indonesia di JICT sudah sangat 
mumpuni untuk mengelola JICT 
secara mandiri. 


kemas yang masih kosong (empty), untuk ekspor, 
atau pun impor. Efeknya, terjadi kelambanan 
dalam pemindahan, mengingat untuk mencari 
satu peti kemas saja butuh waktu lebih banyak 
di antara tumpukan campuran peti kemas. Oleh 
sebab itu tata letak blok peti kemas diperbaiki. 
Ada blok empty yang khusus menjadi tempat peti 
kemas kosong, ada blok ekspor yang khusus bagi 
peti kemas mau keluar. Ada juga blok impor yang 
khusus untuk kedatangan dari luar negeri. 


Apa yang sudah dilakukan pekerja JICT 
menimbulkan apresiasi besar dari pihak 
perusahaan Oman. Mereka mulai mengakui 


bahwa SDM JICT hadir dengan pengetahuan juga 
pengalaman yang mumpuni. Memang secara 
budaya kerja, ada perbedaan mendasar antara 
Oman dan Indonesia jauh berbeda. Para pekerja 
di negara penghasil minyak ini lebih cenderung 
enggan untuk bekerja extra time. 


Apalagi jika berbicara loyalitas terhadap sesama 
pekerja, tidak sebaik yang terjadi di lingkungan 
pekerja JICT. Pernah terjadi, saat jam pulang kerja 
tiba, bus penjemputterlambat datang. Namun yang 
disayangkan, tidak ada kepedulian sama sekali dari 
pihak manajemen, misal dengan mengusahakan 
bus pengganti. Jadi, dibiarkan menunggu dalam 
waktu lumayan lama layaknya penumpang mudik 
yang menumpuk di terminal. 


Berbagai catatan dari Oman ini menjadi salah satu 
bukti bahwa kemampuan SDM bangsa Indonesia 
di JICT sudah sangat mumpuni untuk mengelola 
JICT secara mandiri. Mereka mampu dan berhasil 
melakukan perubahan secara teknis maupun non 
teknis. (| 
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BERDAULAT 


DI NEGERI SENDIRI 


Saat sebagian saham PT Jakarta 
International Container Terminal 
(JICT) harus dilepas untuk kedua 
kalinya kepada pemodal asing, 
hal sebaliknya terjadi pada PT 
Terminal Petikemas Surabaya 
(TPS). Anak usaha Pelindo III itu 
boleh dibilang bernasib lebih baik. 
Pada Januari 2018 lalu Pelindo 
HI meneken perjanjian jual beli 
bersyarat atau conditional sales 

& purchase agreement (CSPA) 

atas 49”o saham PT Terminal 
Petikemas Surabaya (TPS) dengan 
Dubai Port World. 


Pembelian kembali saham TPS 
oleh Pelindo III merupakan bagian 
dari rencana pengakhiran kerja 
sama di TPS pada April 2019. 
Direktur Utama Pelindo III, Ari 
Askhara menyebut, Pelindo III 
bakal mengelola sendiri TPS 
setelah kontrak dengan DP World 
berakhir. 


Terminal Petikemas Surabaya 
(sumber:www.antaranews.com) 
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ersamaan dengan penyerahan JICT dan TPK 

Koja ke tangan asing pada 1999, Terminal 

Petikemas Surabaya (TPS) juga mengalami 

nasib serupa. Ketiganya diprivatisasi ke 
perusahaan asing untuk jangka waktu selama 20 
tahun. Bedanya, jika 51X saham JICT dan TPK 
Koja dikuasai perusahaan asal Hongkong, 494 
saham TPS dikuasai perusahaan asal Dubai, Uni 
Emirat Arab. Perincian saham TPS sebagai berikut: 
PT Pelindo III (Persero) sebesar 50,5X, 0,5 Xx 
untuk Kopelindo III dan Dubai Port World (DPW) 
menguasai 494. 


BUMN 


tahun 
1999 adalah buah pahit dari perjanjian dengan 


Penguasaan atas strategis di 
International Monetary Fund (IMF) sebagai 
salah satu cara “mengobati” krisis moneter yang 
melanda Indonesia dan negara-negara di kawasan 
Asia. Namun alih-alih menyehatkan, resep yang 
diberikan IMF justru memperparah krisis di 
Indonesia hingga melebar menjadi krisis ekonomi, 


sosial, dan politik. Dan akibat terparah dari resep 
yang diberikan IMF kepada bangsa Indonesia itu 
adalah lunturnya kemandirian bangsa Indonesia. 


PT TPS adalah salah satu anak perusahaan dari 
PT Pelindo III (Persero) yang berdiri sejak tahun 
1992 dan bergerak di bidang pelayanan terminal 
peti kemas ekspor-impor dan domestik. Semula 
bernama Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) dengan 
kepemilikan saham 100 dikuasai Pelindo III. 
Namun pada 29 April 1999 UPTK berubah menjadi 
TPS setelah privatisasi dengan penguasaan 49X 
sahamnya oleh Holding Company P&O Port. 


Pada 1 Maret 2006 P&O Port 
diakuisisi oleh DP World, sehingga 
seluruh aset dan penyertaan milik 
P&O Dover berpindah kepemilikan 
ke DP World, termasuk saham 
4946 di PT TPS. DP World didirikan 
pada tahun 2005 hasil dari 
penggabungan perusahaan Dubai 
Ports Authority dan Dubai Ports 


International (DPI). DPI berdiri 
tahun 1999 dengan proyek 
pertamanya pengelolaan terminal 
peti kemas di Jeddah, Saudi 
Arabia. Kemudian mengelola 
pelabuhan Djibouti tahun 


2000, Vizag di India tahun 2002 
dan Constanta di Rumania pada 
tahun 2003. 


Kepak sayap DPI semakin luas 
setelah mengakuisisi CSX World 
Terminal tahun 2005, dan 
bergabung dengan Dubai Ports 
Authority (DPA) membentuk DP 
World pada September 2005. 
Tak lama pasca merger menjadi 
DP World, segera menguasai 
operator pelabuhan terbesar 
keempat di dunia, The Peninsular 
and Oriental  (P&O) Steam Navigation 
Company Inggris seharga £ 3,9 miliar (USD 7 
miliar) pada Maret 2006. P & O sendiri merupakan 
perusahaan pelayaran dan logistik Inggris yang 
berdiri sejak awal abad ke-19. Penguasaan itu 
membuat DP World mengoperasikan tiga bisnis 
bermerek P&O: P&O Ferries, P&O Maritime dan 
P&O Heritage. 


Ahmad Khoirul Fata & Md Aminudin 


Penguasaan itu juga membuat DP 
World mengelola pelabuhan kontainer 
di Southampton dan di Essex, serta 
sejumlah perusahaan feri seperti P & O 
Ferries, P & O Portsmouth, P & O Laut 
Irlandia, dan P & O Stena Line, di Inggris. 


Namun penguasaan DP World atas P&O 
membuat gejolak di Amerika. Dengan 
akuisisi itu berarti DP World juga telah 
menguasai sejumlah pelabuhan besar di 
Amerika Serikat yang selama ini dikelola 
P&O, seperti pelabuhan di New York, New 
Jersey Philadelphia, Baltimore, New 
Orleans, dan Miami. Dan itu dianggap 
dapat mengancam keamanan negara 
tersebut karena pelabuhan merupakan 
pintu gerbang negara. Sejumlah pihak 
mulai dari serikat pekerja hingga anggota 
kongres pun menolak kenyataan itu. 
Akhirnya DP World pun menjual sahamnya 
di sejumlah pelabuhan di AS kepada AIG. 


Sejumlah kasus yang menyelimuti 
proses perpanjangan kontrak antara 
Pelindo II dengan Hutchison Port Holding 
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si, terminal Dubai Port.—— 


(HPH) atas JICT dan TPK Koja membuka 
mata sejumlah pihak akan pentingnya 
penguasaan pelabuhan oleh bangsa 
sendiri. Terinspirasi dari perjuangan 
Serikat Pekerja JICT, Serikat Pekerja TPS 
pun menyuarakan pengelolaan secara 
penuh TPS oleh bangsa sendiri. 


Ketua Umum Serikat Pekerja Pelindo 
Indonesia (SPPI) saat itu, Dhany R. 
Agustian menyatakan, janji kontribusi 
jaringan yang dimiliki DP World selama 
ini hanyalah “nol besar”. DP World juga 
tidak pernah melakukan rekonfigurasi 
peralatan-peralatan yang ada. Meski 
demikian Dhany mengakui peran DP 
World dalam transfer of knowledge SDM 
(sumber daya manusia). 


Sejumlah akademisi dan anggota DPR 
pun bersuara serupa. Mereka mendesak 
Menteri BUMN untuk menolak proposal 
perpanjangan yang diajukan DP World 
pada Januari 2015 lalu. Panitia Khusus 
(Pansus) PT Pelabuhan Indonesia 
(Pelindo) Il DPR mengingatkan direksi 


PT Pelindo III yang menangani Pelabuhan Tanjung 
Perak, Surabaya, Jawa Timur, untuk belajar 
dari temuan pelanggaran dalam perpanjangan 
kontrak pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta 
(Jakarta International Container Terminal/JICT). 
Pelindo III diingatkan agar tak lagi menyerahkan 
pengelolaan pelabuhan itu kepada asing asal 
Dubai yang saat ini mengelolanya. 


Desakan serupa juga muncul dari Menteri 
Perhubungan Ignasius Jonan. Melalui surat yang 
diberikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno, 
Jonan meminta untuk tidak melanjutkan 
kerja sama pengelolaan pelabuhan yang akan 
habis kontraknya. Hal itu untuk memberikan 
pemanfaatan yang lebih besar untuk ekonomi 
nasional. 


Menurut Jonan, kontrak kerja sama yang 
dilakukan pada tahun 1999 masih bisa dipahami 
karena kondisi ekonomi saat itu yang sedang 
krisis. Namun 20 tahun masa kontrak dinilainya 
sebagai waktu yang sangat panjang buat alih 
teknologi dan pengembangan SDM, sehingga 
sudah waktunya pengelolaan itu kembali 
dipegang oleh Indonesia, dalam hal ini Pelindo. 


Kasus perpanjangan JICT dan TPK Koja serta 
desakan sejumlah pihak itu ternyata cukup 
ampuh untuk membuat pemerintah berpikir 
ulang. Sebelumnya, pemerintah tampak memberi 
sinyal bakal menyetujui proposal yang diajukan 
DP World untuk memperpanjang kontrak 
pengelolaan TPS yang akan berakhir pada 2019. 


8. Terminal Jamrud 


Sejumlah kasus yang 
menyelimuti proses 
perpanjangan kontrak antara 
Pelindo II dengan Hutchison 
Port Holding (HPH) atas JICT 
dan TPK Koja membuka 

mata sejumlah pihak akan 
pentingnya penguasaan 
pelabuhan oleh bangsa sendiri. 
Terinspirasi dari perjuangan 
Serikat Pekerja JICT, Serikat 
Pekerja TPS pun menyuarakan 
pengelolaan secara penuh TPS 
oleh bangsa sendiri. 


Menurut Menteri Koordinator bidang 
Perekonomian saat itu, Sofyan Djalil, kehadiran 
DP World di TPS Surabaya membuat persaingan 
semakin sehat dan berdampak positif 
meningkatkan pelayanan serta efisiensi terminal. 
Sofyan melihat, kehadiran DP World memberikan 
nilai tambah karena efisiensinya, sehingga 
meningkatkan pelayanan dan membuat tarif 
lebih murah. 


Namun dengan desakan dari segala penjuru itu, 
pemerintah pun akhirnya memberikan syarat yang 
berat kepada DP World sehingga perusahaan asal 
Uni Emirat Arab itu pun membatalkan rencana 
perpanjangan itu. 


Sumber. http:// 
www.skyscrapercity. 
com 
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Kapal CScL Sanata berbabat 26. 404 GT dan panjang 206m, tebang Hanken detDan MapsBa 2 500 TEUs. 
Sumber: photos. marinetraffic. com/ais/showphoto.aspxPphotoid-2070859 
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TPS memiliki dermaga sepanjang 
1.000 meter dengan kedalaman 
13 meter (internasional), dermaga 
domestik dengan panjang 450 m 
dengan kedalaman 7,5 m, dan 
lapangan penumpukan seluas 
hampir 40 Ha. Sebagai pintu 
gerbang yang menghubungkan ke 
wilayah-wilayah Indonesia Timur, 
TPS kian lama menunjukkan 
perkembangan yang positif. 


Pengoperasionalan Terminal Teluk 
Lamong (TTL) pada Mei 2015 
telah mendorong TPS melakukan 
sejumlah upaya peningkatan 
kapasitas dan kinerja layanan. TPS 
pun menargetkan peningkatan 
kapasitas produksi hingga 2,2 juta 
TEUs per tahun, dari semula 
1,8 juta TEUs per tahun. Untuk 
itu sejumlah pengembangan 
pun dilakukan antara lain: 
pengoperasian 3 container crane 
baru (sehingga menjadi 14 crane 
yang beroperasi), elektrifikasi 
alat bongkar muat, penambahan 
kapasitas lapangan penumpukan, 
dan pendalaman kolam dermaga 
internasional dan domestik, dan 
lain-lain. 


Tiga Container Crane baru yang 
dimiliki TPS itu memiliki jangkauan 
hingga 16 row sehingga bisa 
melayani kapal-kapal raksasa yang 
singgah di Pelabuhan Tanjung 
Perak Surabaya. Dan kapal yang 
pertama kali mendapatkan 
layanan crane baru itu adalah 
bongkar muat penuh untuk kapal 
CSCL Santiago berbobot 26.404 GT 
dan panjang 206m, berbendera 
Hongkong dengan kapasitas 2.500 
TEUs pada awal April 2017. 


Dengan beroperasinya tiga crane 
baru tersebut, secara otomatis 
akan mempercepat kinerja 


bongkar muat kapal. Crane baru 
itu juga semakin memperkuat 
10 container crane yang selama 
ini ada di dermaga Internasional 


TPS untuk pelayanan 
peti kemas internasional. 
Sementara di dermaga 
domestik telah dilengkapi 
dengan tiga unit Container 


Crane yang memiliki twin lift 
spreader sehingga — mampu 
mengangkat peti kemas 2 x 20 
feet secara bersamaan. 


Saat ini rata-rata kinerja satu unit 
Container Crane di TPS adalah 
25 box/crane/hour dan 45 box/ 
ship/hour, dengan tambahan 
tiga Container Crane baru itu, 
kecepatan bongkar muat peti 
kemas di TPS dipastikan akan 
semakin meningkat drastis. 
Kisah sukses pengadaan dan 
pengoperasian container crane 
di TPS itu tentu mengingatkan 
kita pada kisah tragis pengadaan 
Pengadaan 10 mobile crane dan 
Ouay Container Crane (OCC) 
di PT Pelindo II yang membuat 
sejumlah petinggi Pelindo II 
menjadi tersangka. 


baru 
kapal 


Pengoperasian crane 
itu menarik banyak 
internasional. Kini banyak 
kapal yang memilih langsung 
atau direct call dari TPS dengan 
tujuan antara lain Filipina, China, 
dan Jepang. Ekspor barang- 
barang yang lewat jalur laut 
pun kini tidak harus melalui 
Singapura terlebih — dahulu, 
sehingga bisa menghemat biaya 
logistik. 


Tercatat, pada 2016 arus peti 


kemas internasional yang 
melalui TPS mencapai 1,241 
juta TEUs, sementara arus 


cc 


Ketua Umum 
Serikat Pekerja 
Pelindo Indonesia 
(SPPI) saat itu, 
Dhany R. Agustian 
menyatakan, janji 
kontribusi jaringan 
yang dimiliki DP 
World selama ini 
hanyalah 

“nol besar” 

DP World juga tidak 
pernah melakukan 
rekonfigurasi 
peralatan- 
peralatan yang ada. 
Meski demikian 
Dhany mengakui 
peran DP World 
dalam transfer of 
knowledge SDM 
(sumber daya 
manusia). 
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peti kemas domestik tercatat 156,203 TEUs. 
Pada periode Januari-Juni 2017 (semester I), 
TPS mengumumkan terjadinya peningkatan 
arus peti kemas sebesar 7 persen (637.410 
TEUs) dibanding target yang sudah ditetapkan 
(595.135 TEUs). Sementara itu, arus kunjungan 
kapal tercatat sebanyak 484 unit atau naik 44 
dari periode yang sama pada tahun 2016 


Perkembangan positif TPS itu turut 
memberikan kontribusi 2,1 juta TEUs terhadap 
total arus peti kemas yang ditangani DP World 
sebanyak 85 juta TEUs. Mungkin kontribusi 
besar inilah yang membuat DP World berat 
untuk meninggalkan TPS dan ingin terus 
memperpanjang kontrak. 
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Container Craine TPS Surabaya (sumber foto. http://www.tps.co.id) 


TPS juga memanjakan pelanggannya 
melalui fastpay (Fast, Accurate, Secure and 
Traceable Payment System). Ini merupakan 
sistem pembayaran e-payment yang real 
time dan host-to-host. Fastpay dijalankan 
dengan menggandeng sejumlah Bank Mitra 
sebagai pengganti Warkat Dana (WD), Running 
Deposit (RD) dan Estimasi Perhitungan Biaya 
(EPB). Dengan begitu customer tidak perlu lagi 
datang langsung ke kantor PT TPS dengan mengisi 
berbagai macam dokumen fisik. Dengan Fastpay 
pengguna jasa semakin mudah dalam membayar 
jasa kegiatan lapangan untuk forwarder dan 
kegiatan dermaga untuk shipping agent. Fastpay 
membuat pembayaran menjadi lebih praktis, 
lebih mudah, serta lebih cepat dan tepat. (| 


ASA DI TENGAH BARA 


Jarum jam menunjuk pukul 09.30 ketika 
penulis sampai di terminal peti kemas 
Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, 
tampak kesibukan khas pelabuhan peti kemas, 
truk-truk jumbo hilir mudik, alat-alat berat, Rizal 
peranti-peranti raksasa tampak berdiri dengan 
jemawa. Sementara gerak crane bagai tangan- 
tangan raksasa menjumputi peti kemas untuk 
diturunkan atau dinaikkan ke punggung truk- 


truk berukuran jumbo tadi. 


nilah suasana keseharian pelabuhan peti kemas 
Tanjung Priok yang disebut-sebut sebagai 
pelabuhan tersibuk nomor satu di Indonesia. 
Pelabuhan yang menjadi kebanggaan bangsa 
Indonesia dalam posisinya sebagai gerbang 
kedaulatan maritim Nusantara. Karena itulah paska 
Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia 
segera mengambil-alih pengelolaan Pelabuhan 
Tanjung Priok karena kita sadar bahwa Tanjung 
Priok bukan semata objek ekonomi, namun juga 
simbol kehormatan bangsa sekaligus kedaulatan 
politik-ekonomi di mata dunia internasional. 


Namun, 54 tahun kemudian, tepatnya tahun 
1999, pemerintah melakukan privatisasi PT Jakarta 
International Container Terminal (JICT) dengan 
masa kontrak 20 tahun (1999-2019) kepada 
Hutchison Port Holding. Jika patuh terhadap 
kontrak di awal reformasi tersebut, mestinya 
setahun lagi (2019) JICT kembali menjadi milik 
Indonesia seutuhnya. 


Namun akhirnya kita pun mafhum, impian untuk 
mengembalikan pengelolaan pelabuhan ini 
100 persen kepada anak bangsa pupus pada 
pertengahan 2014 lalu, ketika RJ Lino yang 
kala itu memegang kendali tertinggi Pelindo II 
menandatangani perpanjangan kontrak dengan 
Hutchison Port Holding. 


Tak pelak keputusan yang dinilai grasa-grusu 
ini menuai protes dari berbagai kalangan yang 


peduli terhadap marwah 
bangsa. “Geram”, mungkin 
ini narasi yang laras untuk 
menggambarkan kekecewaan 
para tokoh nasional seperti 
Ramli, Rieke Dyah 
Pitaloka, juga pakar komunikasi 
Ade Armando. 


SP JICT adalah pihak yang paling 
keras menolak perpanjangan 
kontrak ini. Sepanjang 2014 
hingga hari ini, belasan aksi 
(demostrasi dan stop operasi) 
digelar. Tak cuma itu, SP JICT 
pun rajin menggalang “suara”, berdialog dengan 
wakil rakyat, juga sejumlah tokoh masyarakat 
ihwal hari depan aset nasional tersebut. Tujuannya 
tunggal, membatalkan kontrak HPH atas PT 
JICT. Targetnya, mengembalikan pengelolaan 
pelabuhan peti kemas Tanjung Priok 100 persen 
ke tangan bangsa sendiri. Suatu cita yang mulia di 
tengah semakin pudarnya heroisme untuk berdiri 
di atas kaki sendiri, seperti pernah didengungkan 
Bung Karno puluhan tahun lalu. 


Untuk aksi-aksi tersebut, SP JICT harus “membayar 
mahal”. Sejumlah aktivisnya diintimidasi, baik 
secara sembunyi maupun terang-terangan, dituduh 
sebagai biang kerok aksi-aksi yang melumpuhkan 
kegiatan ekonomi di Pelabuhan Tanjung Priok, 
difitnah sebagai penganut komunis, dibilang 
sebagai musuh negara, dikata-katai sebagai tidak 
tahu bersyukur. 


Melawan kekuatan besar dalam sebuah korporasi 
bukanlah enteng risikonya. Kita ingat kasus 
Marsinah yang hingga kini tak terusut tuntas 
siapa dalang di balik kematian aktivis buruh itu. 
Para aktivis JICT sepenuhnya mafhum atas risiko 
tersebut. Meskipun digencet, dipojokkan, dicoba 
dibunuh karakternya, namun itu semua justru 
kian membuat mereka yakin bahwa gerakan 
mereka yang mengusung tagline “Selamatkan Aset 
Bangsa” adalah jalan kebenaran. 


Penolakan perpanjangan kontrak JICT sebenarnya 
adalah trigger dari berbagai kasus “penggadaian” 
aset negara kepada pihak asing, seperti yang terjadi 
pada Freeport dan Indosat. Masyarakat awam 
mengurut dada, bagaimana bisa bangsa yang 
sering membanggakan diri sebagai bangsa besar ini 
begitu tak berdaya mempertahankan aset strategis 
yang sebetulnya bisa diurus sendiri. Bila memang 
soalnya adalah kekurangan modal, mengapa tidak 
ada inisiatif menggalang dana masyarakat untuk 
mem-buyback aset-aset strategis tersebut? 


Sekadar memanggil ingatan kolektif kita bahwa 
Indonesia pernah memiliki pesawat yang dibeli 
dari dana patungan masyarakat Aceh pada 1948 
lampau. Pesawat jenis Dakota yang kemudian 
diberi nama Seulawah. Inilah yang kemudian hari 
menjadi cikal bakal BUMN prestisius: Garuda 
Indonesia. 


Begitulah para pendahulu kita berjuang mati- 
matian agar negeri yang baru berdiri ini memiliki 
banyak aset strategis. Maka lahirlah Pertamina, 
PLN, Telkom, dan tak ketinggalan Pelindo. Pendek 
kata, bila memang pemerintah mau dan serius, 
maka mengajak patungan masyarakat untuk 
membeli kembali aset-aset strategis yang pernah 
dijual ke pihak asing bukan mustahil disambut 
gempita. Namun sering kali, soalnya bukan itu. 
Soalnya adalah oknum-oknum di tubuh korporasi 
yang niatnya sekadar memburu rente. Di sinilah 
dibutuhkan keberanian dan ketegasan pemerintah 
untuk memberangus oknum-oknum penjual 
negara tersebut. 


Pada konteks inilah penolakan perpanjangan 
kontrak JICT memiliki posisi strategis dalam rangka 
memberi pendidikan kepada masyarakat ikhwal 
pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi nasional, 
sekaligus peringatan kepada pengampu kekuasaan 
di atas sana agar tak semena-mena menjuali aset 
nasional, lebih-lebih dengan alasan yang kental 
muatan alibi. 


Sebagai catatan, penolakan terhadap akuisisi 
sejumlah sektor strategis oleh pihak asing, seperti 
yang terjadi pada JICT seyogyanya tidak dimaknai 
bahwa bangsa Indonesia anti pihak asing. 
Sebagai bagian dari komunitas global, tentu kita 
perlu membangun relasi antarkomunitas global, 
utamanya belajar bagaimana negara-negara 
maju mengelola aset nasional mereka. Ya, narasi 
yang mesti kita bangun adalah “belajar”, bukan 
memberikan kendali dominan kepada pihak 
asing—apalagi menghamba—sehingga mereka 
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memiliki kesempatan mengeksploitasi habis- 
habisan kekayaan Indonesia seperti yang dialami 
JICT. 


Namun begitulah kodratnya, setiap perjuangan 
akan melahirkan pecundang. Hingga ketika buku 
ini rampung ditulis, masih ada saja pihak-pihak 
tertentu yang mencoba men-downgrade hasil 
investigasi sejumlah lembaga resmi pemerintah, 
Pansus DPR dan BPK RI atas masalah yang dialami 
JICT dan TPK Koja. Isu-isu baru pun terus dimainkan 
untuk menjatuhkan, atau setidaknya mengaburkan 
masalah pokoknya. Bersamaan dengan ditulisnya 
Epilog ini, di lingkungan Pelabuhan Tanjung 
Priok, beredar pemberitaan karyawan di kedua 
pelabuhan peti kemas Jakarta tersebut mendukung 
Hutchison untuk terus beroperasi mengelola JICT 
dan TPK Koja hingga 2039. 


Tak urung Direktur Central for Budget Analysis 
(CBA) Ucok Sky Khadafi pun berkomentar, 
bahwa ada ada indikasi pengerahan kekuatan 
untuk menyerang bagi siapa saja yang dianggap 
mengganggu kepentingan asing dalam kasus JICT- 
Koja. 


“Pelabuhan itu kan ada fungsi negara dan pelayanan 
publik. Jika kasus JlCT-Koja dibiarkan berlama- 
lama dimainkan dalam konflik internal bahaya. 
Harapannya KPK menyelesaikan ini secara cepat. 
Kerugiannya ada, pelanggaran hukumnya jelas,” 
ujarnya, seperti dikutip dari www.tribunnews.com. 


Komentar lebih tandas pun dilontarkan Harzris 
Malsyah, Ketua Umum SP JICT pengganti Nova 
Sofyan Hakim, seperti ditulis wartawan tribunnews. 
“Hutchison menyebabkan Kerugian negara di 
kasus kontrak JICT dan Koja hampir Rp 6 trilyun 
dan juga melanggar UU. Kok masih dibela? Ini kan 
pelecehan kepada DPR dan BPK.” Dengan nada 
geram, Hazris mengimbuhkan, “Ini pelanggaran 
hukum dan UU dalam kasus JICT telak. Lucunya 
mau coba dibargain dan digocek. Kita curiga siapa 
tokoh yang seolah bisa beli hukum dalam kasus 
kontrak JlCT-Koja? Saran saya KPK segera tangkap 
oknum pejabat Hutchison yang terlibat kasus JICT- 
Koja.” 


Arkian, demikianlah awal yang belum berujung, 
dari masalah yang menimpa JICT dan orang-orang 
didalamnya. Dengan penuh harap, rakyat Indonesia 
menunggu agar JICT kembali ke pangkuan Pertiwi. 


Ya, selalu ada asa. Hope is being able to see that 
there is light despite all of the darkness — Desmond 
Tutu. (J 
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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 


SULTAN AMAI 


GORONTALO - INDONESIA 


Sebuah aset negara yang bergerak di sektor kepelabuhanan telah 
dijual kepada pihak asing untuk kedua kalinya. Yang sangat janggal, 
penandatanganan perpanjangan kontrak tersebut dilakukan pada 2014 lalu, 
lima tahun sebelum kontrak pertama berakhir pada 2019. Hasil investigasi 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menyebut, pemerintah menderita 

kerugian sebesar Rp 4,08 triliun. 


Sejumlah keanehan dan misteri menyelimuti kasus ini. Dari perpanjangan 
kontrak yang dilakukan terburu-buru, pelanggaran undang-undang 
hingga penerbitan Obligasi Global (Global Bond) senilai Rp 2 1 triliun yang 

diterbitkan tanpa perencanaan. 


Buku ini mencoba mengulas perjalanan kasus ini—yang diperkaya dengan 
data-data dari sumber valid—dalam bingkai potret perjuangan kalangan 
serikat pekerja dalam usaha tanpa henti menolak penjualan aset negera 

kepada pihak asing. 
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